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KATA PENGANTAR

Pupn svukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa Atas himpahan rahmat dan
karunia-Nva kami dapat menvelenggarakan kegiatan Biumbmngan Teknis DPRD Kabupaten
Karanganyar dengan tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baranpg/Jasa Pemerintah™ vang
diselenggarakan di Hotel Solia Zigna Solo — Kota Surakarta tanggal 30 Juli s d. 1 Agustus 2026.

Kematan Bimbingan Teknis 1m dilaksanakan atas dasar Mol antara Umversitas Semarang
{(USM) dengan Sckretariat DPRD Kabupaten Karanpanvar serta atas dasar rekomendasi
pelaksanaan Bimbingan Teknizs dan Badan Pengembangan Sumber Dava Manusia Daerah
{BPSDMD) Provins: Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Dava Manusia (BPSDM)
Kemendagr RI

Penvusunan laporan kegiatan 1n1 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam
pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tekms Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten
Karanganvar, vang dilaksanakan oleh panitia penyvelenggara Bimbingan Tekniz Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Untversitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan i
merupakan dokumen (arsip) vang sangat penting bagt Universitas Semarang vang sewakiu-waktu
dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi vang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Bimbingan Teknis 1wt dilaksanakan kamm menyosun konsep, tema dan
materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan Dalam pra kegiatan Bimbingan Teknis ini kamt
melakukan tahapan persiapan vang melhputi; kajlan dan analisis tema_ kajan maters vang akan
diberikan. perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dil.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan 1 tidak lepas dan adanva kerjazsama dan
hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pthak vang terkait, untuk 1o kami
menvampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama
pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis imi.

Untuk ttu pada kesempatan vang berbahagia ini kami sampaikan terima kasth kepada
semua pthak vang telah ikut berperan aknf dalam penvelengoarasn kegiatan Bimbingan Tekms,
kami mengucapkan tenma kasth dan penghargaan vang setingsmi- tingminva kepada yang
terhormat;

1. Yayvasan Alumni Universitas Diponegoro.

2. Rektor Universitas Semarang Bapak Dr. Supann. ST MT.

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinst Jawa Tengah
vang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis

4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
Bapak Bagus S5Selo selaku Ketua DPRD Kabupaten Karanganvar, beserta seluruh
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganvyar
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6. Ibu Theresia Herawati.5.Sos. selaku Sekretanis DPRD Kabupaten Karanganvar. besera
seluruh jajaran staff Sekretaniat DPRD Kabupaten Karanganvyar.

7. Bapak Dr Abdul Kanm SE. MSi, AK., CA selaku Wakil Rektor II Universitas
Semarang.

£ Bapak Muhammad Amin S Sos. MPsi (Motivator), Bapak Yusmanto, SPi, MS:
(Bappeda Jateng) dan Ibu Ilvia Restu Utam (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (LKPP)) selaku narasumber.

Q. Moderator.

10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.

11. Panitia penyelenggara Bimbingan Tekmis PPSDM Universitas Semarang dan seluruh
pihak vang telah membantu terlaksananva kematan Bimbingan Teknis 1m.

Semoga jalinan keasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan
berzama_ sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Karanganvar khususnyva dan
masyarakat Kabupaten Karanganvar pada umumnyva.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Tekms DPRD Kabupaten
Karanganyar, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
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L. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang vang dalam hal ini diwakili eleh
‘Walkdl Rektor II Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si.,, AK., CA)

Assalamualatkom Warahmatullahin Wabarakatuh

Yang sava hormati. Ketua DPRD Kabupaten Karanpanyar Bapak Bagus Selo.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bapak H. Anung
Marwoko, 5.T.. M. H. dan Bapak Suprivanto. A Md.

Yang saya hormati, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Yang sava hormati, Sekretanns DPRD Kabupaten Karansanvar Thu Theresia Herawati
5 Sos_ beserta jajarannya.

Yang sava hormati, Narasumber Bapak Muhammad Amin_ S Sos., M Par

Syukur Alhamdulillah pada han 1m kita semuanya diberikan nikmat sehat nikmat sempat
sehingga kita bisa bersilaturahmi bersama dalam kematan Bimtek implementas: Perpres
Nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang
pengadaan barang dan jasa. Sebelumnva saya mohon maaf menyampaikan salam hommat
dan pimpinan kami bapak rektor vang kebemlan hari 1 belian tidak bisa hadir karena
masth ada kematan kerjasama. saya menvampaikan aja salam hormat. salam terima kasih
atas kerjasamanva dengan Universitas Semarang melalu PPSDM USM. ada beberapa hal
vang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan han ini sesual dengan petunjuk-
petunjuk. pemernintah kita saat 1m1 mencoba vang artinva mempunvail tema istilahnva vang
disebut dengan hilirisasi atau berdampak baik di Kementerian apapun temanva sekarang
berdampak. jadi harus fokus terkait dengan realitas vang ada di masvarakat harus mampu
mencari solusi-solust vang ada di masyarakat Kira-lnra problematika yang dihadap oleh
masyarakat sepert: apa dan kita harus bisa memecahkan problematika 1tu, banyvak sekah
sebetulnya terkait dengan kemuskonan, terkatt dengan kesehatan, terkart denpan pendidikan,
terkait dengan alam sumber pangan dan sebagainya. Itu juga menjadi problem-problem
vang dihadam oleh masvarakat.

Namun prakteknya di dalam menjalankan tugas bapak, itu semua tahu di dalam proses
penyvusunan anggaran dan sebagainva sangat detail dan sangat beresiko terkait densan
mekanisme pengawasannva vang luar biasa sehingga kreativitas atau upaya-upava yang
kalian dan sampaikan Setelah proses kelapangan mencan data di masyarakat saat mau
dumplementasikan ternvata banvak benturan-benturan yang menyulitkan Bapak Tbu dalam
berkreasi atau berkreatif dalam upava memecahkan masalah tu.

Jad: sekarang BPK atau KPK 1ite di dalam proses pemenksaan 1to mengounakan standar
audit yang berbasis mmtemasional, audit berbasis resiko jadi mereka tidak ke arah substansi
angka-ancka vang mengangkat di penvajlan laporan keuangan. angka tu kan bisa dibuat
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tap1 mercka fokus ke restko potensi kecurangan_ jadi terkait dengan pengadaan barang dan
jasa itu luar biasa, mounglin dalam proses persiapan menyusun RKA kemudian
perencanaan dan sebagainya tap: dalam praktek pemilihan supplier atau penvedia 1tu
menjadi masalah, silahkan nanti bapak 1bu diskust vang luas sehingga pemahaman Bapak
Ibu terkait dengan teknis pelaksanaan mekanisme pengadaan barang jasa itu nanti lebih
paham secara komprehensif sehinpga perlu kehadiran di simi, vang sava sampaikan tadi 1itn
audit sekarang berbasis resiko, beda dengan mekanmisme audit berbasis tradisional kemann,
it hanva fokus ke arah pertangoungjawab seperti kutans: bukti ttu semua sudah bisa
dibuat kalau seperti im, tapi kalau audit berbasis resiko itu Bapak Ibu nanti akan diaudit,
mereka akan mencan potensi Float sekecil mungkin jadi tidak mencan bukti secara nill
dokumen tapt mereka akan melihat potens: kira-kara Float apa vang bisa mereka temukan
dan sekecil apapun dia harus membuat temuan Teolong nanti Bapak Tbu pahami benar hal-
hal yang seperti 1m, 1tu terkait dengan proses atau mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Bapak 1bu yang sava hormati. kemudian juga bapak Rektor mengucapkan terima kasih atas
kerjasamanyva atas kepercayaannya kepada PPSDM USM di dalam kenasama mm
harapannyva nanti bisa berlanjut. jadi ndak hanva kematan-kegiatan yang seperti 1im
mungkin kegiatan terkait dengan riset atau apapun karena di durua pendidikan 1tu kan ada
tiga Dharma vang harus kami lakukan terkart dengan peneliian, pengabdian dan
pengajaran. Mungkmn itu vang bisa sava sampaikan kurang lebihnva saya mohon maaf
vang scbesar-besarnya saya akhiri.

Wabilahitaufik Walhidavah

Wassalamualailkum Warahmatullaln Wabarakatuh
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IL

Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.
{Bagus Selo)

Assalamualaikum Warahmatullahn Wabarakatuh

Yang sava horman, Walkil Rekor II Umiversitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karnm. SE
MSi, Ak CA

Yang sava hormati. Narasumber Bapak Muhammad Amin. 5 Sos., M Pa1

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganvar Bapak H Anung
Marwoko. S T.. M H. dan Bapak Suprivanto, A Md.

Yang saya hormati. Bapak [bu anggota DPRD Kabupaten Karanganvyar

Yang sayva hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganvar Ibu Theresia Herawati,
5 Sos. beszerta jajarannya.

Syukur Alhamdulillah pada pagi hari 11 kata masth diberikan keschatan untuk menghadin
kematan Bimtek DPRD vang kedua kalinva diluar Bimtek partar tentunya kami mewalkal
lembaga DPRD, tenmakasih bapak rektor, saat 1m1 lembaga DPRD selalu berdo™a dan
do anva selalu dibenkan keselamatan, kesehatan dan rezek: yang berkah, karena kondis:
saat di kepemimpinan bapak Prabowo im selain efisiens: anggaran dan vang disampaikan
oleh Bapak Rektor tadi banvak sekalt permasalahan-permasalahan Makanva kematan
Bimtek ttu salah satunya juga peningkatan anggota DPRD supaya sejahtera secara resmui,
tad: bapak rektor juga sudah menvampaikan maten: pada han s

Yang jelas ESQ 1tu penting untuk menvadarkan supava kita memliks integritas vang baik
serta mempunyal iman dan ketakwaan dalam kehidupan selain itu apa vg disampaikan
oleh bapak rekior tadi terkait pengadaan barang dan jasa saat im selalu ada temuan-
temuan entah no langsung maupun melalu: pengadaan vang lain. teman-teman juga
memahani terkart 1tu juga dan juga proses percepatan pembangunan kadang di s1s:1 lamn
ingin sinkronisasi dalam proses pemecahan pembangunan tapt di sisi lain ada efisiensi
Kewenangan kita sudah diambil semua oleh pusat termasuk angoaran. kegiatan-kegiatan
kita juga ditekankan untuk mensggali potensi pendapatan daerah tetapt tidak beleh
memberatkan masvarakat.

Mater: hari in1 sangat cukup baik mohon teman-feman DPRD bisa mengikuti, disisi lain
kita ingin mempercepat investasi 1tu salah satunya untuk perkembangan perekonomian di
dasrah, karena pemenntah 1 bisa melakukan program kegiatan hanya 1tu, =atu
Bagaimana infrastrulctur cepat. bagaimana sosial baik dan ekonomi baik Sava kira itu
bapak 1bu semua tenmakasih kehadirat kalian semua semoga bisa mengikun kegiatan 1m
dan tertmakasih kepada Bapak Wakil Rektor.

Dengan mengucapkan.
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BISMILI AHIRROHMANIRROHIM
“BIMTEK DPED KABUPATEN KARANGANYAR”
"Implementasi Prepres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah"
SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Wassalamualaikum Warahmatullabi Wabaralkatuh
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BABI
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Secual dengan amanat Undang-Undang Dasar Nepgara Republik Indonesita Tahun 1945,
pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendin wrusan pemenntahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembenan otonomit luas kepada daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnva kesejahteraan masvarakat melalm pemingkatan pelayanan,
pemberdavaan dan peran serta masyarakat. Disamping 1tu melalus otonosmi luas, daerah
diharapkan mampu menmingkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan. keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi: dan keanckaragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemenntahan daerah dalam rangka meningkatkan efisienst dan efekfivitas
penyelenggaraan otonomi dacsrah. perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemenntahan
dan antar pemenntahan daerah. potens: dan keanekaragaman daerah Aspek hubungan wewenang
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelavanan umum, pemanfaatan sumber dava alam dan
sumber dava lainnva dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping i, perlu diperhatikan pula
peluang dan tantangan dalam persamngan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknolog:. Agar mampu menjalankan perannva tersebut. daerah diberikan
kewenangan vang scluas-luasnya disertai dengan pembenian hak dan  kewajiban
menyvelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penvelenggaraan pemenntahan
negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi vang nyata dan
bertangpungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangam urusan
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas. wewenang, dan kewajiban vang senyatanva telah
ada dan berpotens: untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesua denpan potensi dan kekhasan
daerah. Dengan demikian 1s1 dan jenis otonomi bag setiap dacsrah tidak selalu sama dengan daerah
lainnva. Adapun vang dimaksud dengan otonomi vang bertangoungjawab adalah otonomi vang
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi. yang pada dasarmnya untuk memberdavakan daerah termasuk meminglkatkan
kesejahteraan rakyat vang merupakan bagian utama dan tujuan nasional Seinng dengan prinsip
itz penyelenggaraan otonomi daerah hams selalu berorientasi pada peningkatan kessjahteraan
masvarakat dengan selalu memperhatikan kepentinpan dan aspirasi vang tumbuh dalam
masvarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemernmntah
Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representas: perwakilan rakyat dalam
struktur kelembagan pemenntahan daerah vang memjalankan fungsi pemenntahan, vang
bertujuan sebagaimana vang discbutkan di atas. Pemerintah dacerah menjalankan fungs:
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pemermtahan dan DPRD menjalankan fongsi legisiasy, fungs: penganggaran (budgeting) dan

fungsi pengawasan.

Sebagal unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di
daerahnyva terutama vang diwangkan dalam Peraturan Daerah Secara umum peran 1mm
drwujudkan dalam tiga fungs:. vaim:

1. Regulator vaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan
rumah tangga daerah (otonomi) maupun vrusan-urusan pemerintah pusat vang diserahkan
pelaksanannya ke dacrah (tugas pembantuan);

2. Policy Making vaitu memmuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program
pembangunan di daerahnya;

3. Budgeting varu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku (UU Susduk dan
UU Pemernintahan Daerah), implementas: kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan
pervujudannya ke dalam tiga fungs:, vaitu -

1. Fungsi1 Pembentukan Peraturan Daerah,

2. Fungstanggaran: dan

3. Fungs: pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;

2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten vang diajukan oleh Kepala Daerzh;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten;

4 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atan walal Kepala Daerah
kepada Menteri Dalam Negen melalmi gubemur untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan’/atau pemberhentian;

5. Memlih walal Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
(catatan bagian hukum) ;

6. Membenkan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap

rencana perjanjian internasional di daerah;

==l

Memberikan persetujuan terhadap remcana kerja sama internasional vang dilakukan oleh

pemenintah dasrah kabupaten:

8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyvelenggaraan
pemermtahan daerah kabupaten:

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak
ketiga vang membebam masyarakat dan dacsrah;

10. Mengupavakan terlaksananva kewajiban daerah sesuan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan: dan
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11. Melaksanakan mgas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hubungan antara pemenntah daerah dan DPRD seyvogyanya merupakan hubungan kerja
yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan Kedudukan vang setara bermakna bahwa
dhantara lembaga pemenntahan daerah u memiliki kedudukan vang sama dan sejajar, arinyva
ndak saling membawahi Hal 1m1 dapat dicerminkan dalam membuat kebyjakan dasrah berupa
Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemenntah Daerah dan DPED
adalah sama-sama mitra sekena dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi
daerah sesua dengan fungsi masing-masing sehingga antar keduva lembaga 1to membangun suatu
hubungan kerja vang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun
pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masmng.

Namun dalam kenyataannyva, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal
Kesetaraan hubungan tersebut serningkali dimaknat lain, vang mengurang: fungsi dan kewenangan
dewan Sebagal contoh, masth banyvaknya produk peraturan-peraturan daerah vang merupakan
mnisiasi dan pemenntah daerah, bukan dan DPRID). Padahal jika kita merujuk pada Pasal 23 avat
(1) Peraturan Pemenntah No. 23 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPED memegang
kekuasaan membentuk Peraturan Daerah™. Ini artinya bahwa “leading sector” pembentukan
PEEDA seharusnya ada ditangan DPRID.

Belum lag: vang berkaitan dengan “bargaining posisition” dalam pembahasan APED,
DPED masith dalam posisi vang lemah Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanva
masuk ke Dewan dalam waktu yvang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk
secara telitt mengkaj substans: dan draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lthat dani aspek penganpgaran vang dimiliks Dewan,
masth sangat ttmpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemenntah daerah Dewan
tidak mempunyal otonomisasi anggaran vang dapat mendukung fungst dan kinenjanya secara
optimal Sehingea tidak anch jika seningkali muncul “rumor” bahwa DPRID hanya sebaga: “rubber
stamp vang melimitimasi semua kebyjakan pemenntah Hal 1mi diperparah lag: dengan regulast
kita yvang belum membenkan kedudukan vang setara antara pemenintah dacrah dengan DPRD,
vaitu antara lain vang berkaitan dengan :

* Status pejabat negara, hanyva melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRID;

#* Pengaturan hak inisiasi legislas: bagm anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan
pengaturan imisiast legislasi dann pemenntah daerah (dalam bentuk peraturan tekmis
pelaksanaan);

» Kedudukan tugas dan fungs: alat kelengkapan Panitia Lemslas: dalam strukiur kelembagaan
Dewan:

* Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dil

Dari kondisi vang demikian memang sepertinva sangat sulit untuk berharap banvak
adanva kesetaraan antara Pemerintah Daerah denzan DPRD, tetapn hal 1m1 bukannya tidak
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mungkin Sejalan dengan perubahan konstrtus: dan kematangan otonomi daerah. mula: dilakukan
penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur
kelembapaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan vang berupa Panitia Legislasy,
Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan
dewan), penguatan penganggaran, pemmngkatan dava dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf)
dan penentuan Program Legislast Daerah sebagal instrumen perencanaan pembentukan peraturan
daerah vang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemenntah
Daerah

Dalam rangka Tn Dhamma Perouruan Tinggi dan mendasar: Peraturan Pemernintah Nomor
12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah,
serta mengacu pada Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anpggota Dewan Perwakilan Rakyat Daesrah Prowins:
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota

Dalam kegiatan Bimbinpan Tekms Pimpinan dan Anppota DPRD Kabupaten
Karanganyar ada beberapa maten vang akan disampaikan; pertama yaitu ESQ (Emotional
Spiritual Quotient). Dengan tujuan Meningkatkan kecerdasan emosional dan spintual anggota
DPED guna memperkuat integritas, empati dan etika dalam menjalankan tugas dan fungs:
kedewanan Pengadaan Barang/Jasa Pemernntah (PBJ) merupakan salah satu bagian penting
dalam penvelenggaraan pemenntahan dan pembangunan nasional Pengadaan Barang Jasa
Pemenntah tidak hanyva berkaitan dengan prose: pemenuhan kebutuhan barang. pekerjaan
konstruksi. jasa konsultansi, dan jasa lamnnva. tetapi jusa memiliki peran strategis dalam
mendukung pencapaian tujuan pembangunan. pemingkatan kualitas pelavanan publik. serta
terwuyudnya tata kelola pemerintahan vang efeknif, efisien, transparan. akuntabel. dan berorientasi
pada kepentingan masvarakat Oleh karena 1tu, pelaksanaan pengadaan barangjasa harus
dilakukan berdasarkan pnnsip-prinsip tata kelola pemerintahan vang baik serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, dinamika kebutuhan pemenntahan, tuntutan pemingkatan
kualitas belanja negara'daerah, perkembangan teknolog:. serta upava menciptakan proses
pengadaan vang lebih efeknf dan adaptif menuntut adanyva penvempurnaan terhadap regulasi
pengadaan barangjasa pemerntah Salah satu bentuk penvempurnaan tersebut diwujudkan
melalui Peraturan Presiden MNomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemernntah Perubahan regulasi
tersebut menjadi bagian penting dalam upava pemerintah melakukan penvesuaian kebijakan
pengadaan barangjasa agar lebih relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemenntahan serta
mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kuvalitas pelaksanaan pengadaan

Perubahan ketentuan dalam regulasi pengadaan barangijasa pemenntah tenfunva
membawa konsekuenst terhadap para pihak vang terlibat dalam proses pengadaan. baik Pengguna
Anggaran (PA). Kuasa Pengguna Angparan (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat
Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, maupun pelaku pengadaan lainnva
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Pemahaman vang memada terhadap substansi perubahan regulasi menjadi suatu kebutuhan vang
tidak dapat diabaikan Ketidakpahaman terhadap perubahan kebiyjakan dapat berpotens:
menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan proses pengadaan, baik dari aspek perencanaan,
pemilihan penyedia. pelaksanaan kontrak. maupun pertanggungjawaban admnistras: dan
keuvangan,

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kompetens: sumber dayva manusia menjadi salah
satu faktor vang sangat menentukan keberhasilan implementas: kebijakan pengadaan barangjasa
pemerintah. Aparatur vang memihli pemahaman regulast vang baik akan lebih mampu
menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam praktik kerja vang tepat. sehinoga proses pengadaan
dapat benalan secara tertib, efeknf  efisien, transparan. akuntabel, sema dapat
dipertanggungjawabkan.

Namun demikian_ keberhasilan implementast suatu regulast tidak hanyva ditentukan oleh
kemampuan mtelektual dan pemahaman teknis semata Pelaksanaan tugas pemerintahan,
khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa, juga membutuhkan integritas, pengendalian diri,
kemampuan berkomunikas:, kemampuan membanpun hubungan kepa. ketahanan dalam
menghadap: tekanan serta kesadaran terhadap nilai-mila: etika dan moral. Hal tersebut menjadi
semakin penfing mengingat proses pengadaan barangjasa melibatkan berbagai kepentingan,
pihak_ serta potensi risiko vang membutuhkan sikap profesional dan bertangoung jawab dan
setiap indrvidu yang terlibat.

Dalam konteks tersebut. aspek Emotional Spirmtual Quotient (ESQ) memuliks relevans:
yang penting untuk mendukung peningkatan kuvalitas sumber dava manusia Kecerdasan
emosional berkatan dengan kemampuan seseorang dalam mengenali. memahama,
mengendalikan, dan mengelola emos1 din maupun dalam bennteraks: dengan orang lain
Sementara ttu, kecerdasan spiritual berkattan dengan kemampuan seseorang dalam memaham
mlsi, makna tujuan, serta landasan moral dalam menjalankan kehidupan dan pekenjaan
Kombinasi antara kecerdasan mtelektual  emosional. dan spinitual diharapkan dapat membentuk
mndividu yvang tidak hanya kompeten secara teknis_ tetapi juga memiliks integritas, etika tangoung
jawab, dan orientasi tethadap kepentingan vang lebih luas.

ESQ (Emononal Spirtual Quotient) menjadi bagian vang strategis untuk memberikan
penguaian dari sist karakter dan sikap profesional peserta Pemahaman mengenai ESQ diharapkan
dapat mendorong peserta untuk membangun kesadaran bahwa pelaksanaan tugas dalam bidang
pengadaan barang’jasa bukan semata-mata merupakan aktivitas admimsiratif dan teknis, tetaps
juga merupakan bentuk tanggung jawab profesional vang harus dilaksanakan dengan menjunjung
tingg integritas, kejujuran, objeknivitas, disipling serta kepatuhan terhadap ketentuan vang
berlaku.

Lebih lanjut, integras: antara pemshaman regulas: dengan penguatan kecerdasan
emosional dan spiritual diharapkan dapat menciptakan sumber dava manusia vang memiliki
keseimbangan antara kompetenst (knowledge and skill) dan karakter (attitude and mtegrity).
Pemahaman terhadap Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membenikan landasan normanf dalam
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melaksanakan tugas, sedangkan penguatan ESQ diharapkan memberikan landazan moral dan
emosional agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara bertangoung jawab. Dengan
demikian_ peserta tidak hanva mengetahui apa vang harus dilakukan berdasarkan regulasi. tetapt
juga memahami bagaimana melaksanakan tugas tersebut secara profesional. berintegritas, dan
berorientas: pada kepentingan organisasi serta masyarakat.

Mater1 vang kedua yaitu Sinkromisasi Strategi Percepatan Pembanguman Dengan
nyuan Menciptakan integrass dan sinerg arah kebijakan dan program antara pemernntah pusat,
provinsi dan Kabupaten'kota. Pembangunan nasional pada hakikatnva merupakan suatu proses
vang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masvarakat,
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi vang
lebih baik Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan tata
kelola pemerintahan yvanp efektif efisien, transparan akuntabel, dan mampu beradaptasi tethadap
berbagat perubahan lingkungan strategis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh
tersedianva sumber dava dan anggaran, tetapt juga sangat dipengaruh oleh kualitas perencanaan,
pelaksanaan. pengawasan. serta kemampuan aparatur pemenntah dalam mengelola seluruh
sumber daya secara tepat dan bertanggung jawab.

Salah satu instrumen penting vang memiliki keterkaitan erat dengan proses pembangunan
adalah Pengadaan Barang/Jaza Pemenntah (PBT). Pengadaan Barang Tasa Pemenntah merupakan
bagian integral dan pelaksanaan program dan kegiatan pemenntah karena melalul proses
pengadaan berbagai kebutuhan pembangunan dapat direalisasikan_batk berupa barang. pekerjaan
konstruksi, jasa konsultansi. maupun jasa lainnya. Dengan demikian, pengadaan barangjasa tidak
semata-mata dipandang sebaga: kematan admimstratif untuk memenuhi kebutuhan orgamisas:,
tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapatan target pembangunan dan
peningkatan kualitas pelavanan publik

Dalam pelaksanaannva pengadaan barang/jasa pemerintah harus senantiasa menmkut
perkembangan kebutuhan pemenntahan dan dinamika pembansunan nasional Perubahan
lingkungan strategis, tuntutan perungkatan kualitas belanja pemenntah, perkembangan teknologi,
kebutuhan efisienst anggaran, serta tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemenntahan
vang lebih transparan dan akuntabel mendorong pemernntah untuk terus melakokan
penyempurnaan tethadap kebijakan pengadaan barangfjasa. Salah satu langkah penvempurnaan
tersebut diwujudkan melahn Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perubahan regulasi tersebut memjadi bagmian penting dalam upava pemernintah
menyesuatkan kebijakan pengadaan barangjasa dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemernntahan dan pembangunan vang semakin dinamis Implementasi ketentuan baru tersebut
membutuhkan pemahaman vang baik dan seluruh pihak vang terhbat dalam proses pengadaan
Pemahaman terhadap regulasi tidak hanva diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang- an_ tetap juga unfuk memastikan agar proses pengadaan
dapat membernkan kontribusi optimal terthadap pencapaian target program pembanpunan.
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Implementas: regulasi pengadaan barangjasa pada pralnknva memilik:s hubungan vang
erat dengan efektivitas dan kecepatan pelaksanaan pembangunan Proses pengadaan yang
direncanakan dan dilaksanakan secara tepat dapat mempercepat realisas: program dan kegiatan
pemerintah.  Sebaliknya, lemahnva persncanaan ketidaktepatan dalam menentukan stratem
pengadaan, kurangnva koordinasi antarpihak, serta keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan
pengadaan dapat berdampak terhadap keterlambatan pencapaian target pembangunan. Oleh
karena 1, diperlukan suatu pendekatan vang mampu menghubungkan antara kebijakan
pengadaan, perencanaan pembangunan ketersediaan sumber dava, serta target dan indikator
pembangunan secara terpadu.

Dalam konteks tersebut. sinkronizasi strategi percepatan pembanpunan menjadi suatu
kebutuhan yvang semakin penting Sinkromisasi diperlukan agar berbagai kebyjakan. program,
kegiatan, sumber daya, dan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dalam arah yang sama serta
saling mendukung Strategi percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial karena
pembangunan merupakan proses vang melibatkan berbagan sektor, pemangku kepentingan,
sumber pendanaan_ serta tingkatan pemenntahan Oleh sebab tu, diperlukan keselarasan antara
perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanasn kegiatan, penpawasan, dan evaluam
sehingga setiap tahapan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan
secara optimal

Sinkronisasi strategi juga menjad: penting dalam rangka memastikan bahwa proses
pengadaan barang/jasa mampu membenkan value for money dan menghasilican manfaat vang
nyata bagi masyarakat Pengadaan vang dilaksanakan dengan memperhatikan priontas
pembangunan akan lebith mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi maupun
pemermtah  Dengan demukian, keberhasilan pengadaan tidak hanva dwkur berdasarkan
terselesatkannva proses administrasi atau terserapnva anggaran. tetapi juga berdasarkan sejauh
mana hasil pengadaan memberikan manfaat, mendukung pencapatan output dan outcome, serta
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

D1 sis1 lain, percepatan pembangunan juga membutuhkan sumber dayva manusia vang
memiliki kompetensi, pemahaman regulas:. kemampuan analitis, serta kemampuan melakukan
koordinas: dan sinkronisasi lintas sektor. Aparatur dan para pelaksana pengadaan dituntit untuk
marnpu memahami perobahan kebijakan sekalisus menegemahkannya ke dalam stratem
pelaksanaan vang sesua1 dengan kebutuhan organisasi Kemampuan tersebut menjadi semakin
penting karena implementasi kebijakan pengadaan tidak dapat dipisahkan dan proses
perencanaan dan pencapaian target pembangunan

Smkronisasi Strategt Percepatan Pembangunan diharapkan mampu memberikan
perspekiif kepada peserta bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus ditempatkan dalam
kerangka pencapaian tuyjuan pembangunan yang lebih luas. Peserta diharapkan mampu
memahami hubungan antara kebiyakan pengadaan dengan perencanaan pembangunan,
mengidentifikas: berbagar potensi hambatan dalam pelaksanaan program. serta memumuskan
langkah-langkah strategis untuk memngkatkan efektnatas, efisiensi, dan ketepatan wakto
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pelaksanaan kegiatan Dengan adanya pemahaman tersebut, pengadaan barang/jasa diharapkan
tidak lagi dipandang sebagai proses yvang berdini sendint, melainkan sebagai bagian vang tidak
terpisahkan dan siklus pembangunan

Pada akhirnva. keberhasilan implementas: Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tidak hanyva
ditentukan oleh sejauh mana para pelaksana memaham perubahan ketentuan yvang terdapat dalam
regulasi tersebut, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengintegrasikan ketentuan tersebut dengan
kebutuhan organisasi dan strateg pembangunan Pemahaman regulasi hamis berjalan beriningan
dengan kemampuan menvusun strateg:, melakukan koordinasi, mengelola nsiko, serta
memastikan bahwa setiap proses pengadaan memberikan kontribusi terhadap pencapalan sasaran
pembangunan.

Pada aklirnva, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung tervujudnyva
proses pengadaan barangjasa vang lebih efeltif efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan
berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan kontribust nvata terthadap keberhasilan
programn pembangunan dan peningkatan kualitas pelayvanan kepada masyarakat

Mater: ketiga vaitu Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dengan tujuan Meningkatkan pemahaman dan kapasitas angzota DPRD terhadap regulasi terbaru
pengadaan barangjasa pemenniah. Penvelengearaan pemerintahan pada hakikatnya merupakan
suatu proses yang diarabhkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan  perundang-undangan.  Dalam rangka mencapar tiyuan tersebut, pemenntah
membutubkan sistem tata kelola vang mampu menjamin terselenggaranya pelavanan publik dan
pembangunan secara efeknf efisien. transparan akuntabel. serta berorientas: pada kepentingan
masvarakat Salah satu instrumen vang memliki peranan strategis dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah
(PBI).

Penpgadaan Barang/Jasa Pemenintah memiliki posisi vang sangat penting dalam
mendukung pelaksanaan program dan kematan pemenntah Melalm proses pengadaan,
pemerintah memperoleh barang, pekerjaan konstruks:, jasa konsultansi, dan jasa lainnva vang
diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintzhan menvediakan pelavanan publik. serta
melaksanakan berbagai program pembangunan Dengan demikian, pengadaan barang jasa tidak
hanva berkaitan dengan proses admumstratif dan pemenuhan kebunthan orgamsasi tetaps juga
merupakan bagian dart mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah dan instrumen strategis
dalam mevwujudkan pembangunan vang berkualitas.

Besarnya peran pengadaan barangiasa tersebut menyebabkan pelaksanaannya harus
dilakukan berdasarkan prnnsip tata kelola pemenntahan vang baik Proses pengadaan dituntut
untuk dilaksanakan secara efekuf efisien, transparan, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel serta
memberikan manfaat yang sebesar-besamya bazi masvarakat. Dalam praktiknya. kompleksitas
prozes pengadasan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan pemenntahan,
pertkembangan teknolog: informasi, tuntutan pemingkatan kupalitas belamja pemenntah, serta
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dinamika pembangunan nasional Kondis: tersebut menuntut adanva regulas: yang mampu
memberikan landasan hukum sekaligus menjawab kebutuhan penyelenggaraan pengadaan vang
semakin dinamis.

Sebagair bentuk upayva pemenntah dalam membangun dan menvempurnakan sistem
pengadaan barangfasa, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah vang kemudian mengalami perubahan melalu: Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan selanjutnyva dilakukan perubahan kedua melalui Peraturan
Presiden Nomeor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Perubahan tersebut menunjukkan bahwa
kebijakan pengadaan baranglazsa merupakan suatu kebiyjakan yang bersifat dinamis dan
senantiasa disesuatkan dengan perkembangan kebutuhan penvelenggaraan pemerintahan

Kehadiran Perpres Nomor 46 Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam
penyelenggaraan pengadaan barangjasa pemenmtah Perubahan regulasi tentunva membawa
konsekuensi terhadap mekamsme, tata kelola, kewenangan, proses. maupun pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab berbagai pihak vang terlibat dalam pengadaan. Oleh karena 1tu, pemahaman
terhadap ketentuan vang baru memadi suatu kebutuhan vang bersifat fundamental agar perubahan
kebijakan tersebut dapat dumplementasikan secara tepat dan tidak menimbulkan perbedaan
interpretasy di tingkat pelaksanaan.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberadaan regulasi vang baik tidak
dengan sendinnva menjanun tercapainya tujuan vang telah ditetapkan. Efektivitas suat regulasi
sangat dipengaruhit oleh kemampuan sumber dava manusia dalam memahami. menerjemahkan,
dan melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten Demikian pula dalam implementas
Perpres Nomeor 46 Tahun 20235, pemahaman vang komprehensif dani para pelaksana pengadaan
merupakan salah satu faktor penting vang menentukan keberhasilan penerapannya

Perubahan ketentuan dalam regulas: pengadaan berpotensi memmbulkan kebutuhan
penyesuaian dalam pelaksanaan tugas sehan-han. Para pihak vang terlibat dalam pengadaan, baik
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK). Pejabat Pengadaan. Kelompok Kerja Pemilihan. maupun pihak lainnya perlu memahami
secara baik ketentuan vang berlalku sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab
masing-masing. Kesalahan dalam memahami regulasi dapat berimplikasi terthadap ketepatan
proses pengadaan, kualitas admumistrasi. pelaksanaan kontrak. pengelolaan nsiko, serta
akumntabilitas pengsunaan anggaran pemernintah

Selain pemahaman terhadap aspek normatif. implementas: regulasi juga membutuhkan
kemampuan untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam berbagai kondisi dan permasalahan
yang muncul dalam praktik. Regulas: pengadaan pada dasamya tidak dapat dipisahkan dan
dinamika orgamszas:, kebutuhan pembangunan ketersediaan anggaran, karakterisnk pekerjaan,
kondisi pasar, serta koordinas: antar pemangku kepentingan Oleh karena itu, penmingkatan
kompetenst aparatiur dan pelaksana pengadaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka
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mampu menghadapt berbagai perubahan dan tantangan dalam pelaksanaan pengadaan
barangjasa.

D1 sis1 lain, pengaddan barang/jasa pemenntah juga memiliki dimensi strategis dalam
mendukung pemingkatan kualitas belanja pemerintah. Anggaran vang dialokasikan untuk
pengadaan harus dapat dikonversikan menjadi barang dan jasa vang membenkan manfaat nvata
bag organisas: dan masyarakat Oleh karena 1tu, implementas: regulasi tidak seharusnva hanya
dipaham sebagar upava memenul aspek kepatuhan administratif. tetapt juga harus diarahkan
untuk meningkatkan efektiitas, efisiensi, kualitas, dan akontabilitas proses pengadaan.

Pemahaman vang komprehensif terthadap Perpres Nomor 46 Tahun 2023 juga diperlukan
agar para pelaksana mampu melihat keterkaitan antara setiap tahapan pengadaan. Pengadaan
barangjasa merupakan suatu rangkaian proses yvang dimulai dan perencanaan. persiapan
pengadaan pemilthan penvedia. pelaksanaan kontrak, hingga serah terima dan evaluas: Setiap
tahapan memiliki keterkaitan dan konsekuensi terhadap tahapan berikuinya. Dengan demikian,
penerapan perubahan regulasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanva berfokus pada
perubahan pasal atau ketentuan tertentu.

Lebih jauh lam, perubahan regulas: menuntut adanva kesamaan persepsi di antara seluruh
pthak vang terlibat dalam proses pengadaan Perbedaan pemahaman terhadap ketentuan dapat
memmbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan dan berpotens: menghambat pencapalan
tujzan pengadaan.

Implementas) Perpres Nomor 46 Tahun 2023 pada akhirmve harus diarahkan untuk
memperkuat sistem pengadaan barangjasa pemenntah yang mampu memberikan manfaat
optimal bag penyelengearaan pemerintahan dan pembangunan Regulasi bukan hanva menjad:
instrumen pengendalian tetapt juga harus dipahami sebaga pedoman untuk menciptakan proses
pengadaan vang lebih baik, lebih efeknf lebih efisien, serta mampu memberikan hasil vang
berkualitas. Dengan pemahaman tersebut, pelaksanaan pengadaan dapat ditempatkan sebagal
bagian integral dari upaya memngkatkan kualitas tata kelola pemenntahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan regulas) melalui Perpres
Nomeor 46 Tahun 2025 membawa kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan pemahaman para
pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maten keempat vaitu FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD “Implementasi
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Penyelengearaan pemerintahan daerah
merupakan bagian integral dant upayva mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan
memngkatkan kesejahteraan masyvarakat Dalam pelaksanaannyva, pemenntahan daerah
membutohkan tata kelola kelembagaan vang efektf, efisien. transparan, akuntabel. serta mampu
menvesuatkan din dengan perkembangan kebijakan dan regulast. Tata kelola pemenntahan vang
baik tidak hanva ditentukan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran tetap: juga oleh kualitas
pelaksanaan program dan kegiatan serta kemampuan setiap unsur penvelenggara pemenmntahan
dalam memalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.
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Dalam sistem penvelenggaraan pemenntahan daerah. Dewan Perwalalan Rakyat Daerah
(DPRD) memilikn kedudukan dan peran strategis sebagai salah satu unsur penvelenggara
pemermtahan dasrah Pelaksanaan fongsi DPRD, baik fungsi pembentukan peraturan daesrah,
fungs: anggaran. maupun fungsi pengavwasan, membutuhkan dukungan tata kelola administras:
dan kelembagaan vang tertib serta sezuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Oleh
karena itu, berbaga1 aktrvitas vang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD_ termasuk
dalam aspek pengelolaan kebutuhan barang dan jasa. perlu dilaksanakan secara profesional
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemenntahan yang baik.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu bagian penting dalam
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemernintahan, termasuk kegiatan vang berkaitan
dengan penvelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD. Melaln proses pengadaan,
berbagai kebutuhan pemenntah dapat dipenubi, baik berupa baranp, pekerjaan konstruks:, jasa
konsultanst, maupun jasa lainnya. Oleh sebab 1tu, pelaksanaan pengadaan barangjasa memilila
keterkatan langsung dengan efektivitas penvelengparaan pemenmtahan serta penggunaan
anggaran negara dan daerah

Beszarnya peran pengadaan barang/jasa dalam mendukung penyvelenggaraan pemenntahan
menyebabkan proses tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisienst. efektivitas,
transparansi. keterbukaan, persaingan vang sehat, keadilan serta akuntabilitas: Pengadaan tidak
semata-mata merupakan proses admumstratif dalam memenuht kebutuhan organssas:. melainkan
Juga merupakan bagian dan pengelolaan kevangan negara’daerah vang harus dapat
dipertanggungjawabkan Oleh karena 1tu, setiap pihak vang terlibat dalam proses pengadaan perlu
memiliki pemahaman vang memadai terhadap ketentuan hulkum dan kebyjakan vang berlaku.

Sewring dengan perkembangan kebutuhan pemernintahan, dinamika pembangunan,
tuntutan peningkatan kualitas belanja pemenntah, perkembangan teknologi, serta kebutuhan
untuk menciptakan proses pengadaan vang lebih efelnf dan adaptuf regulast mengenan
Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah juga terus mengalami penvempumaan Salah satu
perkembangan peating dalam kebijakan tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor
46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemernintah

Perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dan dinamika kebyjakan pemenntah dalam
melakukan penvesuaian terhadap sistem pengadaan barangiasa. Kehadiran Perpres Nomor 46
Tahun 2025 perlu dipaham: secara komiprehensif oleh seluruh pihak vang berkepentingan dengan
penyelenggaraan pengadaan, termasuk unsur-unsur vang memiliki  keterkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kelembagaan DPRD. Perubahan kebijakan dapat
membawa konsekuens: terhadap pemahaman, mekanisme kerja. koordinasi, seria pelaksanaan
tugas vang berkaitan dengan pengadaan barangjasa.

Dalam perspektif kelembagaan DPRD. pemahaman terhadap regulasi pengadaan
barang/jasa menjadi penting karena penvelenggaraan tugas dan fungs: DPRD ndak dapat
dipisahkan dart dukungan administras:. anggaran, sarana dan prasarana, serta berbagai kebutuhan
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barang dan jasa Pengelolzan kebutuhan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak hanva memenuhi kebutuhan operasional
kelembapgaan, tetapi juga dapat dipertanggungijawabkan dan aspek administrasi, hukum,
kevangan. dan tata kelola pemenntahan

D1 samping 1, DPED memilikn fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemahaman mengenai prinsip dan
mekamsme pengadaan barangjasa menjadi salah zatu aspek vang dapat memperkuat kapasitas
kelembagaan dalam memahami pelaksanaan program dan kegiatan pemenntah daerah.
Pemahaman yang baitk memungkinkan terbangunnva komumbkasi dan koordinasi vang lebih
konstruktif antara unsur DPED dengan perangkat daerah maupun pihak-pihak lain yvang terlibat
dalam penvelenggaraan pemenntahan.

Namun demukian perubahan regulasi senng kali memmbulkan kebutuhan untuk
melakukan penyesuaian pemahaman di tingkat pelaksana maupun pemangku kepentingan
Perbedaan interpretast terhadap ketemtuan baru dapat berpotensi menimbulkan ketidaksamaan
persepst dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks kelembagaan DPRD. kondis: tersebut perlu
diantisipast melalui peningkatan kapasitas dan forum komumkas: vang memungkinkan berbagai
pthak memperoleh pemahaman vang sama terhadap substansi perubahan regulas:.

Pemahaman terhadap Perpres Nomor 46 Tahun 2023 juga tidak cukup hanya dilakukan
melalui penyampatan maten secara satu arah. Kompleksitas permasalahan pengadaan barang jasa
dalam praktik membutuhkan ruang untuk berdiskusi menpidentifikas: permasalahan
membandingkan pengalaman, serta memperoleh pemahaman terhadap berbagai kondisi vang
mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena 1tu, pendekatan Focus Group Discussion
(FGD) menjad: relevan sebagal metode untuk membangun pemahaman bersama dan menggali
berbagat perspeknif vang berkaitan dengan implementas: regulasi.

Focus Group Discussion (FGD) merupakan forum vang memungkinkan peserta untuk
berinteraks: secara aktif dalam membahas suatu tema tertentu berdasarkan pengalaman,
pengetahuan, serta permasalahan vang dihadap: dalam pelaksanaan tugas Dalam konteks mnternal
DPED. FGD dapat menjadi sarana strategis untuk membangun kesamaan perseps: mengenai
perubahan repulasi menoidentifikasi potenst permasalahan, serta memumuskan langkah-langkah
yang diperlukan dalam menghadapi implementas: Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Pelaksanaan FGD internal DPRD dengan tema “Tmplementas: Perpres Nomor 46 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah™ diharapkan dapat memberikan pemahaman vang lebih mendalam
mengenal substansi dan mmplikasi perubahan regulasi Forum 1m tidak hanya diarahkan untuk
memahami aspek normatif dan perubahan peraturan. tetapi juga untuk mengkajn bagaimana
ketentuan tersebut dapat dipahami dan dumplementasikan dalam konteks pelaksanaan tugas zerta
dukungan administras: kelembagaan DPRI.

Lebth lanjut. FGD tersebut dapat menjadi media untuk mengdentifikas: berbagan
persoalan vang berpotensi muncul dalam implementasi regulasi, baik dan sis1 kelembagaan,
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sumber dava manusia, tata kelola, koordinasi, administrasy, maupun aspek kepatuhan terhadap
ketentuan vang berlaku. Identifikasi permasalahan sejak awal menjadi penting agar dapat disusun
langkah antisipatif dan solusi vang tepat sehingga perubahan rezulas) ndak menjadi hambatan
dalam pelaksanaan tugas pemenntahan dan pelayanan publik.

Dari perspektif pemingkatan kapasitas kelembagaan, kegiatan m juga memilik nila
strategis dalam membangun budayva kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan kebyakan
Perubahan regulas: merupakan bagian vane tidak terpisahkan dan dinamika penvelengearaan
pemerintahan. Oleh karena itu, setiap unsur dalam organmisasi pemenntzhan dituntut untuk
memilikis kemampuan dalam memaharmi perubahan, menyesuatkan prosedur kena, serta
memastikan bahwa pelaksanaan fugas tetap berjalan sespai dengan prinsip tata kelola
pemenntahan vang baik

Pemahaman terhadap regulasi pengadaan juga memiliki keterkartan dengan upava
memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Setiap penggunaan anggaran harus dapat
dipertanggungiawabkan secara admimistratif. substantif, dan hukum Dengan memingkatnya
pemahaman mengenai ketentuan pengadaan diharapkan seluruh pihak vang terkant dengan
pelaksanaan kegiatan dapat menjalankan tugasnya secara lebth hati-han, profesional, objektif, dan
sesual dengan kewenangan masing-masing.

Dalam konteks tersebut. FGD mternal DPRD tidak hanva dipandang sehagan kegiatan
pemingkatan pengetahuan, tetapr juga sebagai forum strategis untuk membangun kesamaan
pemahaman. memperkuat koordinazsi, meningkatkan kapasitas kelembagaan. dan mendorong
penerapan prnsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemenntahan daerah Interaksi dan
pertukaran informas: vang berlangsung dalam FGID diharapkan dapat menghasilkan pemahaman
vang lebih aplikatif dibandingkan dengan pembelajaran vang hanva bersifat teoritis.

Selain tu, forum FGD dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk membahas
berbagai kasus atau permasalahan vang relevan dengan pelaksanaan pengadaan barangiasa
Pendekatan berbasis diskus: dan studi terhadap kondisi nvata diharapkan dapat membantu peserta
memaharmi hubungan antara ketenmuan normatf dengan praktik di lapangan Dengan demikian,
peserta tidak hanva mengetahwm perubahan regulasi, tetapt juga mampu memahami implikas: dan
penerapannva dalam konteks pelaksanaan tugas kelembagaan.

Keberhasilan implementasi Perpres Nomeor 46 Tahun 2025 pada akhimya sangat
bergantung pada kesiapan sumber daya manusia; kualitas koordinasi. serta kemampuan orgamisast
dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan regulasi Regulasi vang telah ditetapkan perlu
diikuti dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas para pithak vang berkepentingan agar tujuan
perubahan kebyjakan dapat tercapa: secara optimal Dalam hal m1, pemingkatan kapasitas melalm
FGD menjad: salah satu upaya vang relevan untuk mendukung proses adaptas: tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementas: Perprezs Nomor 46
Tahun 2025 memiliki arti penting dalam mendukung pemingkatan kualitas tata kelola Pengadaan
Barang/Jasa Pemenntah. Bagi kelembagaan DPRID, pemahaman terhadap perubahan regulas:
diperlukan tidak hanva dalam kattannva dengan dukungan penyelenggaraan kebutuhan
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kelembapaan, tetapt juga dalam rangka memperkuat pemahaman terhadap tata kelola
pemenntahan daerah dan pelaksanaan fungsi DPRD, khususnyva dalam aspek pengawasan dan
aluntabilitas.

Pada akhimyva. kematan im diharapkan mampu mendorong terciptanva sumber daya
manusia dan kelembagaan DPRD vang lebih kompeten, adaptif, profesional. responsif tethadap
perubahan regulasi. serta memiliki pemahaman vang baik terhadap prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam penyvelengearaan pemerintahan. Dengan adanva pemahaman vang lebih baik
terhadap Perpres Nomor 46 Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan
dapat berjalan secara lebih efeltif. tertib, dan sesuar dengan ketentuan peramran perundang-
undangan, schingga pada akhimya dapat membenlkan kontribusi terhadap terwujudnya tata kelola
pemenntahan daerah vang baik dan berorientasi pada kepentingan masvarakat dan diharapkan
peserta dapat menvimpulkan materi yvang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas. maka bersama i1 kami Universitas
Semarang (USM) melalli Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas
Semarang (PPSDM - USM) bekenasama dengan Selaetariat DPRD Kabupaten
Karanganyar seria serta Badan Pengembangan Sumber Dayva Manusia Daerah (BPSDMD)
Provinsi Jawa Tengah tclah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema
“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

&

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarab Republik
Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terankhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Unadang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kernja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Bepublik Indonesia tahun 2023 Nomor 4] Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusvawaratan Rakvat. Dewan Perwakilan Raloyat,
Dewan Perwakilan Dasrah. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4 Peraturan Menteni Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Mentenn Dalam Negenn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuvangan Daerah;

5. Peraturan Pemenntah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemenntah No. 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administranif Pimpinan dan Anggota DPRD:

6. Peraturan Pemenmtah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penvelenggaraan Pemernintah Daerah,
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7.

8.
8

Peraturan Pemenntah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Teritb DPRD
Provinsi, KabupatenKota;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentanp Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendasn No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Menteri Dalam Negen: Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onientas:

dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinz dan Dewan
Perwakilan Rakvat Dacerah KabupatenKota.

C. MATERI

]

ESQ (Emotional Spirttual Quotient).
Narasumber : Muhammad Apmun, S Sos., M Pai1 (Motivator)

. Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan.

Narasumber : Yusmanto, 5 Pi M 51 (Kepala Bappeda Provins:t Jawa Tengah)

_ Implementas: Perpres Nomeor 46 Tahun 20235 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah.
Narasumber : Ilvia Restu Utami

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemenntah (LKPP)).

_ FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD

“Implementas: Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentans Pensadaan Barang/Tasa Pemenintah™

Dipimpin cleh Pimpinan DPRED Kab. Karanganvar

Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD.

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab Karanganvar

D. MAKSUD DANTUJUAN PELAKSANAAN
Maksud dan Tujuan diadakannva kegiatan in1 adalah zebaga benkut:

1

F-.i

Meningkatkan kecerdasan emosional dan spirtual anggota DPRD guna memperkuat
mtegritas, empatt dan etika dalam menjalankan tugas dan fungst kedewanan:

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD terhadap regulasi terbaru pengadaan
barang/jasa pemerintah;

. Meneiptakan integrasi dan sinerm arah kebijakan dan program antara pemenntah pusat,

provins: dan Kabupaten'kota;

. Peserta mampu memahami dan menank kesimpulan dari beberapa matert kegiatan Bimbingan
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E. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Bimbingan Teknis dar masing-masing peseria Bimbingan Teknis, berasal dan

‘anggaran peningkatan SDM vang bersangkutan vang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026
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BABII
KEGIATAN

A. TEMA BIMBINGAN TEKNIS
“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Han : Kamis s.d. Sabtu
Tangeal :30 Julisd I Agustus 2026
Tempat : Hotel Soha Zigna Solo — Kota Surakarta

Jalan Dr. Rajiman No_ 5215, Lawevan, Kota Surakarta
Jawa Tengah.

C. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

. ESQ (Emotional Spintual Quotient).

Sinkronisasi Stratez: Percepatan Pembangunan.

Implementas) Perpres Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perpres
Nomeor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD

“Implementast Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres
Nomeor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah™ _

Lanjotan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD.

D. NARASUMBER

1.

3.

Muhammad Amin_ § Sos.. M Psi1 (Motivator).

2. Yusmanto, S.Pi, M 51 (Kepala Bappeda Provinst Jawa Tengah).
3.
4. Dipimpin oleh Pimpman DPRD Kab. Karanganvar.

Ilvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (LEKPPY).

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar.

E. MODERATOR

1

Mohammad Khowrul Annas. S Ak

F. PESERTA

1.

Pegerta yang menmkut: Bimbingan Teknis dar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Karanganvar sebanvak 44 orang peserta.

9 orang pendamping dan Sekretaniat DPRED Kabupaten Karanganvar.

Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.
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G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN BIMBINGAN TEKNIS

1

F-.i

e Laa

s s -

Pembukaan

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Mengheningkan Cipta.

Sambutan-sambutan -

Pertama - Sambutan Rektor Universitas Semarang yvang dalam hal 1m1 drwakih oleh
Walkil Rektor 1T Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Kanm. SE._MS:.  AK  CA)

Kedua : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Karanganvar dan sekalipus membuka
acara.
(Bagus Selo)

Do’a

Penyerahan ucapan terinakasih.

Foto bersama

Penutup.

H. DISKUSI DAN TANYA JAWAB
% PERTANYAAN MATERIII:

1. Suprivanto, S.T.

# Kawasan wisata Grojogan Sewu di Tawangmangu merupakan tkon ekonomi
Karanganyar, namun optimalisasi kanenjanva kerap terbentur batas kewenangan dan
pola pengelolaan konvensional Jika dikaitkan dengan regulasi baru Perpres No. 46
Tahun 2025, khususnyva terkait skema kemitraan pengadaan berkelanjutan, dan
pemanfaatan barang/jasa pemernntah, bagaimana solusi konkret Bappeda Provinsi
bersama DPRD untuk mentransformasi kinerja pengelolaan Grojogan Sewn agar
memberikan dampak fiskal dan ekonomi yang jauh lebih luas bagi dasrah”?

2. Suyomo

# Saat 1m kita mendapati realita di lapangan bahwa anggaran Bantuan Provins:
(Banprov/Bangub) dan Pokir DBERD baik tingkat provinst maupun kabupaten masih
stagnant dan belum terlaksana sehingga di fingkat desa nvans tidak ada aktivitas
pembangunan fistk. Mengingat regulasi pengadaan kim diatur ketat dalam Perpres No.
46 Tahun 2025, apa hambatan utama dalam proses pengadaan/administrasi i dan
kacamata Bappeda. dan bagaimana solust percepatan pengadaannya agar kegiatan
pembangunan di desa bisa segera berjalan tanpa melanggar aturan”

< JAWABAN NARASUMBER : Yusmanto, S.Pi., M.Si. (Kepala Bappeda Prov. Jateng)

1. Grojogan Sewu memang memilikn keumkan karena berada di kawasan konservas: di

bawah wewenang BKSDA (Kementerian LHEK). namun dampak ekonominva berada di
wilayah adminsstratif Kabupaten Karanganyar, Provins: Jawa Tengah Untuk mengatas:
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kendala tata kelola dan memingkatkan kinenja pengelolaannva, berikut adalah langkah
solutif berbasis pengadaan dan perencanaan terpadu:

 Optimalisast Skema Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa (KSP/KSPI): Perpres No.
46 Tahun 2023 membernkan fleksibilitas vang lebih luas dalam skema Kematraan
Pemenntah dan Badan Usaha (KPBU) serta Kerjza Sama Pemanfaatan (KSP).
Pemkab Karanganyar bersama BKSDA dan Pemprov Jateng dapat menyusun
Joint Procurement atau pengadaan bersama untuk tata kelola kawasan zecara
terpadu. Pengadaan penvedia jasa pengelolaan parmwisata tdak lam sekadar
trancakst sewa lahan, melamkan berbasic Performance-Based Contract (Kontrak
Berbasis Kinerja) untuk memastikan standar pelayanan, kebersithan, serta
keamanan pengunjung terjamin

* DPenerapan Sustainable Public Procurement (Pengadaan Berkelanjutan): Sesuai
mandat perpres terbani, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di
Grojogan Sewu wayb mengadopsi prinsip pengadaan hijau (green procurement).
Pengadaan konstruks: maupun fasilitas penunjang wisata di area konservast hams
berorientasi pada ramah lingkunsan. penggunaan matenal lokal. dan
memimmalkan dampak ekologis pada fauna serta vegetas: lokal

® Integrasi Perencanaan Kawasan Wisata Strategis (Kawasan Tawangmangu Plus):
Dari sist perencanaan Bappeda. pengelolaan Grojogan Sewu tadak boleh berdirs
sendiri  (isolated). Bappeda Provinsi Jawa Tengah mendorong integras:
perencanaan kawasan paniwisata Solo Rava (khususnva Lereng Lawu). Solusi
kineria dilakukan dengan membagm zona-

o Zona Konservast: Dikelola penuh dengan standar konservas: ketat.

o ZonaPenvangga & Komersial: Dhikembangkan melalui pengadaan kerja sama
pihak ketisa atau BUMD/BUMDes dengan skema bagi hasil (revenue
sharing) vang adil untuk pendapatan daerah Karanganyar.

* Dhgitalisasi Pengelolaan dan Socio-Economic Multiphier Effect: Proses
pengadaan jasa manajemen ticketing dan operasional kawasan disarankan
menggunakan platform digital berbasis e-katalog lokal atau sistem pengawasan
vang terintegrasy Selain menutup potenst kebocoran retribusi, digitalisast 1m
mempermudah pelibatan UMKM lokal dalam penvediaan rantai pasok kuliner.
kriva. dan jasa pemandu wisata secara akuntabel

Melalu: harmonisasi perencanaan di Bappeda dan penerapan regulasi pengadaan

barang/jasa vang adaptif sesuar Perpres 462023, Grojogan Sewu dapat

bertransformasi dan sekadar objek wisata alam biasa menjadi kawasan destinas
berkelanjutan bertaraf internasional vang memberikan kontnbusi nyata bagi PAD

Karanganyar.
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2. Kondist belum terlaksananva kegiatan Banprov maupun Pokir di ingkat desa memang
menjad: perhatian serius kami di Bappeda Provinsi Dan evaluasi perencanaan dan
mekanisme pengadaan barang/jasa, berikut penjelasan serta langkah solutifnva;

» Akar Masalah Keterlambatan Realisasi: Keterlambatan  pelaksanaan
Banprov/Pokir di desa umumnya bersumber pada dua hal' pencairan verifikasi
administrast kesesuaian kamus usulan serta penvesuaian juknis pengadaan di
tingkat desa. Terbitnya Perpres No. 46 Tahun 2025 menuntut adanya pemenuhan
standar akun belamja. e-purchasing. dan kesiapan Pokmas (Kelompok
Masgyarakat) penvelenggara vang harus tervenfikasi secara sistemik di SIPD agar
tidak menimbulkan temuan hukum di kemudian han,

o  Spolusy Percepatan Pengadaan Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025: Untuk
mengakselerast pembangunan di desa, kita harus memaksimalkan imstrumen
Pengadaan Swakelola Tipe IV (Swakelola oleh Kelompok Masyarakat):

o Pemberdavaan Pokmas Desa: Perpres terbaru memberikan ruang vang lebth
fleksibel bagi desa untuk mengelola anggaran Banprov/Pokir melaln
Swakelola Tipe IV. Bappeda Provinsi bersama Dispermades Kabupaten
Karanganyvar akan mendamping: penyiapan Dokumen Persiapan Swakelola
(DPS) dan Rencana Anggaran Biava (RAB) standar agar Pokmas desa siap
mengeksekusi kegiatan tanpa ragu.

o Penyederhanaan Administrasi Pencairan: Bappeda Provins: Jawa Tengah
telah berkoordinasi dengan BPKAD untuk memangkas tahapan vernifikas:
teknis vang tumpang tindih Selama uvsulan PokirBanprov sudah masuk
dalam REKPD dan SIPD serta dilengkapit DED/RAB sederhana. prozes
pencairan bantuan keuangan desa (Bankeu) akan segera didorong secara
bertahap.

¢ Komitmen Percepatan Pembangunan Desa: Kami menargetkan percepatan
administrasi 11 rampung dalam waktu dekat, schingga anggaran Banprov dan
Pokir vang telah dialokasikan dapat segera ditransfer ke rekening desa: Dengan
diterapkannva Swakelola Tipe IV sesuai Perpres 46/2023, pembangunan fisik di
desa tidak hanva cepat terealisasi, tetapt Juga menverap tenaga kerja lokal (padat
farya) dan menggeraklkan perckonomian masyvarakat Karanganvar secara

langsung

% PERTANYAAN MATERIIII :
1. H. Anung Marwoko, S.T., MLH.
# Pada kegiatan Banprov/Bangub maupun Pokir DPED untuk pekerjaan ruas jalan_ batas
nominal lefang kint makin bergeser ke arah pemanfaatan e-Katalog secara menyeluruh.
Yang menjadi kekhawatiran kami di daerah adalah ketika terjadi 'perang harga’ atau
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penawaran ckstrem ke batas terbawzh di e-Katalop. potensi penurunan kualitas
spesifikasi jalan sangat tinggr Dan kacamata regulasi LKPP RI dan Perpres No. 46
Tahun 2025, bagaimana strategy antisipasi kewajaran harga serfa mekanisme
pengawasan kualitas fisik di lapangan apar anggaran infrastrulcur publik m tidak
terbuang sia-s1a’’
2. Bagus Selo

# [ lapangan kam menemukan fenomena vang mencederai integritas pengadaan:
adanva kontraktor yang sudah memadi temuan BPK karena belom mengembalikan
kerugian daerah, namun masih bisa loles dan memenangkan lelang pembangunan
kembali Dh sisi lain, banvak proses lelang konstruksi dan pembangunan fisik
terhambat karena benturan aturan Lahan Pertanmian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan
Lahan Baku Sawzh (LBS). Bagaimana solust konkret dan langkah terintegrasi dan
LEPP RI berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025 untuk menvikap: celah sistem pada
vendor bermasalah tersebut, sekalipus mematigasi kendala lahan [P?B/LBS agar
pembangunan infrastruktur daerah tidak mangkrak?

4 JAWABAN NARASUMBER : Ihia Restn Utami embaga Kebijakan Pencadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP))

1. EKeckhawatiran terkait potensi penurunan mutu akibat komparast harga di E-Katalog (e-
Purchasing) pada pekerjaan mas jalan dan Banprov maupun Polar memjadi perhatian
utama kami di LKPP RI Dalam Perpres No. 46 Tahun 2025 proses e-Purchasing untuk
pekerjaan konstruks: tidak lagi diwajibkan memilih produk atau penvedia dengan harga
terendah mutlak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini dibenkan ruang dan wewenang
penuh untuk menilai value for money, di mana penilalan dilakukan berdasarkan
kesesualan spesifikasi teknis matenial, metode kerja, ketersediaan alat berat, serta rekam
jejak dan jaminan pemeliharaan dan penvedia jasa.

Untuk mengantisipasi adanva penawaran harga ekstrem atau "perang harga" vang
bensiko menurunkan mutu pekerjaan, Pemenntah Daerah melalui Pemkab Karanganvyar
wailb menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan HPS wang realistis.
Apabila penyedia menawarkan harga di bawah batas kewajaran, PPK berhak menunta
klarifikast struktur Analisa Harga Satuan (AHS) kepada penvedia. Jika penvedia vang
terpilih tetap tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas jalan di
lapangan, PPK dapat mengambil tindakan tegas berupa pemutusan kontrak, pencairan
jaminan pelaksanaan, hingoa pengusulan sanksi Blackiist (Daftar Hitam) pada sistem
nasional LKPP RL

Mengena1 pengawasan kualitas fistk, LKPP Rl menekankan bahwa syvarat utama
pembayaran proyek infrastruktur jalan bukanlah sekadar selesainva pekerjaan, melainkan
wailbh melampirkan bukti pengujian mutn independen. Sebelum anggaran Banprov atan
Pokir dicairkan, dinas terkait harus melakukan pengujian fisik seperti core drill untuk
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mengukur ketebalan aspal dan up kuat tekan beton vang disaksikan oleh pengawas
internal daerah dan APIP (Inspektorat) Hasil upi laboratorium inilah vang menjadi dasar
validas1 mutu bagn DPRD dalam menjalankan fungsi penpgawasannya agar anggaran
pembangunan tidak terbuang sia-sta

Sebagar langkah pembatasan dan perlindungan kontraktor daerah, Pejabat Pengadaan
disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Katalog Elektromik Lokal Kabupaten
Karanganvar untuk alokast ruas jalan desa maupun skala sub-spesifik Pengounaan
katalog lokal akan membatas: masuknva penyedia luar daerah vang kerap membernikan
penawaran harga tidak realistis  alkibat mengabatkan biava mobthisas: Melalm
optimalisasi E-Katalog Lokal yang terverifikasi dan pengawasan mutu berbasis uji
laboratonum yang ketat. kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Karanganyar akan
tetap terjaga secara akuntabel sesuai amanat Perpres No_ 46 Tahun 2023,

2. Dalam Perpres No. 46 Tahun 2025, LKPP memperketat integras: data SPSE dan SIKaP
(Sistem Informasi1 Kinerja Penvedia). Pemenntah Daerah wajib bersikap tegas untuk
mengusulkan sanks: Daftar Hitam nasional bagi vendor vang cidera janp atau ndak
menyelesatkan kewajiban zanti rug: dacrah, serta mengarahkan Pokja Pemilihan untuk
menambahkan kualifikasi rekam jejak dan klanfikas: tindak lanjut LHP BPK sebelum
penetapan pemenang,

Mengenai hambatan proses lelang dan pembangunan infrastrulur akibat benturan Lahan
Pertanian Pangan Berkelamjutan (LP2B) serta Lahan Baku Sawah (LBS), LKPP
menckankan prinsip Procurement Readiness atau kesiapan pengadaan pada tahap
perencanaan Berdasarkan aturan terbaru, PPK dilarang keras meluncurkan prozes lelang
konstruks: apabila status lahan belum clear and clean dan aspek legalitas maupun
kesesuaian tata ruang (KKPR/alihi fungs: lahan) Kegagalan menyelesatkan status
1LP2B/LBS sebelum lelang berisiko tingg: memicu penundaan proyek, mangkraknya
pekerjaan, hingga munculnya klaim ganti rug: dani penvedia akibat lahan yang belum
siap digarap.

Szbagai solus: atas kendala laban tersebut. Pemkab Karanganvar disarankan
mengoptimalkan koordinasi alih fungsi lahan dengan kementenian terkait sejak tahap
penvusunan RKA dan BKPD, atau menerapkan skema Klausul Tanggul dalam Dolkumen
Pengadaan Dengan skema ini, penandatanganan kontrak konstruksi baru dapat dilakukan
secara sah setelah 1zin penggunaan lahan LP2B/LBS terbit. Langkah mitigasi sejak
perencanaan im penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan memiliki kepastian
hukum dan tidak menimbulkan temuan admimistras: mavpun kerugian keuangan daerah
di kemudian han

Dalam fungs:1 pengawasannva, DPRD Kabupaten Karanganyar dapat mendorong
pembentukan Database Kinenja Penvedia Daerah vang terintegras: dengan Inspektorat
(APIP) zuna menvaring kontraktor bermasalah sebelum lelang dimenangkan Selain 1o,
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DPRD perlu memastikan bahwa selurch program pembangunan fisik dari Banprov
maupun Pokir vang diusulkan dalam APBD telah disinkronkan dengan peta LP2B/LES
dan RTEW sejak awal Sinergi antara pengawasan rekam jejak penvedia melalu SIKaP
dan kepastian status lahan akan menjamin pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Karanganvar berjalan lancar, tepat waktu, serta akuntabel sezuar amanat Perpres No. 46
Tahun 2025

L LAMPIRAN
1. Surat Rekomendasi dart BPSDMD Provins: Jawa Tengah
Surat Penawaran Bimbingan Teknis.
Surat Undangan Bimbingan Tekmis.
Jadwal Bimbingan Teknis.
S K_dan Susunan Pamitia.
Surat balasan Bimbingan Tekms dan Sekretaris DPRD Kab. Karanganvar.
Mol USM dengan Sekretariat DPRD) Kab. Karanganyar.
Alreditast Institust USM dan Akreditasi Program Stud: di USM.
Absens: dan Biodata Narasumber.
10. Absens: dan Biodata Moderator.
11. Absens: Peserta Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPED Kab. Karanganvar.
12. Absens: Pendamping dart Sekretariat DPRED Kab. Karanganyar.
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis.
14. Fotokopt Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis.
15 Mater:1 — mater: Bimbingan Tekms.
16. Dokumentas: Daftar Kamar.

17. Tanda terima seminar kit

II'-J

Py,

R R
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

|alan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pas 50263
Telepon 024-74732066 Faksimile 024-7473701 Laman pitp./opsdmd jatengprov.go.id
Sural Elektronik bpsdmd@jatengprov.oo.id

Nomar

Lampiran :

Perihal

Semarang, 30 Juli 2026

: 893/PT04/1176.284/2026 Kepada :
1 (satu) bendel
: Rekomendasi Penyelenggaraan Rektor Universitas Semarang
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan di
Anggota DPRD Kabupaten TEMPAT
Karanganyar

Menunjuk surat Saudara Nomeor 022/PPSDM.USM/RKM. WK/VII/2026, tanggal 24

Juli 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan hormat disampaikan bahwa kami
telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan
menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan
rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Karanganyar yang
akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan 01 Agustus 2026
bertempat di Hotel Solia Zigna Kampung Batik Kota Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai

berikut:

1

Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan
metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga
pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang
hersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan
kompetensi anggota DPRD;

Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah
ditetapkan meliputi:

a. ESQ (Emational Spiritual Quotient);

b. Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan;

d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD “Implementasi Perpres Nomor
46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah”;

Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesual dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban
keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek)
secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan
seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas
pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7
(tujuh) hari seteiah pelaksanaan kegiatan;



6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis
(Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa
diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan
evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek)
dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan
penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;

8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui
Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Karanganyar;

4, Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar;
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USM Sekrelanal : J| Soekamo Hatla Tlogosar 50198 Telp, (024) 6702757
Webalin  www usm ac jd small ¢ dikial usmddigmal com
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Nomor : 022/PPSDM,USM/PN.WK/VIL/2026

Lamp : -

Hal  : Penawaran Fasilitasi Kegiatan
Bimbingan Teknis DPRD

Kepada Yth;
Ketua DPRD se-karesidenan Surakarta :
1. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
3. Ketua DPRD Kabupaten Klaten
4. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri
S. Ketua DPRD Kabupaten Sragen
6. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
7. Ketua DPRD Kota Surakarta

Semarang, 20 Juli 2026

di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud
mengajukan Penawaran Fasilitasl Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, guna memperkuat sinergi antar daerah
kegiatan tersebut kami rencanakan untuk diikuti oleh DPRD Kabupaten/Kota se-karesidenan
Surakarta (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten). Adapun
kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam 3 gelombang yaitu :

- Gelombang I
Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026
Tempat : Hotel Solia Zigna Solo — Kota Surakarta

Jalan Dr. Rajiman No. 525, Laweyan, Kota Surakarta
Jawa Tengah

- Gelombang II
Hari : Selasa s.d Kamis
Tanggal : 4 s.d. 6 Agustus 2026
Tempat : HARRIS Hotel & Conventions Solo — Kota Surakarta
Jalan Slamet Riyadi No. 464, Purwosari, Kecamatan Laweyan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah
* FRFULTAL HUKUM  Piogd 51 iy Hulum * FAKULTAS PSMOLOG  Proga 51 Pelning
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# FAKLILTASL TENNG | Progdi 51 Tekni Sipd, 81 Tokna Elesdin, 1 Persrcanaan VWiayah dan Koty Froge 51 Eimtern o, 51 Teknk indorrmmtba, Proga: 81t Ko
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- Gelombang I11
Hari : Jum'at s.d Minggu
Tanggal : 7 s.d. 9 Agustus 2026
Tempat : Hotel Novotel — Kota Semarang

JI. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah
Kontribusi  : Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.

Seluruh pembayaran kontribusl dapat ditransferkan melalui nomor rekening Bank BNI :
1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.

Besar harapan kami, penawaran inl dapat bekerjasama dengan DPRD yang dapat
memberikan keuntungan bagl kedua belah pihak.

Demikian surat penawaran ini kami sampalkan. Ata rhatian dan kerjasamanya kami
sampaikan terima kasih.

na Harian PPSDM- USM

Tembusan:
1. Rektor Universitas Semarang;
2. Selgetaris DPRD se karesidenan Surakarta:

3. Ardip.
¢ FEMULTAS MULES - Proges 54 fmu Husm * TARULTAS PRSI  Frogd 5§ 1 Sek
& . g
o FReliy TRS ERONDMI . Proge D Mansjemen Penmabagn $1 Marmprtimn 51 Adoartanm * PAKLILTAS TEKNOUDG! MEORMAST DAN KOMLMNIKAS!
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rﬂmur : GZZ;’PPSDM.USI‘UUDG.HTNIHEHZE Semarang, 25 Juli 2026
amp -

Hal  : Undangan Bimbingan Teknis

Kepada Yth;
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalul Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud
mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Sekretaris
beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar untuk menjadi peserta dalam kegiatan
Bimbingan Teknis dengan tema ‘“Tmplementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah” yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Kamis s.d. Sabtu

Tanggal : 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

Tempat : Hotel Solia Zigna Solo — Kota Surakarta
Jalan Dr, Rajiman No. 525, Laweyan, Kota Surakarta
Jawa Tengah.

Kontribusi  : Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening Bank BNI i
1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat,
Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan
Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. erhatian dan kerjasamanya kami

sampaikan terima kasih. AT
PethS S ¢\
o® Km{gglg_l‘csl.]‘ma Harian PPSDM-USM
.I bl .iﬂ-

Ly

Tembusan:
1. Sexretars OPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Arsip.
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JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DPRD Kabupaten Karanganyar

"Implementasi Perpres Nomor 46 Talun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™
Hotel Solia Zigna Solo — Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

| Tan | Waldu Keterangan, Materi & Narasumber Tujuan Pembelajaran ip
gga ga ] Ja
| 13.00 —18.00 | Check in dan registrasi peserta
EE’B“? 18.00 — 19.30 | Makan Malam
wili
3026 Pembukaan dan ramah tamah :
19.30 = 21.00 | 3, sambutan Rektor Universitas Semarang
2. 5ambutan Ketua DPRD Kab. Karanganyar
21.00. Istirahat
, 06.00 —07.00 | Sarapan pagi
vt Materi 1 : Meningkatkan kecerdasan emosional | 2
31 Juli "E5Q (Emotional Spintual Quotient)” dan spiritual anggota DPRD guna
2026 | p7.00 — 09.00 memperkuat integritas, empati dan
Narasumber : Muhammad Amin, S.So0s., M.Psi stika dalam menjalankan tugas dan
(Motivator) fungsi kedewanan
09.00 —11.00 | Materi 2 : |Menciptakan integrasi dan sinergi pd
"Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan™.  |arah kebijakan dan program antara
2 L |pemerintah pusat, provinsi dan
MNarasumber ! Yusmanto, S.Pi., M.Si. Eﬂabu atenko:]ta P
i Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tenaah) P
11.00 - 11.30 | Diskusi dan Tanya Jawab ol
11,30 — 13.00 | Ishoma
Materi 3 : |Meningkatkan  pemahaman  dan 3
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tafiun 2025 |kapasitas anggota DPRD terhadap
13.00 — 16.00 | fentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor ‘regulasi o pengadaan
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan \barang/jasa pemerintah
Baramg/Jasa Pemerintah™
MNarasumber : Ilvia Restu Utami
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKFP))
16.00 — 17.00 | Diskusi dan Tanya Jawab i
17.00 — 19.30 | Ishoma
Materi 4 : Paserta mampu menarik kesimpulan 2,5
FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD dari beberapa materi kegiatan
19.30 —22.00 | "Implementasi Perpres Nomaor 46 Tahun 2025 :Birnbingan Tekiis
tentang Perubahan Kedua atas Perpres Momaor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah”
Dipimpin oleh : Fimpinan DPRD
22.00 — 23.00 | Diskusi dan Tanya Jawab 1
23.00 Istirahat
06.00 — 88,00 | Sarapan pagi
Sabtu, 1 z
Agustus 08.00 — 11.00 Haten 5: . o 3
2026 Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal
DPFRD
Dipimpin oleh : Pimpinan DPRD
11.00 — 11.30 | Penutupan 4i Fimpin ofsh Ketua DPRD
Penyelesaian administrasi dan penyerahan
11.30 — 12.00 Sem?;kat S
12.060; Check out Hotel

Catatan | Sesual engan siuass gaan Konds yamg 3k terougs, jadval atara i aa@at Deriiban secara Neksioel,

= FAMULTAS HUMLM - Progdi 59 Bmu Haulkairm

= FAKULTAS ERONON ; Progdi -1 Manzizmen Ferusshaan 51 Manaiemen: 57 Akuntans:

= FAHULTAS TEWNI  Progdi 31 Teknik Sipil; 51 Telmik El=ktro: 51 Parencasaan Wilsysh dan ot
= FACTAS TEKNOLOGE PERTANIAN - Progdi 51 Teknologi Hasd Pestanian

FAHULTAS PSIMOLOG ¢ Progdi 51 Paiioiogi
FARUILTAS TEENCL OGH INFORMAS! DAN HMOMLUINMASE

bapgister lmu Hulkum, Magister Psiiology Magister Teknik Sipd

Progdi 51 S=tem irformast 51 Taknik Informatia; Progdl 51 limu Komuniasi
PROGRAM PASCA SARLANA : Doktor Umu Mangiemen, Magister Mangemen:
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SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 022/PPSDM.USM/SK.BT/VI1/2026

Tentang:

PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN
KARANGANYAR KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026

Menimbang ¢ 1, Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis, maka perlu
membentuk tim panitia
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerash Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang
(PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Bimbingan Teknis.

Menetapkan 1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan

ini sebagal panitia Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar di Hotel
Solia Zigna Solo — Kota Surakarta, tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026.

2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan
tugas sampal selesal dan menyampaikan laporan secara tertulis.

3. Seqgala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini,
dibebankan pada pelaksana,

4, Keputusan nl mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
gpabila di kemudian har terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
1. Reor Universitas Semarang.
2. Yang bersanghutan untuk dedetahul dan dilsksanakan,

e FAELLTAS HUKLM  Frogd 5 fimg Ml » FARULTAS PSIKOLOG  Progd 51 Puliniog
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Lampiran Surat Keputusan Nomor : D22/PPSOM LUSMISK, BTIVIL 2026
Tanggal £ 27 Jull 2026

PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026

Tim Persiapan : Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar

Tim Pengawas:
L. Dr. Mubammad Junaidi, S.H.1, M.H. 1 Ketus PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Ketua : Edi Purnomo, 5.E., MM, Akt.
- Wakil Ketua ¢ Budi Suryanto, 5.H., M.H.

- Sekretaris ; Abdur Rahman, 5.50s.1.

- Bendahara : Ayunl Puspowatl, S.E.

- ANgROta Agus Sutopo, 5.E

L
z
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rifka Widya Emilia, 5.Pd.

Annisa Ghanl Rasylddlantl, 5.E.
Laksita Saraswati

lamaluddin

Rossy Aprilia Putrl, 5. lkom.
Mohammad Kholrul Annas, 5.4k,
Achmad Saifudin, S.Kam.

Lathifa Nurrahmah
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

3 SEKRETARIAT DPRD
;:‘ Jalan Lawu Nomor B5, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
¥ Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.qo id

Pos-ol. setwan@karanganyarkab.go.id

24 Juli 2026
Nomaor . 500:.1.7/301.1.02
Sifat . Segera
Lampiran : -
Perihal . Bimbingan Teknis DPRD
Yth, Ketua Pelaksana Harlan PPSDM

Universitas Semarang

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Saudara Nomor
022/PPSDM.USM/PN.WK/NVIIF2026 tanggal 20 Juli 2026 perihal Penawaran Fasilitasi
Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD dan berdasarkan petunjuk dari Pimpinan DPRD,
dengan ini kami sampaikan bahwa kami menerima penawaran Saudara untuk
memfasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam
bentuk Bimbingan Teknis dengan tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah"”, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 30 Juli 2026 s.d. 01 Agustus 2026
Tempat : Hotel Solia Zigna Kampung Batik Laweyan
JI. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
Kontribusi : Rp. 5.500.000/peserta

Jumlah Peserta : 44 orang (Fimpinan dan Anggota DPRD)

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.

Sekretaris DPRD,

.-"-Z
TnnZia Herawati, S.Sos.

Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 197011281897032003
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NOTA KESEPAHAMAN
SERRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

KABUFATEN KARANGANYAR

Nomor SETWAN @ 100.3.7/303.a.1.02
Nomor L/SM : D22/PPSDMLUSM/MOU WE/VIIZ026

Pada hari ini Senin tanggal dua pulub tujuh bulan Juli tabun dua ribu dua pulub enam, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama . THERESIA HERAWATI, §.Sos,
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar
Alammt : Jalan Lawn Nomor 85 Tegalasn, Bejen. Kec. Karanganyar,

Kub. Karanganyar, Jawa Tengah
Dulam hal ini bertindak untuk dan otas nama Sekreiariat DPRD Kabupaten Karanganvar,

selanjutnya disebut PIHAK KESATL.

MNama ¢ Dr. SUPARIL S.T,, M.T
Jubatan : Rektor Universitas Semarang (USM)
Adumat ¢ Jalun Soekamo Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnyva dissbut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disesbut PARA
PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PINAK
perly membuat nota kesepahaman dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan saling menghormati dan menghargai serta
menjunjung tinggl keilmuan dan pengabdinn kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan
berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut

I. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) schagnimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-




Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Fambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomaor 684 1),
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Namor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah;

4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan  Pengiwasan
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah;

S Persturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

7 Peraturan Pemerintah No. | Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahun Kedua
stas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadian Barang/Jusa
Pemerintah;

9. Persturun Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuvangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi  dan
Pendalaman Tugas Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

12. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor
100.3/12 Tihun 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Musa Sidang 111 Bulan Juli Tahun
2026 schagaimana telah divbah dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyal
Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3/13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor
100.3/12 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Masa Sidang 11 Bulan Juli Tahun
2026.

13, Surat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusin Universitas Semarang (PPSDM-
USM) Nomor 022PPSDM.USM/PN.WK/VII/2026, 1anggal 20° Juli 2026, perihal
Penawaran Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

Dengan ini menerangkan  bahwa kami para pihak sepaham melakukan  penyelenggaraan
Bimbingon Teknis bogi Pimpinan dan  Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar  dengan
ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
MARSUD DAN TUHJUAN

Nota Kesepaliaman ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan
dan Angeota DPRD Kabupaten Karangonyar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dian/atan
memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan  hubungan
helembagasn antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahusn dan
kemampuan anggota DPRD Kabupaten Karangunyar sert sebagai wujud Tri Dhirma Perguruan
Tinger dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
WAKTU DAN TEMPAT BIMBINGAN TEKNIS

Keginian Bimbingan Teknis akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal 230 Juli s.d. 1 Agustus 2026
Tempat : Hotel Solia Zigaa Solo - Kota Surakarta

Jalan Dr. Rajiman No, 525, Laweyan, Kota Surakarta
Jawa Tengah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing - masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek
pembelajuran Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggots DPRD Kabupaten Karangamyar.
2 Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain |
a. Menviapkan Peserta  Bimbingan  Teknis  Pimpinan, dan  Anggota  DPRD
Kabupaten Karanganyr,
b. Berhak mendapotkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit,
dan sertifikar;
¢ Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyclenggarnan Bimbingan Teknis schesar
Rp. 5.500.00000 (lima juta lima rstus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK
KEDUA;
d. Menandatangani sertifikat;
e, Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan vang diperlukan PIHAK
KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain ©
#. Berhak mendapatkan dana konribusi keikutsertaan Bimbingan  Teknis  dari
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebesar Kp. 3.5300.000,00



(lima juta bina ratus ribu rupiah) per-peserta, Biaya Kontribusi diserahhan setielah
PIHAK PERTAMA mencrima Surat Rekomendasi dari Badan Pengembangan
sumber Daya Manusia Dacrah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dari PIHAK
KREDUA

Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Sekretariat DI'RD

Kabupaten Karanganyr.

Wajib melakukan permobonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis

kepada Badan Pengembangan Sumber Daya  Manusia Daerah (BPSDMI)

Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, menyediakan

akomodasi. konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat,

Waijib melakukan evalussi dan menyampaikan laporan pelaksansan Bimbingan

Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah (BPSDMD)

Provinsi Jawa Tengah.

Wajib memberikin pertanggungjawaban secara Lumsum dilakukan berdasarkan

hasil penyelesaion pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan biaya aciual

berupa :

- Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir
narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan
Sumber Days Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Kwitansi Pembayuran per-peserta,

- Senifikat,

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi persclisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan
musyawarah antara kedua belah pihak

(2) Apabila musyawarah  tidak menyelesaikan  masalah, penyelesain  dilakukan i
Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal §
KETENTUAN PENUTLP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, beemeterai Rp. 10,000« masing-

masing

sama bunyinya don mempunyai  kekuatan  hukum  yang  samie | (satu)

rangkap untuk PIHAK KESATU dan | (satu) mngkap untuk PIHAK KEDUA,



(2) Nota hesepahaman i) dibug den ditundatangani olch kedua belah pihak wnpe ads
prabsaan dan pahink tansgun dan oleh barens s mengika bag) kedua belab pibak.

PIHAK RESATL PIHAK KEDL A
SEHD KABUPATEN KARANGANYAR  REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (LSM)

TFEIA HERAWATL S.8¢
NI 197011 281997032003




(2) Nota Kesepshaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pibak tanps ada
paksaan dan pihak manapun dan oleh karena i mengikat bag) kedea belah pliak

PIHAK KESATU PIHAK KEDLA
SEKRETARISBERBAABUPATEN KARANGANYAR  REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (LSM)

RESIATIERAWATL S.50s,
NIP. wmlmmmhm




(2) Nota Kesepahaman ini dibum dan ditandatangani oleh keduz belsh pihak tanpa ada
paksaan dar pihak manapun dan oleh karens ity mengikat bagi kedua belah pihak

. PIHAK KESATU PINAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR  REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

J
I. i-..- I'.J
THERESIA IERAWATI, S.Sos. \ D SUPARI.S.T., ’“-T-{:

NIP. 197011281997032003 wﬂﬂ!ﬂlﬂ!ﬂ 33

 PARAF HIERARKI
"KABAG UMUM DAN KEUANGAN | ]‘ ‘
KASUBAG TU DAN | }“
KEPEGAWAIAN
i = e




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM



BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasl Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan [rektur Reyian Eksekufif BANPT No. 2001 /SEBAN-FTIAK/PTAIEI02S, menyatakan
bahwa
Universitas Samarang, Kota Semarang
mmemanubs et prergkat

Akreditasi Unggul

St flear akredilas pergunisn Brgal i beoak
sefak tangpal 10 - Maret - 2045 sempal pefigan 15 - Maret - 2030

|akarta; 18 - Maret - 2025

Praf, Ari Perbayanio Ph.0:

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Dirsktur Dewan Erseliutil BAK-FT No. S404/5KCBAR-PFT/AL KPSNWI024, menyaikan
batvwa

Program St limu Hukum, Psds Program Sarana Universitas Semarang, Kota Semarang
merrenuh) yyarat pernnghat’

Akreditasi Unggul

Sermfund akreotas program s TV aesim
sejalrtangw 21 - Med - 204 sempal dengan J0 - Maret - 2029

jalsrte. 21 - Misl - 2024

 Prot AtfPlcbsyants. Ph 0
Direktur Cawan Exsekuli




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)
Sekretanal ; JIl. Sorkamo Hatla Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757
Whebsile < www usm ac id emal - diklal usmiTgmail com

DAFTAR HADIR NARASUMBER

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™

Hotel Solia Zigna Solo - Kota Surakarta, 30 Juli s.d. | Agustus 2026

No, NAMA HARIVTANGGAL TANDA TANGAN |

1 Muhammad Amin , € Sas. M. P Jumiat .El-l't_ﬂaz{. &V"’

& ——— —
>l/!5rﬂanw. Sei, msi Dumay , 31 F- MN

1

| 3 [Wie Raew tumi Qumot , 3) -3 - 2006 = eogy |
4
5




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)
Sekrtanal © JI Soeknmo Hatts Tiogonan 501946 Tafp {024) 6702757
brih 7T A il ¢ debtial us il com

BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadnnn Barang/Jasa Pemerintah”

Hotel Solia Zigna Solo - Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

I |_' b -
| 5 [ Muhammad Amin, G Sos.. M. psi
|2 [nip
e
3 | Tempat/Tgl. Lahir
4 | Pangkat/Golongan
5 Instansi Am]’h h-ﬁP'[raa!ﬂ (Tmnag & tmthl-ﬁﬂ') |
6 | Jabatan
7 | Jenis Kelamin Laki- Lals
8 | NPWP *:{-lia,al. %3 2--503%. 0oa
9 | No. Telp/HP 6gl 225 2|3 503
2 10 | Email rmramrnisprm-#ar@ amaf (- com
| Pendidikan o -
i n Terakhir }52
12 | Pengalaman Kerja B
= = —]
13 | Muteri vang = |
L disampaikan l |

Surakarta, 8] Juli 2026




YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PFPSDM-LISM)
Sekretanal | JI Soekamo Hatta Tiogosan S0186 Telp. (024) 6T02757
e ST el - ekl usrr mitil gom

BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™

Hotel Solia Zigna Solo — Kota Surakarta, 30 Juli s.d | Agustus 2026

I | Nama Tvsmands_ Lpl.M-G
o T b 15 Ak i
3 | Tempat/Tgl. Lahir ¢ M?‘I O8152 poS 011 022

4 | Pangkat/Golongan PE’M!””Q Tkl /B

S | Instansi BQPPQJ‘: Jatens |

6 | Jabatan !QF“ la Pappeda  jodns |

7 | Jenis Kelamin | aki- Lafed |

8 | NPWP 24.902.002.7.51F. 000

9 | No. Telp/HP 085 24| 2s1 460 |
® | 0| Emai enjuzz (@ amafl. tom ‘

1 E:E.‘;ﬁ;"_. Magrrfer lmu Lingkungan Undp ___!

12 | Pengalaman Kerja

Materi yang
disampaikan

Surakarta, 3| Juli 2026

~ ¥




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretanal | JI Soekarno Hatia Tiogosar 50196 Telp. (024) 6702757

Websile il - kil izl com

BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™

Hotel Solia Zigna Solo - Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

I | Nama [l.UTil RE‘HU titawi L]
° 2 | NIP 1988 04273 2012 11 200/
3 | TempauTgl Lahir
4 | Pangkat/Golongan [ fl / J
5 | Instansi Lk PP
6 | Jabatan Amh‘; ka&?ﬁqkﬂn MUCfa
7 | Jenis Kelamin .PEremFU an ,
R | NPWP |
9 | No. Telp/HP Q85 213 433 398
° 10 | Email Nura . ptomi @ lkpp.go. 1d
Pendidikan
H Terakhir
~f€pala Seks Jemiroan Infrastrobtur
Lfepala fe}j:n perumuranfebrsakan Pengai’im
12 | Pengalaman Kerja urus .
13 Materi yang
disampaikan

Surpkaria, 31 Juli 2026

T T LT rre ey
pl LR Ll Ll e Ll e L L e L



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Schrelanal | JI. Scekamo Halla Tiogesan 50196 Telp. (24) 6702757

e WVeliiln wsm.ac d emall _diklod usmdEgmisl pom

DAFTAR HADIR MODERATOR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™

Hotel Solia Zigna Solo — Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

No. NAMA HARITANGGAL TANDA TAI‘-G:\T\

o | ! Imﬂhﬂn’mﬁ kol Anas , ok Jumad . 21 ulr 2024 C.» }3‘—'
2 (Moharimod Khemtul Anas. G4 Pumad . 21 ouli 202 C/U’BBS_F
3 Wohammod ¥ehoul  Anar. fak Dumiad, 21 uli 202 C;ajl)dﬁ

wq!lw'tr:] ey
Ha N Agustus 2026
na Harian PPSDM- USM

SLE.. MLML, Akt.
13922018




”m YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO
%)  UNIVERSITAS SEMARANG
H""‘:.'ff PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG IPPWH-UEH}
__usw S e e
BIODATA MODERATOR
KEGIATAN
BIMBINGAN TEENIS

DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Haotel Solia Zigna Solo -~ Kota Surnkarta, 30 Juli s.d 1 Agustus 2026

| | Nama Mohammad Khoirul Annas, S.Ak
2 | NIP
3 | Tempat/TglL Lahir | Kudus, 15 Juni 2000

4 | Pangkat/Golongan

_ 5 | Instansi PPSDM Universitas Semarang
6 | Jahatan
7 | denis Kelamin Laki-laki
| 8 | NPWP
| 9 | No. Telp/HP DR96T76130269
a 10 | Email annasmohnmmadkhoirul@gmail com
|y | Pendidiian -
Terakhir

12 | Pengalaman Kerja

Surakarta, 20 Juli 2026
Mopammad  Evsind AR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



i
.

il

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORDO

<=/ UNIVERSITAS SEMARANG

.

~—USm

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sekretarial | A, Soekamo Halla Tlogosar
Websita | www usm ae id amail ekl upngngmml com

UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM) -
I 50196 Telp. (024) BTOZVST

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

I'"I"E'lrn:nlmi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentan

Tahun 2018 tentang Pengadaan

g Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16

Barang/Jasa Pemerintah™

Hotel Solia Zigna Solo - Kota Surakarta, 30 Juli s.d. | Agustus 2026

Hari / Tangeal : Kamis, 30 Juli 2026

Agenda : = Check in & repistrasi peserta
- Pembukaan
N:h NAMA JABATAN TANDA T:Lf\i[:‘i‘
1 BAGUS SELO Ketua DPRD
2 H.‘;N'LWG MARWOKO, ST, MH. Wakil Ketua DPRD

3 | SUPRIYANTO, A.Md

Wakil Ketua DPRD

4 | Drs. SRI HARJONO Anggota DPRD
5 | LATRILISTYOWATI, SE. Angeota DPRD
6 | ENI CANDRAWATI Anggota DPRD
7 | BOBY ADITIA PUTRA P, 8. 505 M.M Anggota DFRD
8 | SARTONO, S-.H Angeota DPRD
9_ | I-{_ HANUNG 'FIJF;WADJI_ SE Anggota DPRD

10 | JOKO PRAMONO, 5.50s.

Angeota DPRD




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
11 | BAMBANG SUTRISNO Anggota DPRD
12 | PRASETYA ADI SAPUTRA Anggota DPRD
13 | EKO PUNIYANTO Anggota DPRD
14 | SUYONO Anggota DPRD
15 | BUDI SANTOSO, S.E Anggota DPRD
16 | SR1 PARTINI HANDAYANI, S.Pd Anggota DPRD
17 | WAHYU BUDI SUGIHARTO, S E Anggota DPRD
18 | HSUPARMI, SE Anggota DPRD
19 | H. AW MULYADIL SH. Anggota DPRD
20 | HJ. SUWARNL SE Anggota DPRD
31 | ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T Anggota DPRD
22 | Hj. SITIKHOMSIYAH, AMd. Anggota DPRD
:_ MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E | Anggota DPRD
24 | TONY NOOR PRAPTO Anggota DPRD
55 | TRIHANGGO KOESBIANTORO Anggotn DPRDS




'-'_‘—|_. -
No NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
[ i -
26 | SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd Anggota DPRD | 26 W‘/

27 | MUSTAQIM, §. Pt Anggota DPRD | 27 /\P\
A F T
o
28 | SARJONO, S.Sos Anggota DPRD IE\ _S@.
29 | ALI AKBAR, SE Anggota DPRD | 29 \1‘
4N
30 | MUHAMMAD MUBAROK Angyota DPRD sdw
31 [ JATI WIJANARKO Anggota DPRD | 31 _&
32 | MURDIYANTO, S.H Anggota DPRD | 32 N‘W%
33 | SUWANTO Anggota DERD W
34 | TONY HATMOKO, SE .MM Anggoia DPRD W
A
35 | TIARA PUSPITA, S H. = | Anggota DPRD | 35 m
A
|
36 | MUH. IRSYAM, $.Pd Anggota DPRD | 36
37 | DEWI WULAN SARI, S E Anggota DPRD 3%
v T2
-
38 | FAUZAL MAULA L ROSYID, §.Pd Anggota DPRD -n'ﬁ:f’ e
39 | TRINUR NUGROHO Anggota DPRD W
g V% |
40 | WAWAN PRAMONO Anppota DPRD | 40 {




NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
41 | SUKARNI, AMd Anggota DPRD | 41 /s

42 | SETIAWAN DIBROTO, S E Anggota DPRD | 42 >

43 | sunto Anggow DPRD | 43 %{i
44 | ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH Anggota DPFRD | 44 aﬁu%




YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUEBIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)
Snkrelanial : JI. Soeharmo Hatta Tiogosar 50196 Telp. (024) BTO275T
Websitae WWW ST aC id emadl . diklal us miil com

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Hotel Solia Zigna Solo - Kota Surakarta, 30 Juli s.d | Agustus 2026

Hari / Tanggal : Jum’at, 31 Juli 2026

Mareri 1 ¢ ESQ (Emotional Spirtual Quotient)
Materi 2 - Sinkronisasi Strategi Percepatan Pernbangunun
‘ —TT] - —
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 | BAGUS SELO Ketua DPRD 1 V—\_“
/ |
2 | H ANUNG MARWOKO, S.T.. MH Wakil Ketua DPRD 2
3 | SUPRIYANTO, A Md Wakil Ketua DPRD iéﬂ'r'
4 | Drs. SRIHARIONO Anggota DPRD 4 “7‘v1°—r
- Cl—
5 | LATRILISTYOWATL SE Anggota DPRD 5 .
6 | ENI CANDRAWATI Anggota DPRD 6 \5(,\_1?_
:

7 | BOBY ADITIA PUTRA P, $.S0s. MM | Anggata DPRD ?‘J&?
i - " o

8 | SARTONO, S.H Anggoln DPRD 8

9 | H HANUNG TURWADIL, S E Anggota DPRD

10 | JOKO PRAMONO, §.Sos. Angpota DPRD




NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
11| BAMBANG SUTRISNO _ Anggota DPRD
12 | PRASETYA ADI SAPUTRA Anggots DPRD
13 | EKO PUIIYANTO Anggotn DPRD
14 | SUYONO Angota DPRD
15 | BUDI SANTOSO, SE Anggota DPRD
16 | SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd -A:ggmn DPRD
17 | WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E Anggota DPRD
18 | H.SUPARMI, SE Angiota DPRD
19 | H AW MULYADI, SH. Anggota DPRD
20 | HJ, SUWARNI, S.E Anggota DPRD
21 ;RIEF TRI WAHYUDI, SAT Anggotn DPRD
22 | Wy, SITI KHOMSIYAH, A.Md. Anggota DPRD
23 | MUMAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S E | Anggots DPRD
_24 TONY NOOR PRAPTO Anggota DPRD
25 | TRI HANGGO KOESBIANTORO Anggota DPRD




T ]
NO | NAMA JABATAN TANDA TANGAN
= i —= = — -
26 | SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd Anggota DPRD | 26 W
M- A —
27 | MUSTAQIM, S M Anggota DPRD | 27 / \\‘
—— .I R . & ]
28 | SARJONO, S Sos Anggota DPRD | 28
- \
29 | ALI AKBAR, S E Anggota DPRD | 29
30 | MUHAMMAD MUBAROK Anggota DPRD | 3
31 | JATI WIJANARKO Anggota DPRD | 31 &
32 | MURDIYANTO. S H Anggota DPRD | 32 W
33 | SUWANTO Anggots DPRD (\ﬁU //‘z
34 | TONY HATMOKO, SE.MM Anggota DPRD
35 | TIARA PUSPITA, S.11L Anggota DPRD lj
36 | MUH. IRSYAM, $.Pd Anggota DPRD | 36 ﬂ,
37 | DEWI WULAN SARI, S E Anggota DPRD | 3 @L&V\
38 | FAUZAL MAULA L ROSYID, SPd Anggota DPRD c"n’%‘f =
39 | TRI NUR NUGROHO Anggota DPRD 36@(/’3
40 | WAWAN PRAMONO Anggota DPRD | 40 ,%




NO

M

NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
41 | SUKARNI, AMd Anggota DPRD | 41 @
42 | SETIAWAN DIBROTO, §.1: Anggota DPRD | 42 V‘@s_
= i
2l
43 | SsunTo Anggota DPRD | 43 ¥ . [ fi,:
44 | ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH Anggota DPRD | 44 m




—USM

‘\-....-f'

YAYASANALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORDO

) UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDOM-USM)

Sokretanat ; JI. Soekama Hatla Tlogosan 50166 Telp. (044) 6702757

Wabsile www usm ac d emall -dwal '“"‘“'EE““' EAm

=—

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadnan Barang/Jasa Pemerintah™

Hotel Solia Zigna Solo — Kota Surakarta, 30 Juli sd. 1 Agustus 2026

Hari / Tanggal  : Jum®at, 31 Juli 2026
Materi 3 - Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
™~
T
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
At 1 |
1 | BAGUS SELO ]I Ketua DPRD
2 | H ANUNG MARWOKO, S.T., MH. Wikil Ketun DPRD
3 | SUPRIYANTO, AMd Wakil Ketun DPRD
4 | Drs. SRIHARJONO Anggota DFRD
-
5 | LATRI LISTYOWATL S.E Anggota DPRD
6 | ENI CANDRAWATI Anggota DPRD
|
7 | BOBY ADITIA PUTRA P, 8.50s,M.M. Anggota DPRD
— |
8 | SARTONO, SH | Anggota DPRD
9 | H HANUNG TURWADJIL, S E Anggota DPRD
10 | JOKO PRAMONO, § Sos, Anggota DPRD




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
11| BAMBANG SUTRISNO Aniggota DPRD W ‘
A T
12 | PRASETYA ADI SAPUTRA Anggota DPRD | 12 % |
i pp—— =1
|
13 | EKO PUNYANTO Anggota DPRD | 13 % |
i
14 | SUYONO Anggota DPRD | 14 M
IS | BUDI SANTOSO, $.E Anggota DPRD | 15 W
L
16 | SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd Anggota DPRD | 16 %\
17 | WAHYU BUDI SUGIHARTO, S E Anggota DPRD | 17 .
18 | HSUPARMI, S.E Anggota DPRD .
19 | H. AW MULYADI, S.H, Anggota DPRD
20 | HJ. SUWARNL S E Anggota DPRD
21 | ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T Anggota DPRD
22 | Hj. SITI KHOMSIYAH, AMd. Anggota DPRD
23 | MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, SE | Anggota DPRD
24 | TONY NOOR PRAPTO Anggota DPRD
25 | TRI HANGGO KOESBIANTORO Anggota DPRD




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
26 | SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd Anggota DI'RD EﬁW‘/

27 | MUSTAQIM, S, Pt Anggota DPRD | 27 AA

O\
28 | SARJONO, S Sos Anggota DPRD | 28 %
S \

29 | ALI AKBAR, SE Anggota DPRD | 29 \i

30 | MUHAMMAD MUBAROK Anggata DPRD 3@ |
31 | JATI WIJANARKO Anggota DPRD | 31 4 i

32 | MURDIYANTO, S H Anggota DPRD 31%

33 | SUWANTO Anggota DPRD SK//M

34 | TONY HATMOKO, SE MM Anggota DPRD

35 | TIARA PUSPITA, S H, Anggota DPRD 31 %‘f

I

36 | MUH. IRSYAM, S.Pd Anggota DPRD | 36

37 | DEWI WULAN SARIL S E Anggota DPRD :@%
38 | FAUZAL MAULA L ROSYID, § Pd Anggota DPRD 7 38 %’I‘“‘

39 | TRI NUR NUGROHO Anggota DPRD 3@{}34/

= N
40 | WAWAN PRAMONO | Anggota DPRD | 40 /K




NO

NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
41 | SUKARNI, A Md Anggota DPRD [ 41 a
42 | SETIAWAN DIBROTO, 8 E Anggota DPRD | 42 [7/""‘3-
43 |sunto Anggota DPRD | 43 \'2_ / L
L bt
[
44 | ACHMAT ALVIANTONASRULLOH | Anggota DPRD | 44 &Qﬂ;‘é,

gustus 2026

\:" a Harian PPSDM- USM
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DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Hotel Solia Zigna Solo - Kota Summkarta, 30 Juli sd | Agustus 2026

Hari / Tanggal - Jum®at, 31 Juli 2026
Materi 4 : FGD (Foeus Group Discussion) internal DPRD
“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah™

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I | BAGUS SELO Ketua DPRD 1 ?/
2 | H. ANUNG MARWOKO, S.T,, MH, Wakil Ketua DPRD i/ %‘ |
: A |
3 | SUPRIYANTO, A.Md Wakil Ketua DPRD 3 dfp .
|
4 | Drs. SRI HARJONO Anggota DPRD 4 \k%
5 | LATRILISTYOWATI, SE Anggota DPFRD 5 C/y
6 | ENI CANDRAWATI Anggots DPRD ﬁ\g}\?

7 | BOBY ADITIA PUTRA P, 5.50s MM. | Anggota DPRD 7 %

8 | SARTONO, SH Anggota DPRD

9 | H. HANUNG TURWADII, S.E Angeota DPRD

10 | JOKO PRAMONO, S Sos. ' Anggota DPRD




TANDA TANGAN

25

NO NAMA JABATAN
11 | BAMBANG SUTRISNO Anggota DPRD W
= -
12 | PRASETYA ADI SAPUTRA Anggota DPRD | 12
13 | EKO PUJIYANTO Anggota DPRD | 13 %H’
e ———————— _’:.-.h
14 | SUYONO Anggota DPRD | 14 ﬂ(/‘
1
15 | BUDI SANTOSO, S.E Anggota DPRD | 15 C@
16 | SRI PARTINI HANDAYANI, 5.Pd Anggota DPRD | 16 -%-—*
17 | WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E Anggota DPRD | 17 |
|
=\
18 | HSUPARMI, S.E Anggota DPRD | 18 —— '
19 | H AW MULYADL SH. Angeota DPRD | 19
20 | HJ. SUWARNIL S.E Anggota DPRD
21 | ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T Anggota DPRD
22 | Hj. SITIKHOMSIYAH, AMd, Anggota DPRD
33 | MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, SE | Anggota DPRD
34 | TONY NOOR PRAPTO Anggota DPRD W
TRI HANGGO KOESBIANTORO Anggota DPRD :g@&éﬂ\
\



|

NO NAMA JABATAN  TANDA TANGAN
2% S\HARMUDIHAKHM:L;. .ﬁmd— ﬁ.n;gu_ta DPR—D :W
27 I MUSTAQIM, 5. Pt Anggota DPRD /\L,

28 | SARJONO, S.Sos Anggota DPRD gﬂ.
29 | ALI AKBAR, S E Anggola DPRD \
30 | MUHAMMAD MUBAROK Anggota DPRD uﬁ
31 | JATI WIANARKO Anggota DPRD | 31 %
32 | MURDIYANTO, S.H Anggota DPRD 3%
33 | SUWANTO Anggota DPRD a (//&ﬁ
34 | TONY HATMOKO, SE.MM Anggota DPRD W
35 | TIARA PUSPITA, SH Anggota DPRD 3} m
.
36 | MUH. IRSYAM, S.Pd Anggota DPRD | 36 ,V
37 | DEWI WULAN SARI, SE Anggota DPRD %
38 | FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd Anggots DPRD | 38 S s

39 | TRINUR NUGROHO Anggota DPRD 396%

40 | WAWAN PRAMONO Anggota DPRD | 40 'ﬂ




s

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
41 | SUKARNI A Md Anggota DPRD | 41 Q
42 | SETIAWAN DIBROTO. S.E Anggota DPRD | 42 V/M
43 | SuITo Anggola DPRD | 43 ‘4: : J

/
44 | ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH 44

\ Anggota DPRD

3 I

NST. |

sius 2026
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DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tabun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™

Hotel Solin Zigna Solo — Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

Hari / Tanggal : Sabtu, | Agustus 2026

Muteri § : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD
Agenda : = Penyelesaian administrast dan penyemhan sertifikat
2 - Check Out Hotel
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 | BAGUS SELO Ketua DPRD
2 | H ANUNG MARWOKO, 5.T., MH. Wakil Ketua DPRD
—.i___ — -
3 | SUPRIYANTO, AMd Wakil Ketua DPRD 3 d],
o 4 | Drs. SRI HARIJIONO Anggota DPRD 4 al Ll
|
A
5 | LATRILISTYOWATLS.E Anggota DPRD 5 -
6 | ENI CANDRAWATI Anggola DPRD

! 7 | BOBY ADITIA PUTRA P, §.50s.MM. | Anggota DPRD
|

— —d

8 | SARTONO, S.H Anggola DPRD
|

% | H HANUNG TURWADIJI, S.E Anggota DPRD
| |
10 : JOKO PRAMOND, S Sos. Anggota DPRD




i NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
1 | BAMBANG SUTRISNO Anggota DPRD | 1 W |I
12 | PRASETYA ADI SAPUTRA Anggota DPRD | 12 \
13 | EKO PUNIYANTO Anggota DPRD | 13 N
14 1 SUYONO Anggota DPRD | 14 ﬁr’-—’!
15 | BUDI SANTOSO, §.E Anggola DPRD | 15 W ‘
16 | SRI PARTINI HANDAYANL, §.Pd Anggota DPRD | 16 ' PF&..
17 | WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E Anggota DPRD | 17 R-
18 | HSUPARMI, S E Anggota DPRD | 18 dP?

T —_—

19 | H AW MULYADI, S.H. Anggota DPRD ]ﬁﬂé__
20 |HJ. SUWARNL SE Anggota DPRD | 20
21 | ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T Anggota DPRD | 2 }
22 | Hj. SITI KHOMSIYAH, A Md Anggota DPRD | 22 /_'q/::——
23 | MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, SE | Anggota DFRDC/ |
24 | TONY NOOR PRAPTO Anggots DPRD
25 | TRI HANGGO KOESBIANTORO Anggota DPRD §




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
26 | SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd Anggow DPRD | 26 W
27 | MUSTAQIM, S. Pt Anggota DPRD | 27
|
28 | SARJIONO, §.Sos Anggota DPRD | 28
% i
29 | ALIAKBAR, S.E Anggota DPRD | 29 \}\
30 | MUHAMMAD MUBAROK Anggota DPRD | 30
31 | JATI WIJANARKO Anggota DPRD | 31 4
32 | MURDIYANTO, S H Anggota DPRD 33%
33 | SUWANTO Anggota DPRD (\\3
L .
34 | TONY HATMOKO, S.E. MM Anggota DPRD
F
!
35 | TIARA PUSPITA, SH. Anggola DPRD | 35
|
36 | MUH. IRSYAM, S.Pd Anggota DPRD | 36
37 | DEWI WULAN SARI, SE Anggota DPRD 31@1%
18 | FAUZAL MAULA L ROSYID, S Pd Anggota DPRD 3?%’*”
39 | TRI NUR NUGROHO Anggots DFRD | 39 [)*W'
40 | WAWAN PRAMONO Anggota DPRD | 40 k




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
i |
41 | SUKARNI, A Md Anggota DPRD | 41 a
|
42 | SETAWAN DIBROTO, S E Anggota DPRD | 42 V/':-—;.__ |
. |
43 | sUITO Anguota DPRD | 43 ;:r__}
\J
-
#4 | ACHMAT ALVIANTONASRULLOH | Anggota DPRD | 84 dM
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DAFTAR HADIR PENDAMPING
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peogadaan Barang/Jasa Pemerintah™

Hotel Solia Zigna Solo - Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

NO NAMA

1 Tpesio Husumh. Slos

| TANDA TANGAN

Kamis, 30 Juli 2026 _ Jum'at, 31 Juli 2026

_ Jum*at, 31 Juli 2026

Jum'at, 31 Juli 2026

Sabtu, 1 Agusius 2026

| 2 by .mnyru.n SH. M5

. Matesi 1 Materi 5, Penyelesaian |
Check in, registrasi . . : Administrast dan
: ; & Mateni 3 Materi 4 A
peserta, Pembukaan, Materi 2 Penyerahan Sertifikat &
_ ﬁ,_pom\nnv_
~ / \Mlk,lr &W —

3 .mluE Supevio , 5.50s

a  lasmi~ah ljuy Harteh', wr_r_f_.
B |

—
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jafan Setiabudi 201 A Semarang. Kodepos 50263, Telepon 7473068, Faksimile 7473701
Laman . hitp.f bpsdmd.jatengprov gouid Surat Elekironik - bpsdmd@jatenoprov_go.id

Semarang, 3 Agustus 2026

Nomor - B/800.2 4 6/971/2026

Sifat ~ Biasa

Lampiran 1(satu) Dokumen

Hal - Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

Pendalaman Tugas Anagota DPRD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
D1 Semarang

Berdasarkan Peraturan Menten Dalam Negeri Rl Nomor & tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota seria dalam rangka
penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota,
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran muiu = 3.5
dar skala 4.0

Berdasarkan hasil evaluas! penyelenggaraan pendalaman iugas bagl anggota
DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai benkut:

1 Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh
PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG di Hotel Solia Zigna Kampung Batik Jalan Dr.
Rajiman No 525, Laweyan, Kec Laweyan, Kota Surakarta, mulai tanggal 30 Juli

sampai dengan 1 Agustus 2026, dan pagi. siang hingga malam han mulal pukul
08.00 s/d 22 00 WIB

2. Capalan sasaran muiu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota
DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam kategori Cukup Memuaskan, dan Dibawah
large! capaian sasaran mutyu, dengan rincian sebagai berikut:

Diokumen i felah difandatangani secara elekdronik menggunakan seiikal elekironik
yang diterbilkan oleh Balai Besar Serdifikasi Eleddronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSH)



CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU
NO ASPEK : :
CN KRITERIA CcM KRITERIA
Cukup
1 | Program 6,52 3,06 CBCM
Memuaskan
Layanan Cukup
2 o _ 78,60 3,14 DBCM
Admimistrasi Memuaskan
N ) Cukup
3 | Fasilitas Penumjang | 77,70 3,11 DBECM
Memuaskan
Rata-rata 77,60 Cukup 3,10 DBCM
' Memuaskan '

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar |
berjalan dengan tertib dan lancar.

4  Haslil

evaluasi

terlampir.

penyelenggaraan pendalaman

tugas dimaksud sebagaimana

Demikian atas perhatian dan kenasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretarnis Daerah Provinsi Jawa Tengah,

a.n. Gubernur Jawa Tengah

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Pembina Utama Madya
NIP. 187607302001122003

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.

3. Rektor Universitas Semarang

Diokumen i felah difandatangani secara elekdronik menggunakan seiikal elekironik
yang diterbilkan oleh Balai Besar Serdifikasi Eleddronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSH)



PENDALAMAN TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

Periode 30 Jul s/d 01 Aug 2026

// EVALUASI PENYELENGGARAAN

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH /

Sowei Ty
tl CORPORATE .
uumsns:fv

1':'-“

anmn g *"f

Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235

Telepon ©24-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id




A. LATAR BELAKANG
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusta Daerah (BPSDMD) Provins: Jawa
Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur Sesuai dengan kewenangannya
maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsmya sebaga:
mandator1 dan Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepiatan pendalaman tugas bagi
angpgota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi Evaluasi dilakukan untuk
mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas

penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM
Peraturan Mentert Dalam Neperit Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientas: dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins:
dan Anggota Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN
Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan -
1) Menjamin kualitas penyelengparaan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada
penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan tekmk

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai vang dinkur -

1. Capaian Nilai
Capaian nilai dihitung dengan mengpunakan skala likert Skala Likert adalah skala
vang digunakan untuk mengukur persepsi. sikap atau pendapat seseorang atau
kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial. berdasarkan definisi
operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah

sebagai berikut :

(SH :n:1m:)+(1:t xrs)+(m :-.EI'J)-.(rR :-.25)
I JR I I



-2
13

Lad

e Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

1) Kurang

2) Cukup

3) Baik

4) Sanpat Baik

e Pengelompokan nilai berdasarkan kritena
0-60.00 Tidak Memuaskan

60.01 -70.00 Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00 Cukup Memuaskan
80.01 -90.00 Memuaskan
90.01 - 100.00 Sangat Memuaskan

Capaian Mutn

Capaian mutu merupakan standar mutu vang ada di BPSDMD Provinsi
Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu vang telah ditetapkan
dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target
Capaian Mufu sebesar = 3,50 dari skala 4,0.

ODsd 349 D1 Bawah Capaian Mutu (DBCM)

3.50s.d.4.00 Di Atas Capaian Mutu (DACM)

Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 ¥ 100%

Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100%

Persepsi negatif juga memiliks milai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaittu
tidak lebih dan 20%.

. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan - Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten
Karanganyar

Periode 30 Jul s/d 01 Aug 2026

Tumlah Peserta - 44 orang

Jumlah Responden - 44 orang

Tanggal Evaluasi 31 Juli 2026



F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1.

[

Evaluoas: Penyelenggaraan

Secara keseluruhan orientas: 11 sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan.
yvang drtunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 77,60 dengan Capatan Mutu (CM)
berada pada indeks 3.10 yang termasuk dalam kriteria D1 Bawah Capatan Mutu
(DBCM).

Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelengparaan pendalaman tugas dan

peserta_ perlu perbaikan diantaranya -

a) Narasumber di tambah dari kementrian apar secara tekmis bisa di jelaskan
kebijakan pemenntah

b) Dalam rangka transfer ilmu dan informas: agar narasumber agar dapat
dihadirkan pemateri yang belum pernah diundang

c) Untuk diperbanyak diskusi mteraksi karena mater: sudah dibenikan bentuk fisik

d) Pola interaktif perlu ditingkatkan

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

il

Moc d Said, SHMH
Pembina
NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Talan Setiabudi Nomer 200 A Sermurang Kode Pos 51703
Telepan (024-74 73066 Faksimile 024-7473700 Loman Al

Surat Elektronik bpsdmdiijatengprov goad

REEAPITULASI PER ANGEATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

0,00 2500 50,00 75,04 104108
Fatarals
000 100 208 108 400

REKAPITULASI PER ASPEK

1001
7o
0,01

FERL

i Gl

CN Evaluasi Penvelengarnan

Program Livanan Faisilitis o

M Evaluasi Penvelenguaramn

Laymn Admmisrasd Fawlite Peniminog

H_:mu.u_-ikm:l

Skala Mautu
_ = Nilai Kriteria
Sangat Memunsknn >350 |DiAtas Capaizn Mutu
Ciitan Minimnsias =330 |DiBawah Capaian Mutn

90,01 - 100

z BG,01 = 90,0
78,60 Culup Memuzskan | 3,14 DBCM 3 1 50.51 —80.0
77,70 Cukup Memuaskan | 3.11 DECM A | an01 - 70,0

B! (1,003 - B0
7760 | Cukup Memuaskan | 3,10 DBCM

Kurang Memuasian
Tidalk Memuaskan




REKAPITULASI DATA FVATLUASE

vo| aseEk INDIKATOR = Caksp | Baik | SamgatBaik | CN Kiera | oM | Keinrin |Fonet | Fe |
1 |Propram 11 |Program dilkdst mempaksn topik 44 1 35 8 TROR Culmp bMemmaskan 516 DECM 91.73% 22T%h
yang aktual
12 |Relevansi maten dengan 44 3 36 5 7614 Cukup Memuaskan 3.05 DECM | 93.18% 6.82%
kebutuhan praltis peserts
1.3 |Alokasi waidn vang dibenkan 44 7 3 6 7443 Culup Memmaskan 208 DBCM 84.00%: | 1591%
bagi tiap maten
2 |Layaran 21 |Sistem pemanpgilsn peserts 44 2 36 6 T2 Cukup Memmuazkan 5.00 DBCM 05 45% 4:55%
Admimztrass
21 |Sistem regisirast peseria 44 H 33 8 T8 98 Culnp Memmaskan 3.16 DBCM 07,73% 22T
13 |Pelzyenan dan sikap petuoas 44 1 34 g 933 Culup Memuzslan 318 DBCM 07.73% 22T
3 |Fasihitas 3.1 |Kualitas fa=ilitas miang kelas 44 2 36 & TI2T Culeup Memuzskan 3.09 DBCAL 83 45%; 4. 55%
Penunjang {audio, provelktor, pendinzin
ruangan acreen dil)
32 |Penyizpan kamar (kebermban, 44 i 33 2 T8.98 Cukup Memmuazkan 316 DBCM Q7. 73% 2.9%
famlitaz, kenvamanan)
33 |Penyiapan konsums (kebersihan, 44 i 37 6 T84 Cukup Memmuazkan 3.1 DBCM Q7. 73% 2.0%
kecepatan penyajian, variasi
memn)
34 |Penyiapan famiitss lam {mternet, 44 P 37 3. B0 Culup MMemuzslan 307 DBECM 2345% 4.55%
fempat badah)
SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA
1 Wargsumber di tambah dari kementrian azar secars telonis bisa di jelasken kebijakan pemermtah Petugas Evaluator

Datam rangks tranzfer ilmn dan mformas agar nerasumber agar dapst dihadirtkan pematert vang belum pernah diundang

3 Untuk diperbanyak diskusi mtersks ksrens materi sudsh diberkan hentuk fisik
4

Pola interaktif periu ditingkatkan

?m__

MOCHAMAD SAID, SH MH
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/22032/BPSDM KEMENDAGRI
NomorUSM  : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VII1 2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan

Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/'Kota, menyatakan bahwa:

Nama : RAGUS SELD

Jabatan : KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANY AR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tehun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi  : 893,3.33/22033/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM :© 022 A/PPSDM USM/STF BT/VIIL2026

VoY
=

A

A

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa.

Nama s L ANUNG MARWOKO, 5.T., M.H.
Jabatan s WAKIL KETUA DPRD

nh Instansi - DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

/4

g

TELAH MENGIEKUTI S

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor s
/d
N\

16 Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasa Pemerintabh™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tangpal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.

Agustus 2026
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r




A

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

7\

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22034/BPSDM KEMENDAGRI

_ Nomor USM 1 022 A/PPSDM USM/STF BT/VIIL 2026
Menter Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenniah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemenntahan Daerah, Peraturan

Menien Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\Y/

Nama : SUPRIYANTO, A.Md

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 202 pat di Kota Surakarta.

y ':?qu gustus 2026
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\* Dr. SUPARK S.T. M.T.
“SNIS_06557003 102033
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893 3.33/22035/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 008.A/PPSDM.USM/STF. WK/I1/2025

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengearaan Pemerintahan Dacrah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

ﬂ a TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedus atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Penpembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM,) bekerjasama dengan Sckretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.
Semarang, | Agustus 2026
| REkbE SCrr,

':i.,, - cl

/d
N

7\

7\

Nama : Drs. SRI HARJONO
Jabatan : ANGGOTA DPRD

102033
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UsSM™M
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22036/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteni Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tehun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : LATRI LISTYOWATI, S.E.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

i TELAH MENGIEKUTI
Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jusa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-1JSM) bekerjasama dengan Sckretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s d. | Agustus 2026 bertempst di Kota Surakarta.
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893 3 33/22037/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

: ENI CANDRAWATI

Nama
3 Jabatan : ANGGOTA DPRD
’ [y Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
[ {igd ] TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua stas Perpres Nomor
16 Tehun 2018 tentang Pengadasn Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan olch Pusal Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli sd | Agustus 20

\_* Pr, SUPARL
NSNS 0657903102033
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.2.33/22038/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM - 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VII1/2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomer 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/K ota, menyatakan bahwa.

Nama : BOBY ADITIA PUTRA P, 5.50s,,M.M.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengndaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 ber
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomaor Registrasi + 893.3.3322039/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor LUSM ¢ 022 A/PPSDM USM/STE.BT/VIIL2026

Menteri Dalam Negeni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa;

Numn : SARTONO, 8.H
Jabatun : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tuhun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang

(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 ber pntmkmSmh:m
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

/4
UNIVERSITAS SEMARANG N
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22040/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM 022, A/PPSDM USM/STF BT/VIIL2026 d
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan N
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

Nama : H. HANUNG TURWADJL S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi 1 DPRD KEABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedus atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusal Pengembangan Sumber Dayva Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaniat DPRD Kabupaten Karanganyar dani tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kot Surakarta.

rarang. | Agustus 2026
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usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

7\

Nomor Registrasi : 893.3.33/22041/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022 A/PPSDM USMUSTF BT/VIIL 2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

A

/4
Nama : JOKO PRAMONO, S Sos. 5
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
/4
TELAH MENGIKUTI N

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 u.-nhlg Pengadaan Blrngf.lua Pemerintah™ yang dlstlcnggmlms oleh Pusat l’tngf:mbangm Sumber Dn}n Manusia - Universitas Semarang
2B3F Herivey

?;
A

7\

~_“Dr.SDPAR M
‘“‘“n.ls 06357003102033
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Usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

A

Nomor Registrasi : §93.3.33/22042/BPSDM KEMENDAGR!

Nomor USM : 022 A/PPSDM USM/STF BT/VIIL2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakyal Daersh Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

A

Namn : BAMBANG SUTRISNO

Jabntan : ANGGOTA DPRD

Imstansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sckretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta

J Agustus 2026
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N\ YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO v
/ UNIVERSITAS SEMARANG N
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22043/BPSDM KEMENDAGRI

} Nomor USM - 022.A/PPSDM USM/STF BT/VITI/2026

A

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

4

Nama : PRASETYA ADI SAPUTRA \
Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR 7/

TELAH MENGIKUTI S

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-UISM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 202
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

NN

/4
\)
/
\

Nomor Registrasi | 893.3.3322044/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM 1 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026
Menteni Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\NY/
A

Y/,

Nama : EKO PUJIYANTO
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Insiansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kota Surakana
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

SR O

Nomor Registrasi : §93.3.33/22045/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022 A/PPSDM USM/STF BT/VIIL2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemennizhan Daerah. Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggow Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\Y/

L
I/ Nama : SUYONO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KEABUPATEN KARANGANYAR
> TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupalen Karanganyar dani tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakara.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : §93.3.33/22046/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF BT/VIIL2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : BUDI SANTOS0, S.E
[ Jabstan  : ANGGOTA DPRD
ﬂ Instansi : DPRD KEABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sckretaniat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli sd 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakana
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Uswm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEKAT

Nomor Registrasi  : §93.3.33/22047/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 022, A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL 2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah, Peraturan
Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten'Kota, menyatakan bahwa

Numa : SRI PARTINI HANDAYANL S.pd
Jabatan : ANGGOTA DFRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI
Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tabun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli sd 1 Agustus 2026 i
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Momor Registrasi : §93.3 33/ 2204 BPSDM KEMENDAGRI

Nomaor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VII 2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinasn dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteni Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daemah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kobupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7\

7\

Nams s WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUT1

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua stas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-1JSM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta,

\ SL h
\.__NIS. 0ASS7063 102033

7 el S Nl Sl Sl S ol Y ST

(2 L Ly L2 S




S 250N 2558 I8 I I L e L0 25

USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEKAT
Nomor Registrasi  © 893.3.33/22049/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022, A/PPSDM USM/STF.BT/VII1:2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penpawasan Penyélenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menter Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : IL SUPARMI, 5.E
. Jabatan : ANGGOTA DPRD
ﬂ? Instansi  : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua stas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dani tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bestampat di Kota Surakana.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22050/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daersh. Peraturan
Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvar Dazrah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nams : H. AW MULYADI, 5.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Repistrasi  : 893,3.33/22051/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022,A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026

7 N N

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelengparaan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angpgota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

I Nama : IIJ. SUWARNL, S.E
X d Jabatan : ANGGOTA DPRD
% e \ Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIHKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Momor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli sd. 1 Agustus 2026 bcn:mpat di Kota Surakara
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  © 893.3.33/22052/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL 2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : ARIEF TRIWAHYUDL SA.T

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jusa Pemerintah™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22053/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII'2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nams : Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.
a Jabatan : ANGGOTA DPRD
A~ g | ) Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
\ E -~ -
5 TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tabun 2025 tentang Perubahan Kedua stas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusal P:ngi:mbungnn Sumber Dava N.lamtsia - Umiversitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d 1 Ag
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO 7/
UNIVERSITAS SEMARANG N
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  ; 893.3.33/22054/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIII/2026 <

Menten Dalam Negeni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penpgawasan Penvelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Tekmis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedus atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-1UUSM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d | Agustus 2 "U.ﬁ-hs@\m]:nl di Kota Surakana.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  ; 893.3,33/22055/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022. A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL 2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daemah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : TONY NOOR PRAPTO
Jabutan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadsan Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Dayva Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekenjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/22056/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM + 022.A/PPSDM USM/STF BT/VII12026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dazmah Provinsi dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : TRI HANGGO KOESBIANTORO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tabun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-1ISM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 | t di Kota Surakara.

75 I Agustus 2026
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi - 893.3.33/22057/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIII 2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tenmtang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

QO

Y/

AT

Nama : SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd
Jabatan t ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
e
TELAH MENGIKUTI "

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tuhun 2018 tentang Pengsdaan Barang/Jusa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. | Agustus Eﬂ‘%mpm di Kota Surakara
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Uusm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEKAT

7\

Nomor Registrasi : 893.3.33/22054BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM ¢ 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL 2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor |2 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7\

4

Nama : MUSTAQIM, 8. Pt N
Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR 2

TELAH MENGIKUTI D

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implem entasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubaban Kedua stas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kota Surakara

aﬁq& 1 Agustus 2026
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi  : B93.3 33/22059/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM © 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026
Menteri Dalam Negeni berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menter: Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kots, menyatakan bahwa:

Namn : SARJONO, 5.50s

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

7 Ny Ny Nty Ny &

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-UUSM) bekerjasama dengan Sckretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat di Kota Surakana
1 Agustus 2026
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UsSMm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22060/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL 2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dsn Pengawasan Penyelenggaraan Pemerimahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nams :ALI AKBAR, S.E

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIEKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedus atas Perpres Nomor
16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sckretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bertempat &i Kota Surakarta

’/gﬁmg 1 Agustus 2026
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3,33/22061/BPSDM KEMENDAGRI
Nomaor USM : 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026

Menicn Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Teniang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah, Peraturan
Menten1 Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : MUHAMMAD MUBAROK
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DFRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIEKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 b
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi : 893 3 33/22062/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022,A/PPSDM USM/STF BT/VIIL2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinazn dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemernintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

ARDDONDRNNR0

Namsa : JATTI WILJANARKO
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
/4
TELAH MENGIKUTI N

Bimbingan Tekms DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jass Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sckretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 benmpm di Kot Surakarta
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Usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi  : 893.3,33/22063/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM . 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinzan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah, Peraturan
Menteni Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nams : MURDIYANTO, S.H

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

ST TN LGN N

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema *Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22064/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7 Ny N STy S

Nama 1 SUWANTO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubaban Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ vang dis¢lenggarukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22065/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL 2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Teniang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

Nama t TONY HATMOKO, 5.E.,M.M
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tabun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggamkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupalen Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bcncmpal di Kota Surakara.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22066/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM  022.A/PPSDM USM/STF BT/VII12026

Menten Dalam Negeni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Dacrah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\Y/

W
~ Nama : TIARA PUSPITA, S.H.
@ Jabatan : ANGGOTA DPRD
A - ' Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
P TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-UUSM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dani tanggal 30 Juli s.d. | Agusma ’EMM di Kota Surakara
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT
Nomor Registrasi - 893 3 33/22067/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM + 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL' 2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

TN N

Nama : MUH. IRSYAM, 5.°d

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DFRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

7 Nl Ny ST ST b

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementssi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua stas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadann Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjnsama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 bmmpm di Kot Surakarta /,
ng. | Agustus 2026 0
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Usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIFONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22068/BPSDM KEMENDAGRI
b Nomeor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026
& Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:
Q
7, Nama : DEWI WULAN SARL S.E
Jabatan t ANGGOTA DPRD
\S b, l.\ Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
P> i TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tabhun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang

(PPSDM-1USM) bekerjasama dengan Sekretanat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d | Agustus 2026 pat di Kota Surakana
/’-/y»'-' .'.‘ Agustus 2026
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UsMm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

Yoo

SERTIFIEAT
Nomor Registrmsi  : 893.3.33/22069/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026

Y

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor |2 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelengparaan Pemenintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

7 Ny Ny Ny N

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tshun 2025 tentang Perubahan Kedus atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Dayva Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-LISM) bekerjasama dengan Sekretaniat DPRD Kabupaten Karanganyar dari tanggal 30 Julis.d. 1 Agu:tu: =i -.4_\ di Kota Surakarta.
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22070/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM 022, A/PPSDM USM/STF.BT/VII1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteni Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

Nams :TRINURNUGROHO
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KARUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jusa Pemerintah™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli sd. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta.
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Uuswm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

SORSKO,

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22071/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022 A/PPSDM USM/STF BT/VIIL 2026

Menten Dalam Negern berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Dacruh, Peraturan
Menteni Dalam Negen Republik Indoncsia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daemh Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

AP0

Y/,

Nama : WAWAN PRAMONO
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Insiansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadasn Barang/Jasa Pemerintah”™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-1/SM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d. | Agustus 2026 hmunpm di Kota Surakaria.
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Usm
W YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
L/ UNIVERSITAS SEMARANG N\
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi ~ © E_’:?l3.33u’2 2072/BPSDM KEMENDAGRI

\ Nomor USM 1 022 A/PPSDM USM/STF.BT/VIII 2026 /
/ Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan N\

Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Ksbupaten/Kota, menyatakan bahwa:
3 /4
7 Nama : SUKARNIL, A.Md N

i Jubatan : ANGGOTA DPRD
=l 5 Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

N ) 7
p/ ﬁ | 4 TELAH MENGIKUTI N

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tabun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor

16 Tahun 2018 tentang Peagadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
N\ (PPSDM-1ISM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kamanganyar dari tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026 bertempat di Kota Surakarta 7/
P 5 rarang. 1 Agustus 2026 D
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22073/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL 2026
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Ksbupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : SETIAWAN DIBROTO, S.E
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 mml Pengadaan Blrug.f.lnl Pemerintah™ ylngdm:lenggluhn oleh Puni Pengtmbnngan Smnbef Dava Mnnum Universitas Semarang

m’ S.T.. M.T.
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi + §93.3.33/22074/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM + 022_A/PPSDM USM/STF.BT/VIIL2026

Menten Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelengparaan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan

Anggotas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7 Ny Ny Ny A

Nama : SUIITO
Jabatan : ANGGOTA DFRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
/4
TELAH MENGIKUTI N
Himbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedun atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yung diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dani tanggal 30 Juli sd. 1 Agustus 2026 beniempat di Kota Surakarta. ]
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UsMm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEKAT
Nomor Registrasi  : 893 3.33/22075/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 022.A/PPSDM USM/STF BT/VIIL2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Dacrah, Peraturan
Menten Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

N TN TN TN T

Nama : ACHMAT ALVIANTO NASRULLOR

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tema “Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang
(PPSDM-LISM) bekerjnsama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan tanggal 30 Juli s.d 1 Agustus 2026 h!'l'll!lﬂpl'l di Kota 5unh:rm
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DAFTAR MATERI

MATERI JAM MATA PEMBELAJARAN
1 | Materi 1 :
. ESQ) (Emotional Spiritual Quotient ) 07.00 - 09.00
| : .
5~ | Materi2:
- Sinkronisasi Strateg) Percepatan Pembangunan
l o . 09.00 - 11.30
Y | Materid:
Implementas: Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13.00 - 17.00
4 Materid :
FGD {Focus Group Discussion) internal DPRD
“Implementas: Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 19,30 — 23 00
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ : =
5 ' Materi 5:
Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD 0800 - 11.00
¥ ; Eunl]mﬂ.a. 1 Agustus 2026
SEKRETARIS

RANGANYAR " Ketua Pelaksana Harian PPSDM - USM
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\!ﬂq&dlfl. 5.508 A

THERESIA HERA N BN
_ R EDI PURNOMO, S.E., MM, Akt
NI 19701 128997032003 NET 1aoes
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan
karunia-Nya kita dapat menyusun materi Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten
Karanganyar dengan tema "Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang dilaksanakan di Hotel Solia Zigna
Solo — Kota Surakarta, tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026, yang diikuti oleh
Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, beserta Sekretaris dan
pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan akiif dalam penyelenggaraan
Kegiatan Bimbingan Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah
diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan
dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 29 Juli 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018




MATERI 1

ESQ (Emotional Spiritual Quotient).

Oleh :
Muhammad Amin,S.Sos.,M.Psi
(Motivator)



Cliange Your “hinking

Bila Anda mengubah pikiran Anda

Anda mengubah keyakinan diri Anda
Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda
Anda mengubah harapan-harapan Anda
Bila Anda mengubah harapan-harapan Anda
Anda mengubah sikap Anda

Bila Anda mengubah sikap Anda

Anda akan mengubah tingkah laku Anda
Bila Anda mengubah tingkah laku Anda
Anda mengubah kinerja Anda

Bila Anda mengubah kinerja Anda

Anda telah mengubah nasib Anda

Bila Anda mengubah nasib Anda

Anda telah mengubah hidup Anda

1111111111111111111111




@\ Amin Inspirator
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EMOTIONAL SPIRITUAL
QUOTIENT (ESQ)

“BERETIKA DALAM KOMUNIKASI
DI PUBLIK & MEDIA”

Disampaikan Dalam Acara
Workshop DPRD Kabupaten Karanganyar

Oleh:
Coach Muhammad Amin,S.Sos.,M.Psi

Solo , 31 Juli 2026




';\‘ Amin Inspirator
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Muhammad Amin, S.Sos., M.Psi

Spiritual, Coach & Personal Development Trainer

Founder Insan Unggul & Mulia

/] Founder & Master Trainer dari
AminInspirator (training & coaching)

] Expert in Mind Technologi

/] Certified Trainer BNSP

/] Promotor STIFIn Genetic

/] Certified NLP Practicioner

/] Praktisi NLP & Hypnotherapy

@ Therapy's (trauma-phobia,DIl)

] Aktif memberi training diberbagai perusahaan,
lembaga pemerintahan, pendidikan,
keagamaan dan nirlaba



Semua orang pasti
ingin maju,
bertumbuh, sukses _
dan mulia dalam karir
& kehidupan







Succegs
ke
d

Salah satu strategi/ faktor kesuksesan & kebahagiaan
seseorang adalah kemampuan dirinya dalam berkomunikasi




idengan diri sendiri
Komunikasi dengan orang lair
3.Komunikasi dengan Allah




Dalam bukunya, Les Giblin menuliskan :
Sumber : Survey Institute Teknologi Carnegie (10.000 responden)

15%
85%

Sukses berkat latihan teknik,
otak dan ketrampilan dalam
pekerjaan

Sukses berkat kemampuannya
dalam berkomunikasi dengan orang
lain.




Penelitian Dr. Albert Edward Wiggam
(4000 responden yang dipecat dari pekerjaannya) :

10%
90%

Diberhentikan dari pekerjaan
karena tidak memiliki
ketrampilan dalam melakukan
pekerjaannya

Diberhentikan karena tidak
mampu mengembangkan
kemampuan berkomunikasi
dengan orang lain




’

Semua orang perlu meningkatkan Eemampun
komunikasi & etika komunikasi yang baik




Mengapa Penting
Berbicara Dengan Etika

(¥) Anggota Dewan adalah
public figure

* Setiap ucapan direkam, dikutip, diulang,
& dikomentari.

* Publik menilai integritas dari cara berbicara.
@ Mewalkili institusi,
bukan individu

» Komentar personal dapat dianggap sebagai
pernyataan institusi.

e Satu kesalahan ucapan dapat berdampak pada
reputasi DPR secara keseluruhan.




Mengapa Penting
Berbicara Dengan Etika

@ Era digital:
jejak tidak bisa dihapus
e Ucapan di media sosial tetap terekam
meski sudah dihapus.

* Kesalahan kecil dapat viral dan
menimbulkan krisis kepercayaan.

@ Mencegah salah tafsir & konflik

 Etika berbicara membantu
penyampaian pesan yang jelas, terukur,
dan tidak multitafsir.




Pentingnya Etika Berbicara

o Meningkatkan kredibilitas

> Membangun kepercayaan public

o Mendukung hubungan antar lembaga
- Menjaga reputasi politik

(etika komunikasi adalah investasi jangka panjang)



Bagaimana Etika Komunikasi
di Publik & Media?




Prinsip Dasar Etika Berbicara

o AKurasi

e Berbicara berdasarkan data.

 Tidak berspekulasi atau
menyebarkan informasi
setengah benar.

9 Relevansi

e Ucapan harus sesuai konteks
jabatan dan situasi.

e Hindari komentar di luar
kompetensi yang dapat
disalahartikan.




Prinsip Dasar Etika Berbicara

0 Integritas "

e Konsisten antara ucapan dan ) ;
tindakan. 2
* Hindari janji berlebihan, -

pernyataan manipulatif atau
bermuatan provokasi

\ /3
- “‘
DR



JAGA INTEGRITAS

I93aT G ddl B3 G

>9axlls 1985]

“Hail orang-orang yang beriman,
penuhilah agad-agad itu.”

QS. Al-Maidah: 1



- 3
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‘Tidak ada iman bagi orang
yang tidak amanah dan tidak
ada agama bagi orang yang

tidak memegang janji.”
(HR Ahmad)




Prinsip Dasar Etika Berbicara

9 Integritas

» Konsisten antara ucapan dan
tindakan.

e Hindari janji berlebihan,
pernyataan manipulatif atau
bermuatan provokasi

o Tanggung Jawab

* Menyadari bahwa setiap ucapan
membawa dampak publik.

» Siap menjelaskan,
mempertanggungjawabkan, dan
meluruskan jika perlu.



Prinsip Dasar Etika Berbicara

9 Empati

e Pahami kondisi audiens,
masyarakat, dan pihak yang
terdampak.

\—T F‘.
P

LY

e Ucapan harus membangun,
bukan melukai

0 Kesantunan

e Nada, diksi, dan ekspresi
harus terkendali.

 Kritik boleh, tetapi tidak
menyerang personal.



Prinsip Dasar Etika Berbicara (ARITEK)

o Akurasi
9 Relevansi

0 Integritas

o Tanggung Jawab
9 Empati

o Kesantunan




Langkah-Langkah
Berbicara Beretika di Publi




1. Pahami Audiens
Tanyakan: siapa yang akan
mendengarkan? apa harapan
mereka? apa sensitivitasnya?




2. Susun Pesan Utama
dengan Jelas

Tentukan 1-3 poin int1 untuk
menghindan salah tafsir.




3. Gunakan Bahasa yang

Sederhana & Tidak
Multitafsir

Kalimat yang terlalu teknis atau
provokatif meningkatkan risiko
disalahpahami.




4. Kendalikan Nada Suara
& Bahasa Tubuh

e Jangan menunjukkan emosi
berlebihan.

e Jaga ekspresi wajah, postur, dan
gesture.




| ; e S. Hindar1

Pernyataan yang
Menyinggung
SARA atau
Kelompok Tertentu

HINDARI ISU SUKU, AGAMA RAS DAN Karena berpotensi menjadi
O é kontlik politik atau sosial.



6. Berikan Klarifikasi
dengan Bijaksana

Jika terjadi salah tafsir,

- segera luruskan dengan
BGR 7

ahasa yang santun.



Langkah-Langkah
Berbicara Beretika di Publik

1. Pahami Audiens
2. Susun Pesan Utama dengan Jelas

3. Gunakan Bahasa yang Sederhana
& Tidak Multitafsir

4. Kendalikan Nada Suara & Bahasa Tubuh

S. Hindari Pernyataan yang Menyinggung
SARA atau Kelompok Tertentu

6. Berikan Klarifikasi dengan Bijaksana




Langkah-Langkah
Berbicara Beretika di Media Sosial



1. Saring SebGHm Sharing

Pastikan fakta, sumber, dan relevansi sudah tepat.

2. Hindari Membalas Komentar
Emosional

Respon harus tenang, profesional, dan mencerminkan
kedewasaan.

3. Gunakan Bahasa Lembaga
jika Berbicara dalam

__ pﬁiﬁs Formal

1n pribadi dan akun profesional.



4. Perhatikan*?Vaktu & Mo'mentum

Jangan upload konten sensitif pada situasi bencana
atau konflik.

S. Hindari Humor yang Berpotensi
Disalahartikan

Humor politik sangat sensitif dan bisa
menyinggung kelompok tertentu.

6. Jaga Kerahasiaan Informasi
Neg

ra
: .k semua hal boleh diposting atau dibagikan.




Langkah-Langkah
Berbicara Beretika di Media Sosial

1. Saring Sebelum Sharing

2. Hindari Membalas Komentar Emosional

3. Gunakan Bahasa Lembaga jika Berbicara
dalam Kapasitas Formal

4. Perhatikan Waktu & Momentum
S. Hindari Humor yang Berpotensi Disalahartikan

6. Jaga Kerahasiaan Informasi Negara



Contoh Good Practice

v/Menyampaikan pernyataan
berdasarkan data resmi.

v Mengkritik kebijakan dengan
bahasa argumentatif, bukan
emosional.

v Membalas komentar dengan
tetap santun walau diserang.

¢'Menjelaskan posisi politik
dengan bahasa edukatif.




Contoh Bad Practice

X Mengeluarkan opini spontan
tanpa verifikasi.

X Menyerang personal

N ._1 \

X Berdebat panjang dengan netizen. IR
X Mengunggah konten saat marah. l\ R

X Menyinggung kelompok tertentu. __;\ .

|
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“Sesungguhnya ALLAH tidak akan merubah
keadaan (nasib) suatu kaum, sampal kaum
itu merubah apa-apa yang ada pada diri
mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’du 11)




kBISI-\
frena
éIASA

rena |
PEMBIASAAN ~




Etika berbicara bukan hanya
keterampilan komunikasi,
tetapi juga fondasi
keberhasilan seorang anggota
dewan dalam menjaga
martabat jabatan, membangun
kepercayaan publik, serta
menciptakan komunikasi yang
sehat di era digital.



Muhammad Amin

amininspirator

@ amin.inspirator
¥ Muhammad Amin

¢P 081-325-213-513

- Amin Inspirator




MATERI 2

Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan

Oleh :
Yusmanto, 5.Pi., M.5i.
(Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah)
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ASENDA FAPARAW

Outline

Hinerja Pembangunan jaw= Tengah
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Kinerja Pembangunan
Jawa Tengah
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EIMER;A PRMSANEUNAN TAWA TENDAS

Capaian Indikator Makro
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BAGIAR DUA

RKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2027
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Tahapan Penynsunan REPD Jawa Tengah Tahun 2027
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Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
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FOKUS STRATEGI PARIWISATA & EKONOMI SYARIAH
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INDIKATOR TEMATIK PARIWISATA
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Posisi Strategis Kab. Karanganyar
dalam Pembangunan Jawa Tengah
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rofri STeATCA1S TAL. KARANBANTAN

Arah Kebijalktan Kewilayahan WP Subosukowonosraten (Kab. Karanganyar)
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Sinkronisasi ARJAK Tahun Z027 Kab. Karanganyar dengan Provinsi
Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
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d Fen,g-uala“ ﬁa}la m SO pebku skenomi dan ¥ Jizuluh Taulie Peoivuie Funub Kuulim ]
S g T 1
dan ehkonomi kreatif 1 Ml Bijieges Wisilbsue e 155 16D LE=4 533
= i E.  hesleh Fousse Rzeilo vooe Dilbss juresin L5 (i
O Pengualan SO dalam mewuudkan taia kelola s R
[ Jizulidi Peandilh Tesresiifibusi Bl i ul) 2D3I0 AG:T1d
T ard TuramiBEkagi loaul ] i
h |FAne Eatad, |abae, Deeidah San FRR L T FI N E A
Nappxmainn sy rang
] p Evmzeh JLEE"] IBX
SELARAS DENGAN PRIORITAS DAERAH JAWE TENGAH TAHUN 27 [a Tl Jagnl yang Tarearbin)
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EAGIAN EMPAT

FERAR DAS FUNO3 DFED

Peran DPRD Menurot Undang-Indang No. 23 Tahun 2014

Funrsi Lemslas Furps: Anzgaran Funppr= Pepsawasan

Sk Pormrerae Cacral: s Cxsie Momiatus dee eceyrmug demsarges 47T Sl polsenees fete, £75T, dan kehjsies
borsss Irgain Dk

Blams pmaie
oy Fio, JEE iTr
(1) &3 ‘3 (4]
Trovrs SareTErans Froms Pangregpeea Farzabwans fana—s Faramager Pards
barEn f REIRAT | ARFTY (uE-TTal FEAFED] oA & sapeis S AFED
Ins - = w2 1 oy fymee—==rx loym:
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FINAN TAM FUNDi DTrED

Kewajiban Anppota DPRD

Kewajiban Anggota DPRD

A ssssssssarssrsmanans

i. menyerap dan menghimpun aspirasi

konstituen melalui bunjungan kerja

secara berkala

j- menampung dan menindaklanjuti

aspirasi dan pengaduan masyarakat;

dan

Pasal 108 dan Pasal 161 UU 2372014

FEREEm DA FuN 0L

nFmD

7/30/2026

Reses: Proses Penjaringan Aspirasi

Menyarine Aspirast

s=ta Cearah Pamiitean | Bl massp—rmiming srag=tis DOHD
Menyiapkanlaporan Reses

Ta%ll pETaTITRE T SOaE-DINOE DUTTAT JET SISITER Maeye w e
Dzampaikzn dalsmFanpuarns

sEhaEsEl Betan perrrmEETE e pErasiuTET hebia R dasratt

Polook-Polwok Pikiran (Poldr) dalam Peraturan Perundang-undangan

PERMENDAGR] 86 TAHUN 2017

rEE s

~ . - A
Pasal 7& Pazal 178 Pasal 178 Pasal 348 ayat
ayat 1 ayat 1 ayat2 2
FEfASUER Pzssiaztan prizk- fkal-pskak pkiran Dafam paremuzan
_TARZENAN EE goick miiran DPED PR zelngaimars =rceman peuhatan
EIRE ssbaguman: rerupaan bae drmizad pala RKEDDFRE memderiiar
dimarzet seraslEhan w5t (1!, drolarastan | | s d3a pardapt s
ezilip meebamuran [eemsh || e sasemn da || pebek pliee bepads KOH
pedlaian gtk | vang dperalal dari raris Sezarken hasd remmn/
pebt pikiran DRRD |} GO berdacarkan gemianpunas = | | pemaringer aspra Mgt
rizaE e denar bezrzetaan sh Sk peremEEn
sentmat daedalan iamsitas il beiste, Ldao bagisme
ras fasil arggaran Zan ksanpnt searan
JETyErApEn EpE arp s=haran o=vgEn

FENCiBEER SR
program 1z ik
distapise dEam

Zarghiran Dzrge =tang

A2 i1

LANGHAH PENELAAHAN POKIR DFRD SESUAL
PEREMENDAGRIZ6/2017

(1]

@ © © ©

Irventarisns jenis pogmmikegiaten fang dumdlee DPRD
demmr dofurmen romusan Fesi persisaien ool DOPRD g=n
die=lcmpoiden defam upussn Saranghat Dasmb

¥amji pend=ngan dan perimbangan fang disempaikan berfoiter
deng=n u=ulsn progmmiegizmn hesil penslsshen Ersstu

Srmiinis ipmopa s [AdfkeT dnage Yang dicsabor serim o
:‘:-:g dimulican

Pangecmhkan d=r valdesi oleh tm perfusun RHED fang berazal
dari Perangmt Dasrsh =it thdp ebuhahen 6 di =psngeerda
mempertimhangken === reciEst mendesin, efimian
dan efetgivims

Dirumusken dalsm cealen progam den eegismen fang daps:
dmkomodasioarn dalsr rancengan swel REFD
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FINAN TAM FUNDi DTrED

Reminder — MCSP KPK tentanp Pokok-Pokok Pikiran

Afomnring Do for Pricvention (WIF] KK andmyars ared SrTwoneD Sonensd Mdd MEnconos Jensangennom Soer, Jamyiren hiboh, Sominom asafol don
boasune EumgETn

Fermassaiahan dan kerswanan konupsi vang masih ditemukan pada pengajuan pokok pikdran sl

1. Pokck pikiran tidak disempaikan secar ransparan karena adanya benluran kepentingan dan intervensi pitvak
terberiu.

2 Polok pikiran dizampatkan ol luar batas wakiu yang telah ditentuksn karena sdanyes benturan kepentingen dan
intervensi pihak terentu

3. Pokok pikiran dipaksakan untuk disjlil=n padahal fidsk s=laras dengan Rencana Pembangunan Jangka Mensngah
Daersh (RPJMD) dan Renstre karena adanys benluran kepentingan dan intervensi pihak terien

Sasaran Pengawazan Pada Area Perencanaan dengan topik Dokuwmen RKPD dan
Pokir

Kesesusian REPD dan Pokok Pikirmn dengan RPIMD, dengsn fokus pengawasan al
Keienglaapan dokumen pendukung rancangan REPD dan usulan pokok pikiran
Kezeausian RKPD dan Pokok Pildran dengan RPJMD

Penyajian-subsisnal rancangan RKFPD dan Pokok Pikiran

Kesesusian nama prooram, pagu dans, indikstor dan terget kinea, Lokasi, kelompok
SA3EMEN peneima

Manfast per programkesiatan dan pokok pikiran terhadap Pembangunan daerah

R

i

1PED, NCSP CPK TRHUN 2025

FERAR DAS FUNOL: DFED

Arahan ontuk DPRD Kabupaten /Kota

e Surat Edarsn Gubernor No. 000.7.4 /0001021 :.;, FPoin Perhatian sesuai MCSP KPR
Melziu SE MNo. 0007 40001021 Th 2025 i=lsh distur hal-ha! MCSE dan Surat Edarsn Nomor SE-2/2024 . KPK mensekanicn
yang periy mendapatian perhatizn dakEm penvempsian pokir é‘:_".l ﬁentlr.-_q' =r = S
dFrovis! e Tengah dianiasanys meipo 1. Pokir harus berpasi acpiasi masysrakat bukan
O Fokok-pokok plon DFRD memust pandengan dan k=pentingsn pribad atau kelompoi
pecimtsgpy DPRU oxogenal sty kb don priopies 2. Transpsransi Pokic metshi SIPD.
pembangunan dasrsh, yang meniadi saish =ate bahan 3 Mesesusizn  Pokok  Pikims  dengan  Prioriss
F'E':'WS'J”E'" WE:_ _ Pembangapan Daerah
O Pokok-pokok  piieen OFSD berdassrsan hasd 4. Poiok Pikiran disampaian sesuai bal@s waktl yang
A e llePUBEI masy sby bafian perumusan t=ish ditertukan dan keselzrasan dg dok 1eknokratk,
KL, - RNEEY  REUREN ) KRGO, | BRI | Yo 8. Pemds melsksansian Podr dsn memastiten mktss
selzras  dengan  pencepsian fujusn  dan  s=s3mEn pekerzzn seslai dengen Stursr yang beristy,
pe:lnhang:mndamh _ 6. Menghindan tansaksi yang dapat  dikategorikan
O Pokok-pokok ploran DPRD dsampaiken secws terulls sebagai peny:Epan, pemerasan, gratiiasi dan sakeuh
kepada  Badan  FPerencanaan  Pembanguran  Deerah poiensi  bentursn  keperfingan  dalem  proses

Provinsi Jaws Tengsh sefama Masa Muesrenbang (1
minggu sebelum Musrentang REPD dilskszngh=n);

O Poknoic-pokok piiicen DPRD  sebagaimana  dimaksasd
dimasuitan kedalam e-planning {e-rembugan dan SIFO}

perencanaan dan penganggarsn AFED
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NGOPENI!
NGLAKON!

TERIMA KASIH

" LILTY"

Bantuan Kesangan Kabupaten /Kota Tahun Z027

Berimn Agresien Kinerja Femmmgutan Opeen Fajzi Kencamas

Bxmtuign Ssrann Presarane Bermutor Pemeninh Eabupaten; i Se-lrwes Teogah

Benibzsn Fercepetan Peisksangss Regletan FEnanganan om
Penetnpan Sutes Desy

:
o THNMD MEnunggsl Membengun Gese/ieureham o Benhesn FEnoomen
*
a Snkroniors Ferencenaan Fentmngoman ‘Deensnh (FF0} o Ezcman FH BTLH Retursnemn
¥
1+ Bacrisam L [ f £ Frie LFi
e FEﬂHl’léjl-'ﬂl'l.!'ﬂl'l Mmrples Sin o . B’E‘l‘l’.ﬁ FEyE ROMISTWVER 280 CTEMED Linguangsn
Hitug
*
o Nermmetern Berdays o Fengrmrgaen Pengendaimn (nfiesi Terbadk Groopaien/tote
O
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LAMFINANR

Bantuan Kenangan Desa Tahon 2027

*
) e
Q.‘ 8 Peninghstam Sasane Frosamns Perdesann 'j;-:.:lj_ Opemsional Kader Pemberdayasn Maspaahet Dess
R ; R
Pengembangan Kawesan Perdesaan 1 !LS:‘ Beagembangmn Mansjemen Digitalis=si Arsip
1
*
0 =Y
Eufl Pennghkatar Kzizhanzn Mecyambst Dess {{f N Pepgembengan Pariwizsts di Dess
== =
&
-l'-.'|“
Peningietan Koalitss fumeh Tidsk Erymk Hani IIE_”_ Pangembangmn Oiehmge di D=za

St IaCT ey S eyt
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MATERI 3

Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Oleh :

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP))



PERATURAN
PRESIDEN
NOMOR 46
TAHUN 2025

TEMTANG PERUBAHAN HEDUA PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 20718 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DIREKTORAT PENGEMBANGAM
ETRATEG|I DAN KEBRIDAKAN
PEMNOoADASAN UMUM - LLPP

LATAR

BELAKANG

e

T
o

e

Amanat Inpregs 2 Tahun
2022 kepada Hopala
LHPP untukmelakulan
penyempurnaan
paraturan

Penguatan PON dan
UMHH

Mendukung Program
Prioritas Naslonal yang
torcantum dalam viai
misl Prosidan

PForcepatan proses
PBJP

7/30/2026
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Ketentuan Umum

Penambahan Definisi

Kewenangan Penyusunan Regulasi PBJ

Pengenalan Konsep penerima Manfaat
Penegasan Ruang Lingkup
Kebijakan Mekanisme Pembayaran

PENAMBAHAN DEFINISI

PEMERINTAH DESA lepala dess stEu yang disebut dengan namas lain dibartu pemngkst Desa sebaga upsa: 1
{PASAL 1 ANGKA 58) penyelrnggam pamerintab desa |
=

tandn atuy bukti Eeterangan tertulis daii proses peneiapan dat pesgoluan terhadag pencapaian
SERTIFIKAT HOMPETENS! kel teknls sumber days perip=lola fusga Pengadaan Barang/ Jasa paig dilskikan secars

(PASAL 1 ANGIA 18C) sigternaiiy dan objekil meialo) wi kompstens) seu pelatihan sssus) dengan standar komEetenal
yang ditetapkan

. I !-.'.l1|::| atail okl beterangsin . tecula dan proses penetapan dan pongakuan werhadag pencapalan
SERTIFIKAT KOMPETENS| PPR kempetena| teknie sebagal PPE yang dilaluan secara sletematls dan objaktil mebaha wji
(PASAL 1 ANGKA 18D) emprsns| stoy peistiun cesusl dengan atander kompetensl yanp ditetapkon

Bprung dan [asn termanul ranceng hangun dan perekay apaan, yang diproduksi stau dikenakan oleh
PRODUK DALAM NEGERI parusitan yang betimeratag! dan berproduhs) o indonesia, mendggunakon selund sty sstabian

{Pm 1 ANGHA *Mj teniage kerja walga tegira indonesiy, dan proesssnys menggunakan bahan ek stau ssmponen
yang selunuh #ay sebagan berasel danl delam negen

Pengodean Barang/ Jesa yang bertujuan untul mencaoa nilal manfoat yang mecguntungian
sechfa phonomia dan menclptalan good comamte governance Hdak hamnya untuk
ERKELANJUT,
PEMGADAANE AN Kemertenan | ermbag ||."F'r:snl|r\;.l:4l: Dasrah Ingtitia Leintyas Pemenniah Desa sedogan
(PASAL 1 ANGNA 288) pERGgUAETYA M) i ek iasyarakst sena migeifilkan mengueangi dermgisk oegac] teiadep
lingghungan dan soslal delam keseliiuban siklus pengounsamys




RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN

7/30/2026

sebelum perubahan

(1] Pengadazn Darang/jasa di linghungan (1) Pergadaan Garang/iass di ingkungan

Wnmenteran/lembagaPerangkat Dassah yang
marnggunakan anggacan belania dar APBN/APBD;

ey s P

Kamanterion/=mbaga/Parangkat Daerdhyimdituel
rintah Dasa yang menggumakan anggarmn

belanis yong sehaman atau selurulh dananys bersumber dari
LPEN/APED/APE T

{21 Pangadaasn Barang/iass yang menggunokan anggaron 12y Pengadaan Garang/lasa yang mengeunsksn snggaman belonjs
bizlanja dari AFBN/APRD cebagakmana, dimaksud pada dari APBN/AFRDSAPE Desa sehagnimana dimaksud pada hanf
Bigruf 2, termasuk Pangadaan Barang/lasa yang sehagian &, Lormaslke Pengacddan Barang/less yang webagisn atau
oy mluruh danania bersumber dari pinjaman dalam sefuruh danamya bersumber dari pinjaman dafem neger
miEgEti hanatuuy hibah dalain feget] yang diterima alath _I.|'.'1.".|'...u bl dalam negerl; ||-|'||l'.|l.1.|.|
Pemerintah dan/stau Femarintah Daersh

(1) Pengadaan Barang/jass yang menggunaken argEaran (3 Pongadasn Barangiase yang mengpunakan arggean belanja
bilanja dari APSNSAPED sebagaimana dimakulid pada darl APRN/APED sebagaimana dimskwsd pada lurul &
hurut o termasuk Pengedaan Barangflass yang sebaman tormasuk Pengadaan Bamng/lasa yang sebagran atou
ata sihuiubeinia |:||?I'.|..|'r-._|| ghirl pinjtnan hidr reiieil BEau sinlurubinya dibrlirigal darl p|n|...|rr|.|r| bl Aogad| atad hibah lise
hibah fuar negeri TEERT

PENEGASAN PBJ DIKECUALIKAN

d.

b,

DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN DALAM
PERATURAN PRESIDEM INL:

PASAL 61

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan
umumfbadan layanan umum daerah;

Pengadasan BaranglJasa yang  dilaksanakan
berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas
kepada masyarakal,

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesual
dengan praktik bisnis vang sudah mapan, dan/atau
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

—

Tetap berlaku untuk kewajiban
penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi,

Pengadann Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan la.rmm urmum daeraly diatur tersendiri sesual




fi

1. Pengadagn Barang/Jasa desa
dilaksanakan Lk meninghatkan
periumbuehan  ekonomi  desa  sesun
dengan  kewenangan,  desy  dengan
menguitamakan  Penyedia ol desn
satempal dan pengounaan rmatedal yang
ada di desa

L5

Peogadaan  Barang/Jasa  desa  dilakukan
melalui Swakelola dengan pembardavaan
masyarakar desa,

3. Dufam hal Pongadasn Barang/Jaza dosa
tidak dapat dilsksanakan secars Swakelols,
Pengadaan Bamang/Josa desza  dilakukan

melalul Penyedia

Ketentian Pengodean Barang/Jeass desa ditlakukan

melalul Pemyedia

2 Penyedia  metupaken Peoyedis  bDacangjess ol
dieaa potempat

b dalom hal Penyedia Barangfjosa o desa setempat
tdek termedia omsks  dapal melslol Penyedia
Barang/jasa  di doga Bakitar dalam
knbupaten/kols Yang sama; atau

c. Dalam hal Peoyedin Barang/ja=a di dess sskile
thlak fesedin moks dopol dilakuksn melals
Penyedia lannyn

Pegsidaan  Bamng/ Jesa desa melaly Penyedia
menggunakan procduk usahe Produk Uigaho Mikro dan
Usaha Kecl nerts kopetani darl foall prodoksd delam
nEgen

Eetentuan  febib ‘gt mengennl  Pengatdaan
Batang/|ess desd  ssbsgalmana  disksud  dalam
Pazal &4A dan Paeeal 648 diatur dengen pesstiran
Bupati/wall kata dengan mangacy kspada PerL KPP

7/30/2026



PELAKUPENGADAAN,
KELEMBAGAANDAN

SDM PENGADAAN

PENGGUNA ANGGARAN

sebelum
1.2 Tidak eda

{3) PR umluk pengebalaan AFBD dapat melimpahksn
kewenangan sebagatinnna dimakisud poda ayal
(1] bl & samgnal dengan hurul 1L kspads KPA

[2] Tidahk ada

perubahan

I3

14

merpeiusian  gronechr sts  cara/tabdpan,  metode
|&nin Konbrak danfatay bentuk Konlimk poda peodes
pengadisan  dengan  pertinbangan  uniuk | mengs
kekpsongen hukum  dan/atau  mebgatasl  stagnash
pemenntahan guna  kemantaatan dan  kepentingan
LIFTr

PFA: wntuk prrlgrll;llﬂqr APRD  dapat l11r||rr.pnF"w.ar'
lewenangan sebagaimana dimaksod pada ayat (1]
hssrul a sampal desgan Forof 12 kepads Kpa

Mentord stou keepalz Embage sefatu B membust
dokumen tortull yerg menygatiban bBalwe program
prioritas pemenraly, bamtusn pemerinmah, danfstau
bantuan Presiden merupakan aahan Presiden dan
PEfAgLF AR ifretnds
Langsung berdasarkan analisis BA

frisfve Lo i Peniin|uhsmn

7/30/2026




KUASA PENGGUNA ANGGARAN

3| dan ayal |

sebelum

(5] MPA pmda Pengadadn Barang/lass yang reenggiiakian
angearan belanjz dan APBD, dapat meranghap scbagal
PPK,

(B8] Tidak ada

KerwraHban mamillli panaetshudn b
petsial PPs pebalam ciunda ng

perubahan

(5] KFA pada Pengadaan Barang/lasa dipast melaksznakan tugas
PPK

[6) HPA sebegamana dimzksud padas ayat |5) e memdls

penpgeriahinn teiilimg peogdaiaan bharang dan s wila PPR

P T L)

7/30/2026
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PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN yLKPP

sgebelum perubahan
(1} PPKE datam Pengadasn BaranglJesa mem|kl fugss {1} PPK dalam Pengadsan Barang'Jasa mamiikl fwgas
. mangendalikan Konirak meEnginpul e-Lenttnh 280 mensendalioen Kantm

idm) Ticdiak =dn ida) PR 1..-|.1nr}u|n'||-|lln dwrnaksud pada ayat (1] dan ayal () memilid
S lifinal Karmpadetini PPE s dengan !i_:u1|'.‘I_.'||;||

(5} Tidok ada (5] Kamonisron/LembagaPemenniah Desmh menyusun  reccans
mio pame muhan PRE bar-Serifihal BRompalerm PEE sepam
lipoleginys rebagsimana dirmaksued pada ayat (2a)

(6% Tidak ada (&) Haelentuan ek anjul mengenal kempetenal PPR ssbagainana

dimakaud prda aynt (Za) dan rencana aksl pemehuban PEK bep-
Seiifikal Kempelenal PPE sebagiimana dimpkeud pade syat {5

diglue barsoma- sama olsh MOrEeT Yo marryalomggasmien
urussmh  prsrthanmiafmn i hidang Abusngan gt eindan yaig
mEnyesnggaiakan  wusan  pemenntshan dalam oegen dan
Wopmls {xm

sebelum [3} Dalam mislakisan pemaksian Pergedssn Bamnglass, PPE wajib
mangalokasikan paling sedit 40% (ampal pulul phrsen) nili
engparan bolanjs Baranggasa oniuk mengounakan Prodok Lisaha

{3} Ttk atta Mikio dan Ussibhe Kool serts koperasl dan hesll produks dalsm
g

POKJA PEMILIHAN DAN AGEN PENGADAAN

yat (1) hiuruf a

perubahan

sebelum

i, melaksanakan persapan dan pelakssnasn pemililan A melaksanakan persispan dan pelaksanann pemilihen
Penyadia kecuall E-purchesing dan Pengadaan Penyedia kecualh Pengadasn Langoung dan E-
Langsung, purchasing dengan pembalian lengsung (baca © minl

kompetis);

Caulatsn | mirip dengan ahdor cepal, dapat
dibuk=matan apabie it danfatay platans
telabh lersndia pada aplikan Katsiog Elslironil

(£} Peloisansan tugss Agen Pengedean sebagaimana (2) Pelsksanasn tuges Agen Pengadasn sebegaimana

dimaksud pada aval (1) mutots mulsredes dangan tugas dimakaud pada ayal (1) mutats mutende deangan
Pokia Pemilihan dan‘atau PPK tugas Pokja Pemilian atau PPK

(3] Peioksansan lugss Pokja Pemifnan danvaiau PPK  (3) Pelsksenasn  luges Pokjs Pemilihan dan  PPK
dilakukan sesuai  dengan ketentusm  peraturan dilakukan sesual  dangan kelenluan  peraluran
parumidsng- undangan peErundEng-Un ot gaEn
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KELEMBAGAANDANSDM PENGADAAN

i Mi’;dn

“. |. i

- e 1 1 ]

Wemenbardn/Ledibdage yHTH]

i prvgalnby  fiengel Parcossl Limmrga dapat difugesian

-nk-:nl W dmeroh wniger FHEN i webagal  Pejabal Peagadain

e Wmlimian iy I iwnd i PPEK, mambams  Usgos
Flﬂhﬂl‘m ili ek LIKPEL 1 o/ e Wil PASDPA {ul

inemifikl lsmpestenal dl  bdang petigelolaen  Hiiroh, dan  ssiah

Pangniane Bacang ' Jnna teewren,  maliksapakom - perningmn

sencsnluman  Harng/eon Aalmm

uriniog migkronie, don CEugamian

webugil sumber dave  pentokuig
=hanlstpin FE

Sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan penghargaan dan pengakuan sebagal
sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan

KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN - Pasal 74a

Mol S i 1L

Farwnizan b ki Parguios PR

T PMangninm PO

wlaimnnial Pl T

Frungacuymkan Fsmjdan

H EF PRrsiirss Laess s

Tugas Horered Lanrya

Sovfhmes P reansl Limnga

Pl sl imn P amoss PRI
B ioithiin Phainagaiii

By ol B regn b

A Pangaicks Peiped ant Dasang! Assa
. Parscngt Lannya

W A gt Sl P
W7o L e i P
Flarar? e seiimisl Podkes

e
URH Pl [l ooy oot 0 PR Eriapablinl i Ptk i
il ihanii

Mapgeloin Peegacsan Boang! Jonm repel rtgesaen sobags Paisbal Fenpedmmn, P9
poedusti FAM PN st porencansen, pongaitiann sortes . soralh e, dae
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KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN — Pasal 74b

1 HWedimive Slwl Marimrahal el s A g Pa e ilale Chanriil diwatiiubpim Urilis rroes i oancsi o sl et i P sgm o H3
Pergaicie V'H.) Mgrgadanr Barengiane
u. Fokin Pamiihan
3 S Ay P g iols PR Faba P P P SO il | argpntn Parg et s mtna Paimiglans .
Afvapirn Dy mib WS vl Bl B Rl Bumudeinlosii nl it il b gl Dirvay, Lusesd
| o Reiciury S ipacasn Srary Sl
. Pajahat Pengadanny
- Jihl higee et e g i gl Pangaciae Tsmng saen s o
Fi b b e b Slnt AN winielilel By iy LT PN = A TN B Do d], vl | S
i) Pungacans BamerpAsnd
Tuginn Flesl Parnildian P egshel Porjadomn diskaanssin b
ARa Baism Adla Penpeims PRI 8 ASE en|) ek Seraiin) pimpsilses) (aietng S P ESrrT—ry s bigrigy et st ;
2 Snma Skl T bisa .
& Apen Papgooaan
_ S artai L el yanl Pl Sl oot et Paecnid Lo e sl s b Senees
& el Akl Farnmnel Ladiviye Sk e Parbonet L Mt [l
. sk n Prisiibitan
i Jiks Perporal Laevsys D Flziyja Fae m femrom Anndr el | preEEre Porsnel Lersrps ey mpnl i) Soridioet Fompmisnsl St
- Al by @ikt Farearesl Larrigs yan iesnnit Soriihal Fachi | =S TR T T TR T
Frrguiiian Marsneee
L. Pajabat Petgadasn
Jibs datih el Gled na it clall Fur bl Ly panthey rom 1l S Uil w1, sl 1 =
st g e e S TWAT st Daeani mseis | ol Sidang Peogadsmn Bann gl
8| Pt TRk B = amiitiaar bediib il aaocsnm ronoata BE s serEmohdn ek Pengacess Sarang e dart Permoees i

LA ohane akan PRt Kapan Larnega

CARA METODE DAN

PERSIAPAN PENGADAAN
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Metode Swakelola dalam Pengadaan

SWAKELOLA

sebelum
12 Falalnanaan Swekmloie tipe | diliboksn dengan selanduan
witds gl Barilat:

& PAMPA molakukan bosepalatan kevjE sama dongan
Kermembed lnnfLambaga e ranghst Dasvah bain pelabsana
Sunislola; dan

b. FPK menzndatanganl Kontrak dengan Ketuz Tim
Polakiana Swakelola srwsl dengan  kesepakatin
ke}s samz sebagaimana dimaksud pada hurufa

Ml Tidak sda
17 Tidok ada
(Al Tillak =da
M Tidak adta,
(1) Tidnk ada

12

[

[l

13

Swakelola Tipe 1

Dironconokan, dicokiohakon dan dicosl
clalh &1/ FRPRnangogung Joawob Arggearan

n&dLHH’

Perubahan

Pelpvsanban Swakeholn tpe i dilibubkan dengan kiteniuen sebagal

herdt:

& PERA dapat melakuben besspakaian ker)a sama dengan
Lameriteran/Lembaga/Parar jhat Deerab (din pelabssne Swakelela;
dmni

b PR merandazangend Kortrab denges ketus U pelakians
Swakrioia

Lintuh pelaieanaan Sueslelnla tipe | tipe 1 das tpe 10 dapat dilakydoan

melati| E-purchasing

Apahila dalam pelakianaan Sweakelola murthituhkan

matmHlalbatandalal, msks walib engiphakan maled il b hen S alat

vang m=rupakan Frocuk Delem Negsni dondatan Produk Uaafe 8k
dan Lecll sortd boperan das bl pradiiked dadass LT

Perbokan matorial/ hahan/alat s bagaimana dimakyed pada syat (7]

illakianahan dengsi metads E-ptlasing

Fambmhan materalf bahangalat dongan metode E- purchacing

sebagaiennng dirniksud padi ayat (8, untub Sweaklols Hge 0 dan fige

Vilildbasirahian hh-rlgq-ﬂ- Iﬂfl'-‘.[_':ﬁil'l“_'\ﬂl‘l:Lﬂ'l Mgl afran p=labanizan

Gwalmiola

|10} Pentbabun rmaterisl/babianfalet desgan metode £ purchasing rada

Sweakelnln tipe 11 dan tipe IV schagsimann dimakzud pada myat (9]
dilakasmakan paling laembat 4 (satul tabmin setielah Parstiren Progiden In)
ullal barlaki

10



() E-PURCHASING

wLHFP

PENGADAAN
O LANGSUNG
METODE
PEMILIHAN
PENYEDIA
PENUNJUKAN

BARANG!

O
LANGSUNG
PEKERJAAN

KONSTRUKSIIASA
KOMSULTANSE
JASA LAINNYA

7/30/2026

BENEFICIARY
OWNERSHIP

larangan

& | 4 T B

Pemillk Manfaat Kelentuan
peraturan e rundang-undangan men el
A ‘.-'Ir:ll:_j
dalam rangks Pe

kriteria

ali P

'\J-'H"it.l unik YR syciph lercantum dalam P.|.1||1|IJ~|| alekironik

a.

k

n

pemidal paling banyak Rp200, 000 00 unhik pengadaan
barang/ass |lsinnyd

Demilar pabing banyek RpdO0 DOG QO untuk pongsdnan pEkednmn
KOy l!:Il'.ul-".-.

termilal pEding baryak Rp 100000000 urluk pengadann 255
koxnsuitansi

|..||d' Kirrneried s
orianE pamonntah

Pengadaan Barano/la
ksanman progrem ol
nndmtme b

Lemibraga wniuk
nantsan pemerntah

At
tinn Presicen bordesarian armhan Prasider

panypipnggorann penylapan kogiaton yadg mondadak yong dihadin

- | [’

resldenYEpres

oarang/jesa yang bersifal mhasia untuk kepenlingan Negara

FPoknrjaan Konatruisl bengunan yang marspakan saty keastuon amatem
konsiruks| dan satl kesatecan lEnggung [@wab atas risiko kegagaian
bangunan yang secars kessiuruban tidak dapal
direncanakan’diperhitungkan sabelumnya

Jase Konsuttne Fonstruks lang

itan yang merupakan saty kesatuan

MtUAn 1ERGOLNS |6 |

. hanya dapot dssdinkan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu

pengadean dan penyalursn banih unggul uniuk pelaksanaen
perrgEalan kelahmnan pangan

11



L

METODE

PEMILIHAN
PENYEDIA

BARANG/
PEKERJAAN

KONSTR
KOMSLILTA?
JASA LAIME

7/30/2026

h. peatacana, sarmnn, dan uliiias umoemodi inghungan serumaban bagi
Masyarskat Berpenghasilan Rendah;
| ek pater alau plhak yang telah mendapat (20 derl permegang hiak
paten, stou pinak yeng menjad) pemangng Tandor untul mandapatan
o ﬁ:::ﬁg:‘“ iin clerl F‘arrer'irﬂ;h atsu peme;anu halk cipta yang telah ferdsftar afs
pihak vang lelah mendapal izin pemegang hok opla
). Tender'ssieks ulang mengaiami kagegatan
k. dabtbm hal lenadi permutusan kontrak
pearTiinEan [l ulang (regaat oftlen) untuk Pemyedo Barang FPassariman
Konntrukss Jaka Lainnys vang sama

) TENDER CEPAT  Pelaku Usaha telah terkunlifikasi dalom Sistem Informasi Kinerjo
Panyedia untuk Pengadaan dan spesifikasi dan volume paleraannya
sudeh dapat dilerdukan seceras nnct

£ TENDER/SELEKSI gk dapal manggunaken metode lninnya

VnleSee ey |*erspocims B Veinnoon. #nidul il e, Lsrees Sergoee neialn sediden P rmereke e s §rngmon | osrgeng domgar
v oy ki b mhe UipS3 000 (00,00 [Wma milh prs aomshh Penejuiie) ooy, lein e, dey Bci wesh sonpgzros

RS HEHM DGR e SBT (S B WS

Penyesuaian Proses PBJ
Perencanaan, Persiapan dan pemilihan

Ptiibatuan Matods Kunfifkzsi aptuk Penunjukom Langsung
srmey| et Rerbodde Kuslifikeas | dengan Pascaloyaliffcast.

12



PENGUATAN

E-PURCHASING

KATALOG
ELEKTRONIK

Penguatan
E- Purchasing

Toko Daring manuspakan bagian dar Kalalog Elaktronik.

Eewpjiban Epurchasing spebils tersedia celarm ketalog elshiopk

kecunli (Pasal 50 ayat 5 dan pangecuaiian i Sa)

» bk dapad snememubil bebobduin del esped sl s pesifioesl
i, Wkt Iokasl dany atie byanan, ataa

+ herdazsrkan  perimizangan  lebih  sfinien  densaiau 2lsll js
thilakuaiiskon dnigan rmetcde sedain Fguirchansig

Pengecualian  kewajiban  pelassnasn Eprchesing dilakukan
Bt neariin pehlsian PR

Eglalod Theldronik dapat digunakon oleh instansly  inetiteelPelnky
Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakal! orsng perarsngsn O st
KemenaranfLembiga) Pemerintoh Deerah/Pemenntah Dega

7/30/2026
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PENGUATANE-PURCHASING

Farnbetimn
rriatat lols biahimis) ukmt dintsggises

Peinasamnam E-
purehnalng wajib
oLk mombiln

i datam kifslog
ol ko L (P msal S50

Urituk pelohsarain
Syroleisin tipe L oupe 1L
dan 1ipe 10 dapat
dilakubai melahl £-

prurchiusing

ot E prarshasing pratka
Swuk=dila vipe 11 dan fo IV
dilskasnakan palieg lambat 1
{matii] tabam sewailsh Petenamm
Fresiden i) feriiku

Kastu it Paigedinn
Barsng Juss detn
malalul Penyedia
cEilmhus o rrofadu)

o E-purifasing

0000000

Pengudssn Juss
Konuulians dagat
dilakubian malajul =
punrehening, (Paal 41
ayml (20

L
Porrira b s
ol bty il poda
el dbosaruian Sk ole waplh
ddakomnakan Cargan msiads
E mischasing

Py e murmbeT dingi
uniuk Peker|mnm Eanatmisi
dnp] dmedian oleh perm|k
fomEaan anst deskok e
dengyun pemvesmnnn
trerdasarkan &-parchasing

AFIRMASI PDN
DAN UMKIK
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AFIRMASI PDN

A ALOKASIPEMAKETAN
Ditmrrs revedisbubonn pamaketan, PRK wajito mengsickasionm paling sediky 40% nini angganan belangn Barang/jasa uniuk
mianggunaken Produk UMKK dard hasil produfs dalam negerl [Pasal 20 aysl (3))

A KEWABAN PENGGUMAAN PON PRODUK INDUSTRI BERODASARKAN LAYERING THDN

Layer | = PN dengan sda TRON +BMP = 40% dan ndal TRON = 25%

Layer 2 PN dengan nila| TKON-+BMP < 40% dan nilel THON > 25% Hittd://tkdn. kemengerin. yo.id/

Layer 3 — PO wang memilil nilni THOMN < 25%

— FON yang talah iermanten dalam sstam mformasl endosin nasionml —s P uines e manperin, go.ia)
Layer 5 | Produb indusin yang =it declaie masth capal d|gunakan pabing lamas 3 (daun) tahan
' sejEk peipres berdsky (Passl || Kelenhian Leinnga)
L FProdus impaor dapat dilakukan setaiash mendopal petseiujuan dan menteriiepala lsmbogaepala
diaarmn atay pojabat yang diunjul olah manterkepala lembegadkepaln doarah
G, REWAJIBAN PENGGUMAAN PDN PRODUK NON INDUSTRI

Fewajiban penggunaan Produk Dalam Negen uniuk Produk non-industn, menggunakan Proguk Dalam Nagen yang
dinyatakan oleh Pelaku Llsasbs (self geciare).

L5 Penerapan Preferensi Harga

1. Peneragan Prefeseng Hams uniull Pengsdean oi ales Rp 1 Millsr bordasstkan

.1 :
& HPS dengan melods Tondor
- R :—.l- :\: |-::- T p—

b, Pagu anggarmn uriuk Tander Pokonann Tenniegras)
i pket PENGACDNRN L Ji.ak 1 P g d?nfmn Ll n.l.'lrrlpﬂrﬁl
2. Milm prefermnm yang dibenkan paling b
Frefarensl dibeTiken terhadap Ba
rendal 5%
Prefsmnal 3a
komaman Gregkal kam
badE=nn mEnim.om ol
Peneltipan pesrmernang besdagarion unulen homo héeand il hanil avaiuss akhis gl
fomiinmsl rilej tehnm dan il hasrge hesd =ydunss aidyin

i5
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Penerapan Preferensi Harga
Pekerjaan Konstruksi

+ Prefarenst hargm diberikan pach Pekergnan Komsinikst madnlil mefede Tenger
doengan keldntmn ditatian coda  pennvearan dis  pessita pemilihan leftisdbp’
komyitrnen: urtuk memenutil ketennian batasan mimimem nite Tingkat. Komponan
Dalnm Meger (THOM) sssun dengan Meputusan Manlar Pekorsan Umum Can

Pesumahan Rukyst Nomor SO2KPTSHATT3 Bomng Bates Minimurm Hial Tingt
Kompanen Dalam Megan lass Konatepbi, sl penbahmreys

« Bades gt TEON - bukin  metupakan peidyarsien jang inengauinorkan
PETWATEN DESern

Surmbier [ Sorat Eduiin Mepala LCPF Mo 1 Tshof 200% Tdntang Pas|slieen Stas Pelaksanidn
Frramumn Presden higmor 46 Tahan 55 Tertpng Prrahivhan Yedun: Ades Frrstumn fresidnn
Memor 16 Tabun 2018 Tentang Pengsdann Bororg /) iz Parmerintal Pads Kass Trundls

PENYESUAIAN PROSES PBJ \WLKPP

PERENCAMNAAMN PERSIAPAN DAN PEMILIHAN

3 pekerjaan konsirukesi i metode Tender
[ n darl pe ta pem 1 lerhadap komitmen untuk memendhl kefentuan
n minimum nilal tingkst komponen 1 al dengan ket 1 pefatuian
adrick in
tasan minimum nilal Bngkst kompanen dalam peger henya

negeri yang lebih

=]
lerendah L
b. teambahan ldl persen ) dan usaha naslonal yang melakukan konsorslum dengan badan

Usang §fing |1t_1n|_:|:||| |_|r_'f'.'.'p.1r L] |-t.-:|1”ir|1| i up.‘ll:.'lh hrlﬂ:lh L_lr..'_||‘1.1 |1hr_.itlr|._|l

16
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PERCEPATAN PROSES
PENGADAANDAN
INOVASIDALAM PBJ

PERCEPATAN PROSES PENGADA AN DAMINOVASIDALAM PEJ

Pemyvediaan sumber daye untuk pekerjsan konstruksi dapat disediakan oleh pamilk pekarjzan (supplied by
owner) Pasal 208 dan 208 |

[
Penyedigan aumbar daya untuk Pekerjaan Konstfuksi dapat disediskan oleh pemilik peksrjsn dapat |

A
dilakuksn dengan pemesanan berdasarken e-purchasing dan/otou Kontrak pavung
3 Kepala LEPP melaksanakan Mensolldas! Pengadaan Barang/laza secara naslonal dan dapat mp_n\rerahkan;
" |tugas dan kewenangan kepada menderl/kepala lembaga (Pasal 21) {
£

Perfarmance-based Contract sebagal inovash Kontrak pengadasan barang/jasa atas dicapainya suatu tngkat
petayanan tertentu (Pasal 27)

-

Modifikasi Turn Key perjanjian mengenal pembangunan suatu proyel dalam hal Penyedia setuju untuk |
membangun provek tersebut secars lengkap sampal selesa) (Pasal 27) |

i7



KONTRAK KONVENSIONALDAN KONTRAK SBO

KONTRAK
HKONVEMNSIONAL

13

— &8

A, Konverlonal
1. Kontrak konsultan peréncana
# Kontrak pewerjasn kominuko)
3. Rantrak kohsultan pengawes

B. Konventional DR
1. Kontrak konsultan MK
. Kontrak iEnntegrasi
#) lkonsultan perencana dan
b} peberjann konstruks)

SUPPLY BY OWNER

* Kontrak Konsultan Perghcana
* Kontrak Konsultan MK

+  Kontrak jass quantity surveyor
*  Kontrak Pembelian bahan

* Kantrak Sewa Alat

+  Kontrak Konstruksi

Konsolidasi Pengadaan

sebelum

1) Konsoligasi Pengadaan Barang/lasz dilskuksn  pada
twhap perencandan pengadzan, peniapsn Pomgadaan
Barang/lasn meislei Penyedia, denfatau  parcapan
pemibihan Pemyedm,

[3)] Komiolidas: Peniadian Barang/lass dilabaanakan gl
PASKPAFPE danfatau UKPAI

|3} Tidak ada

Perubahan

(1] Korsolidasl Pengadasn Barang/lasa dilskukan psda tabap

W LKPP

poTEncanann  penpalaan, pessiapan  pengodaan, danfataug
persiapan pemilihen Penyedia pada Pehgadean Bawng/ise

mizizhe Peryedia

PPK, dun/atau UKPRI,

Ewenangsn kepada mentan/kepata lembaga,

(3] Kensolldiy Pengadaan Barang/ i dilskanakan aleh P, KP4,

(3] Kepsia LEPP melsbsanskan Kpndolidas| Pergodsan Baang flosa
socara  nasional dan dapal | menyerahion

tugas  dan

7/30/2026

iz
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PENYESUAIANDALAM
PEBJ(PERENCANAAN,

PERSIAPAN DAN
PEMILIHAN

PENYESUAIAN PROSES PBJ

Pepyusunan HP'S dikecuslikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran caling Banyaks
Ap10:000.000.00 (sepuluh juls rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00
{seratus Juta ruplsh), dan Tender pekerjaan terintegrast. {Pasal 26 ayat (7))

JaminaniRelaksanasn diberlakukan untuk Rontrak Pengadaan Barang/Pekérjsan Konstruksl/Jasa
Lainpys dengan ml# paling sedikit di atas RpR00,000.000,00 {dus ratus juta, rapiah) (tesmasuk -
purchasing)

Datam hal p:ruhiﬂ‘liﬂ--m;:_lmk dinebabkan adanys kesdsan dorurat, maka ketentuan fﬁér'rarntinh'bn
nilal Kanteak okhit dapat melebihl 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA-

iéiﬂ]hﬂan_s_aﬂggah banding uniuk pefgatsan F‘élr:ﬁrfﬁah Konstrirksi dan pekerjaan terintegrasi

19
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PENGADAAN
INTERNASIONAL

PENGADAAN
BERKELANJUTAN

PENGADAANDARURAT

PENGADAAN INTERNASIONAL s WLAPP
&
MENCANTUMKAN KETENTUAN MENGEMAI 'I:Fu:l:ll B3

a.  Alih teknologlpengetahbuan

b. Pepggunaan tenags ahliflenaga teknis nasional

¢. Penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri

Pengadaan Barang/Jasa untuk keglatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau
hitah luar negerl berlaku ketentuan sebagalmana diatur dalam Peraturan Presiden inl, kecuall diatur lain
dalam pefjanjian pinjaman luar neger| atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen
lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagal bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atad hibah
lsar negeri sarta ketentuan asal (eountry of origin) Barang dan jasa

20
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PEMNGADAAN PENCADA AN
BERKELANJUTAM DARURAT
£ -1
1 Aspek berkslanjutan terdirl atas pemberan  bantuan  kemanusiaan
aspek  lingkungan, asspek sosial, kepada daerah di Indonesla  atau
aspek ekonomi danfatau aspek negara laln yang terkena bencana
institusional

2. Aspek Instltusional meliputl tata
kzlola perusahaan yang baik (good
corparate governance), etika bisnis,
dan persaingan usahs yang sehat

KETENTUANDAN
PELAKSANAAN

KONTRAK

21



JENIS KONTRAK

sebelum

{1] Jwnils Xontrak Pengadaan Baranglaas Lalnrya tsmedie stau
F. Ticlak acin;

(2] Jenis Kontrak Penjgpdazn Pekerjaan Konstrukiz) terdid atas:
£, Tidak ada;
g Tidak ada; dan
h. Tidak ada

{3} foniz Kontrak Fengedaan lasa Konsultenst nonloenstruksl terdie
FLE TS
8 Lumsam;
b Waktu Pesugasan; dan
e Kontrak Panfiing,

(4] fenis Kontrak Pesgedaan Jasa Konsultany Konstruks) terdir 3o
2  lurmsum; dan
. Waktu Penugassn,

(5] Jenls Kontrak pengadaan peker|jsan terntegrasl, thisk ada

JENIS KONTRAK

sebelum

(8] Kontzak Payuny sebagammana dimaksud pads ayst (1) aruf d
dan iyt (3] hurtd © dapst berupa kontrak frargs satuan dalam
periode wakiu tertentu untul borangjosa vang befum dapat
ditenitukan velumes dan/stau wiklu pemirimantys pada ssat
Kontrak ditandatangani.

{8z} Koptrak modiffkal putas kungl, tidak ada

7/30/2026

I?UWF

perubahan

(1) Penis Kohtrak Pengadesn Bakangliin Lalnesys tirdirl ataw
1. Egnirak terbpsn Gnene,

|2] lenls £antrak Pengadsen Pekerjaan Konstruksl teedinl stas:
f. moddifilces pubar kurcy

g Kopnivah paEyung: dan

. wontrak berbess kinere

Ierds Kontrak Pengadaan lasa Konvsultans! tendin abas;

& lumzum

b waktu pengisan;

. Kortrak payeng: dan

d. Kantrak borbachs kinena

E

Ienis Kontrak pensztdzan pekerjann tenntegras terdiri ata
w lurmaum,

b,  puar Kunci;

. madifikas] pursr kuel) dan

d. Kontrah berheuis kinerja

i

nyﬂﬂ?

perubahbhan

(8] Kontrah payung sebagiaimana dirmskoud pads ayat (1) harl
d, #ywt () hurut £, dan ayat (1) hurut e dapst berupa Koptrak
harga satuan dalam periode wakiu tertentu untuk:

a. Barang/java yang dibiutahkan oleh beberapa PRE untuk
Kermenterian/Lembaga/Pemeanintah Oassah/inatitus
Lanmya;

b Barang/jass yamg dibutuhkan secara berulang den/atau

¢ Barang/jasa yeng belum dapat ditentulkan volumes
elarwtwu wakiu pergiriman fwikio pelabsanasn pada
sant, Kontrak ditand stangan),

(93] Eontrak modifies putar kuncl sebagaimans dimaksud pada
avat (1) haral fdan zyat [4) hurul ¢ dilaksanakan dengan
ertentidan palidg sedet memaat:

a. Jurmbah harga past] dan lotap sampsl selurub pekecEan
dedesal ditakyanakan; dan

b pembayaran dapat dilakukan secars burtahag watelah
Pokeraan Konstruks wisse) termasuk pemasangan
retra perlonghkapan sehingea slup dioperasikan ptal
diman aatkan sesuai kespakatan dalam Komtrak:
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JENIS KONTRAK

sebelum
[16h)

Nontrak berbass kinesja, tidak ada

BENTUK KONTRAK

sebelum

11}

i)

]

Bentuk Kantrak terdin atet

0. Tunl perEnen

Susat perintah kel s sebagsimand dimaksud pads ayat (1)
hurut ¢ digunakan unful I"‘I‘."I'rﬂill‘!ﬂﬁll Insa Waraultani desigan
rilal pafing banyah Rp)00000.000,00 (seratus jutz tupiah),
Pengadsan Barang/lssa Lainmys dengan nilii paling sedih di
atas RpS0.000.000,00 (ima pulub juta ruplah) sampal den gany
nilal paling bapyak Apd00 00C, 000,00 {dua fEtwe juta ruplah),
dan Pengedasn Pekerjasn Kenstruksi dengan nilal paling
Baryak Bp 200,000,000, 00 [dua mEius juts ropahl.

Surat perjanjian cebagaimens dimaksud padas ayat (1) harad d
difunbkan untih Pengadasn Datang Peker|aan
Eonsoroksi/lasa Latnnya dengzn nilel paling sedikitdi atas
Hp200.000.000,00 (dus ratiud jute rupieh) dan untuk
Pengadsan faza Konsulians dengan nilal paling sedilit i atas
Rp 100.000.000,00 [seratus uta ruplak),

7/30/2026

?LKH'

perubahan

[10a)  Mortrak berfrsls kinere sebagaimane dimmksad pada asyat

(1) et f, mpan (2] huraf b, ayat (3) harul d, dan ayat (1)
huruf d merupakan Ronirab alas deapaonys et tingks
pelajanan tartenti.

perubahan

b1

]

Bantuk Montrak teodirs stas:

B, ety bl pesanan

Suiral peiintal horpe sebugalmons disrskiod puda ayget (1)
nuruf & digunakan untuk Pepgadzan dasa Konsultans dengsn
Allal pating banyak AgL00. 000,000,050 (weratics s iupiak),
Penpariean Barzngy/lass Laimvya dengan nidai paling sedikit di
wtas Fph0, 000.000,00 [ima puldh juts rugdsh] sampal
tengan nikd palivg Baoyak Bp2od, 000,000,000 [dus ratus juts
rupiah ), dan Pengataan Pelersan Konstrubks dengan nils
paling baryak Re00, 000, 000,00 (empat rawes juts rupiah),
Surat perjenjian setEgamana dimaksued pada ayat (1) hora!
d digznakan untuk Pengadean Barang/ lasa Lalnrya dangan
vilai palfing sedikit di ates Hp 200, 000,000, 00 [dua ralus juts
rupiah), Pengatani Peberjsan Konstnuba dengon nils paling
sadihit di otas Rpdo0.000.000,00 {wmaat rotus juta rupan)
el ituk Pongadaan Less Ronuilianst dengan nilad paling
sedikit di atas RpI00000.000,00 [sermtul juts rupiah).
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BENTUK KONTRAK

sebelum

(8]  Surat pesanan sebagaimana demabsud pada ayat 1) burul &

digunakan untuk Pangadaan Berangflzwa melalu E
purchasing
[Eal Tidak adu

UANG MUK A

sebelum

(2} Wang muks setmgalmana dirmakuud pads ayat (1] dibariean
dengan ketentuan sebapi berikut:
i, paling tinggl 20% [tiga pudub persen) dan nilal kontrak
uitulk Lsaka kecil;
b pafing tngg F0% |dus puluh peren| dan nilan kontrak

uituk Usafa hon-keo! dan Perpedia Jasa Lonsultans), stau

. paling tinggi 15% [lima belan persen) dan nilas keninek
wnbuk Kantrak Tahun ek,

7/30/2026

yuﬂ’l'

perubahan

(&) Suratfbusl pesanan sebagalimana dimaksud pada agat (1)

hwruf e digenaken unbuk Peangadsan Barang/jasa melalui E-
Perchating

{Ga) Dl hal Konbrak o mdggonakasn Contrak Mmuen, bentuk

bontrnk sebagaimans dimaksud pads syat (1) tidak
miprmeiluhar Aaclan dakumen il ndubkung komtrak

!rUﬂ?

perubahan

(k] Lrn.hH frmahE thqgulmln.l dimuaktud pada myal H] diberian
dengan krtentuan sehagal berikat;

&

paling segdikit 50% (lima pulub peran) dar nilsl Kortrak untuk
Usaha Mikro, Usaha Kecll, dan koperas! untuk ndlal Kontrak
artara Ap&0.000.000,00 (Hma pulub juta ruplah) sampai
dengan Rp7 0o, 000,000,00 {Hua ratus juta rupiah);

palimg sedikit 30, (Gigs puluh persen) dari nilai Komtrok untuk
Uzaha Mikro, saha Kecll, dan kopares dongan nila) kantrak
lelwlb dari Rpi0 SO0L000, O [du.-. piibus Juta r1.|Fr|r||'|_| sampal
dengan fip2, 500,000,000, 00 (gua miliar lim ratus jua
rugalah);

palmg tingg: 30% (liga puiuh persen) dari nilal Kontrak untul
Usaha Mikra, Usaha Kechl, dan operasl dengan nilar kantrak
I=hsib dari Ry 2-500.000,000,00 [dim millar lira tatus juls
rupiah) sampan dengen Ap 3 5000.000,000,00 (ma betas
millar rupiah),

paling inggs 30% (dun pulub persen] dan nila Saptrak wtuk
nen:Usala Mikro dan Usaha Kecll dan Penyedis jaza
Karsubansi; sta)

paling timzzi 15% (lIma belas parsen} dar nilal €ontrak utidk
Kantrak tafiun faEmsk,
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5]

7]

H)

7/30/2026

HARGA PERKIRAAN SENDIRI %JLHH’

sebelum

HPs .:?lgul'mhnr sebagal.

4. atet untuk menifal kewajaran harga penawaran danyatau
E=iijaran hargs satusmn;

b, dasar untuk menataphan batad tertinggl penawsran yany
sah dalam Pengadean Barang/Pekeraan Konotruksasa
L Ay Bliid

& dasar untuk menetapkan besaran nilal lsminen
Pelaksa naan bagh pendwerdn yooy ndlaings urang darl
B0 (delapan puiuk persen] dasl nilai HPS,

Peryunslman HPS dikecualiknm untul IJrnn:srjn art Barang flaa
dengan Pagu Angraran paling Benyak Rp 10000 000,00
|vepisluh juts rupiah), E-purchasing. den Tender peberjgan
el gigheition 4

Pafeteohn HPS paling e 20 [dus p-uh.jh delaganl haii kxfiG

sehelum betas akhir untuk

i ;:u.-n‘m-._u'ul.arl penawEran Uik pl.-|1'|:||h|'|r| dengst
pazcahuslifiesi stay

b, pemasukan dokumen sl entok pemdifhan dengan
prokunlifikas),

MEKANISME
PEMEAYARAN

Dalam hal ketentuan terkalt dengan mekanisme
pembayaran, Kepala LEPP berkoordinasi dengan:

memn yang  morpelenggarakon  wenan
gernerintnhan o bidang ksuangan negarn
umiuk APBN: slau

ek |maritdl | wang menyslenggarakan tldsan
(" parmetminh dalam negeri uriuk APSD

perubahan

[5) HPS digunakan sebagai

@, dlat artuk mesdlal kewijaran hargs penawaran
danfatal heveajaran hargs @tuan;

b, dassr untuk menetaphan batas tecdingg penswaran
wang sah dalom Pengadoan Barang/Pekeriann
Konstruksilass Latnnya;

vibiue bsesmian |

PEiANGIEMEST, CED |G

gk ris ) b ) Bataien pEripArElar perwsiesl rriarager Ll

dnn peralatan fama dalom Pekerjnan Kardrokii; dar

#. penattusn penariil | & T

[¥] Peryuzunan HPS dikscuaiiken uniuk Pengadaan
Barangdasa dengan Pagu Anggaran paling banyak
R 10.000.000,00 (sepalsh jita rugizh), Epurchasing
desgan nilin paling beryoek @t 00 000,000, 00 {yeraluy
\utd ruplah | can Tender pekerizan terintegrasl

(8) Dhagus
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yUﬂ?
PELAKSANAAN KONTRAIK '

sebelum perubahan

M Tickak ad 13} Apabila dalam pelaksanaan prekier jaan mismbrtuhkan
3 Tidak ada

minterizl/bahzn/alat, maks wajlb menggznakan
meateriabfahan/alat yang morupaken Produt Telam Megen
dait faliii Produk Usacha Wkiro dan Ked) weita kapeiasl dai
Pl produiod dalam negen sesua yang iercantum dalam
diokiumien peravelinan.

sebelum
3} Dalarm bal | perubiaivan Kori@ak r;ll:\.-r"..‘!rrhknna:lnhlru keataas
(3 Tidak ads darurel, maka ketsnbuan perambaten nilal Kontrak akhie

perubahan

dapat melshubl 10% (sepulub persen) berdasarkan
parsatufuan dari P,

OPTIMALISASI

SPSE
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OPTIMALISASISPSE

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konaultansl
dengan metode pemilihen Penyedia melaiu
Pergadaan Langsung, Penunjukan
Langaung, dan Seleksi wajlb menggudiakan
aplikasi skatem pengadann secarn eleltrontk
denaan fitur transaksional

PENGAWASAN

'ﬁ}l.ﬂﬂ'

Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Fekerjzan

Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan
metode pemilihan Panvadia
medaiul Pengadasn Langsung
dengan nilai paling sedili di
atos RpS0,000.000,00 (N
puluh juta rupiah), Penunjuksn
Langsing, Tender cepat, dan
Tender wajib menggunakan
aplikas| sistern pengedaan
secara elekironik dengan Mtur
trensaksional

ADUAN MASYARAKAT

PENGHARGAAN

SANIKSI

7/30/2026
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W LKPP

Pengaduan oleh masyarakat

Catam hal terdapat laporan dandatau pengaduan dan masyarakal
bepada menter/kepala lembaga, gubemur, atay bupatifwalikota
atau kepocla Kejsksaan Agung stiu Kepolisian Negara Republik
Indonesia  mengenai  penyimpangan -atau  penyalahgunaan
wewenang  dalem pelaksansan  Pengadaon  Barang/Jasa,
penyelesaion  dilakuksn  dengan  mendshuluksn  proses
sdministrasl sesual dengan keteniuan pevaturan perundang-
undengan di bidang administrasi pemerimtahan

Pengaduan oleh masyarakat

Aparat penegak hukim yang menerima pengaduan masyarakat
berdasarkan tugas dan fungsinga sesual peratusan perundang-
undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa  wajib
meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP  untuk
ditindokfanjutl  sepanjang bukti awal yang  disampaikon
termasuk wilsyah adminisirasi dan/atou perdata sesual denoan
ketentuan paraturan parundang-undangan

AL
.
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Pasal 81 A

Reward &
Punishment

FPencapoian paningkaotan PDN untuk

instansi

Reward &
Punishment

P‘:‘I’I{:,I,]F_'I-I;_'..--",:“'I .;H_-l'nr:.r,_i‘.::jt-;:l'l PLMN
untuk peloku pengadaan

Tty L el F‘urﬂﬂ'ﬂﬂt [rosrand|MiniE=s LTy
diborikan  ponghnngasn pongonaan  sanda  clwlom
sumrdpabiagzn Mgl F‘raduh Dgiam Moger sasiol danbeh
mdeks wogabuhen Produs Dolam pegetl yaeg diterbiian ol
lombagn ynng  meEnmyal TUgaE  mSmPCenRITUEAT  Lenan
pemeririshien i Didong porgiwEan  ksngen sogiaddeersh
dai prralinfiglhan sl

Eprretertaty L s Permairtah Dieevatuseioes] Leiroe kg
Ndsbh  rwrndi (gl penggunesn Produl Dalin gl
dikennkan ekl adninkormill e pornbedan s
Tariuhs

I'-'tmdnrlnn teguiran tertulis diskulan oled

mentor) koerdinatos'monen tekme yang momlks pssenangan
permhinmm  wihs Kemantanan/Lembngs don Inmite Loinmym,
aan

mumbert yang merptiengganikan s pemeniatan dalism
neger uniuk Pemerinish Deernh

PrErmtsRrian prenghmrgian sl pengsman skl delmm
penigknian peviggunnan Produk Dalarm Meger:

2

Lirfiul mrmeenberiand emtmiga s Pemerniah Daeraly, dfasyan

ESLE0 TRNgAn KRipnruan peridaen pemndang-ardegan; dan
untis Insimpal Lsiieys, dilasuiosn nesges dengon kst
NG ui clalirry pevationn mwntie yang el
hgwpramggan pembanman tekmes irnadfhsl Ll

Sarkei aderinistranil dikenakein loepadi
PAPAPPR Pejabat  PengadaanPokga  Pemilinon
pada patuan Kerja/und keros vang bersanghiutan yung
tidak memenuhi targe! pernenizse anggaran uniuk
penggunaan  Produk  Dalam. MNegeri  dan/mtau
permgungan Produk Usaha Mikro dan Usaha Weci]
seria koperasi,

Pembenan  sanksi  admimateanl (Mo, 2)  berupn
pengurangan terhadap nilal tunjangan kinerja ataw
terhindap  tambahan  ponghaailan becdaanren
presingi kerla sebagairnang diatur datam keTentusn
paraluran |.'."?'|I:|1".|n1ll'._l undagan

7/30/2026
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Sanksi dalam Pemilihan dan
Pelaksanaan Kontrak

Pengenaan sanksi Ketentuan leblh fanjut
dikenakan pada mengenal sankal diatur
perorangan, badan dalam Peraturan Kepaia
usaha, dan/atau Lembags

pengurus badan usaha.

Perbuatan atau tindakan dalam
proses pencantuman katajog berupa

= Tidah mermesnuhi kewajiban vang tercantum dalam
syaral dan ketenfuen Penyedia)

Menmyangkan Produk Osiam Negsn  dengan

sertifikat tingkat loomponen delom negerl yang

L dengan  daftan  inventnrisag)

produksi dalam  negerl yahg

diterbitlan olgh kKemeanteran yong

menyelenggarakan utusan pemerniahan di bidong
porind

Sanksi dalam Pemilihan Menayangkan Pekerjsan Konstruks) dengan nilal

komitmen di bawsh batasan minimum nilal tingkat

d{jn PE![C]kSC‘IhDCln ]{Dntrﬂk komponen daiam nege unl dangan Keteniuisn

peraturan penmndang-undandgan, dan/atau

Menayvangken Produk impor sehadgai Produk
Dalam Negen
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Sanksi dalam Katalog

Perbuatan nlau tindakan Penginaan sankaj

Jalam E:purchasing

perorangan, bad

penngatan

L1r'-e||;|l'|'|'|! g ol dan/atsu pongurus bodan
datpm surpl/bukt) pe usnl
dlkesraakan sankl %, pENUTInan PpencantuTTEn

ol tratif

PENGATURAN LEBIH LANJUT

wal [1) dan .1l|.'.~|l |,*|

sebelum perubahan

(1} Menterifkepals lombags dapst menindakdanjuth i) Dibapus
pelaksanaan Peraturan Preslden ini untuk pengadaan yang
diiayal AFBN dengan peraturan menter peraturan kepata
lambaga

(2} Eepain Daerah dapat manihdaklanjut) pelsksanaan 2}  Dibapus

Pergturarm Preskden Inl uniuk pengadsan yang dilifayal
APBD dengan peroturzn desrahy/peraturan kapala daersh
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SURAT EDARAN KEPALA
LKPP NOMORTTAHUN 2025

tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden

Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi

TUJUAN

Surst Edoran inl bertujuan untulc
Tranels| sampal dengan

8 membenian p An pada masa
adanyn aturan  pelasksanaon
dari Perpres 46 Tahun 2025 b menghinda g KekpoongeEn
dan/atou penyesuaizn aplikasi . menjamin kepastian hukar,
sistemn  pengadaen  BECEr: d. mamberikan parlindungan hukum' bagi pihak yang terkena dampak
alektronlk, termasuk  sistem perubahzn; dan
':31 Hll:H} ';_IH';"H"k B METipercepat |_Jr"|||-_'l._|||.|r1 katemtiian rJi_‘III:j._IIL_I._:II :"'l.'.r.:u ify/ J s
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SE KEPALA LKPP
% NOMOR 1 TAHUN 2025

I, B LA PRI i i T

Pada saat Peraturan Pr ]
y tentang Perubahan Kedus Atas P an Presiden
Nlomaor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
ETRAT ETARAS

MR LR A, WA PR R A e A b y
ey — semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih

tetap barlaku, sepanjang tidak bartentangan dan/atau
belum diganti dengan Paraturan LKPP pelalsanaan

Pemerintah mulal berlabu pada tanggal diundangkan

Wi | TAEEE B

FEETARU
FRLAFFLARAGS & TAR FELLE R A LAY FLAA ISR FRLRITES
LA e ARt TODd TRERTARG PN LA MEDEA ATAS FRERATTRAR
FREMIDER SORlok 16 Falb
41

“":::::::::“ e Tahun 2018 tentang Pe

Pemarintah

% SEKEPALA LKPP
OO R — NOMOR1TTAHUN 2025

Felaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LR AT
TR LSk, BRI PERILADANA aRE Rk SR T TAE
EEPLEL LY PR

peat Order Barang/Pekerjas
WEE | TRETTR Rl

lsinnya

PEMICLARAE ALES FELARBANALE FERATIRLE PRERIDEE

Scupnn 4n TiUE o TERTRA P LA R ETECL ATAL FERETORAR
R SN L TS LR TEAT RS ST a A B
PEESNINT AN PR B TS S

Angka 6 hurufd

(1]

jasa konsultan
E-purchasing pada swakalols
6l harga pada asing dengan mini
“-I.IITIF'IL‘]I"H

~J
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RUANG LINGKUP
SEKEPALALKPPNOMORITAHUN 2025

%

FUE Rk EUE RS FTHGATAES RERRAL AN EUEIT R

mte Lirm
[
FTRAT ERARAN
EEFELA LENRAUL WINLAREEA PERTANANN KRAULARD JELE PYMENIATAS
WAL il

RETEEWE | Tale S

TEETARE
FILTEARLE ATAS P B FTRATTRAE P
SUHBIH o TR WL TEN T PR N B, AT AN PUEATITRAR
RIS Sl b TANUSE SO0 TENT S FURGALLLS RARAND) Ak
R RN Tl PR skl TR

Pasal 10 Ayat &

tuang Lingkup dal rat Edaran mi meliputi pr

Pengadaon Barang/fazs, dari mulal Perencanaan

Pengadoan, Pelaksanoan Pengadaan  melalul
Swakelola atay Pemilihan Penyedia, sampal dengan
Pelaksanaan Kontrak pads Kementeran/Lembaoa)
Pemerintah Deerab setelah diundangkanmya Peraturan
Pregiden Nomor 48 Tahun entang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadoan Ba

0 - B bk aln T
0 i g -dif
g ¢
0
e H i 7 akol deierile
. O
0 ! I
-
0 &
] HH i cl g H i G
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Pasal 58 Ayat 3 Huruf b dan Ayat 8

Poin Poin
Transisi

Poin Poin
Transisi

FHIT07

Pengadann Langsung Pekerjsan Konstruksd yiung bemila
paling sediklt di alas RpS0000.00000 (hma pulub juls
ruplah) sampai dengan Rpd00000.00000 (empat ratus
juta rupiah] yong akar dilsksansksn setelah Ebinya
Surat Edaran i menggunakan aplikas pengadsan secars
efeptronik dengan fitur tronsaksionsl, dengeh  teriehih
dahuly melakukan penyesusian metode pemilifon pada
aplikasl SIFUP

Pasal 38 Ayat 2 dan Pasal 41 Ayat 2

Pelaksanaan E-Purchasing

Pazal 38 pyat (7) dan Panal 47 ayar (2) terkol pelakeansam
Epunchasing  tetap dapat diisksanaksn mslahy Toko
Daring yang merupakan Gagian dir katalog ehekironi

Pasal 27

Pantggunasn Jenis Kontrak

Penggunazn jonks kootrek vang belum lercedia pada
aplikasi SPSE dilabukan dengan memilih salah satu jenie
kontrak yang tersedia Jenin Konfrak yong dietapksn
mengscy pada Deokumen Rancangan Kontrak  dan
Dokumen Pemilihan yang diunggsh pada aplikasi SPSE

7/30/2026
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Pasal 44 Ayal 8a

Persynroton  kualifikasi paling sedikit mefiputi  anerja

Penyedia, dengan kelentuan sebagal berflout:

al Hesdl penilpen kiners Pernyedin Bapng/liss belah
=reatum dalam SIKaP;

by Apabila befum termedia, maka penilalan Knora dopat
dllakiuknn secara manual sesual dengaen Seraburan
LEPP Momor 4 Tahien 20321,

g} Untuk Penyedia Barang'Jasa dengan Ksalifikes ysahs
kecil yang baru berdinl kurnng dan 3 {tiga) tahun dan
bt memilikl pengataman

POI n POI n i::;:;ll:;:r;?:;ﬂ:mlnn kualifikasi paling sedikit
Transisi

Pasal 44 Ayat 3 Huruf ¢

Penggunaan Filur Pencataton pada Aplikesi SPSE PP
menggunakan thur pencatatan pada Aplikas) SPSE dalom
hak
I fiur Pefunjukan  Langaing  yang | menoaliakan
mefods pascokuvallfikan sesual Pagal 44 ayol (3)
hisruf & badurm tersedia atau

2) Pengadasn Languung pengatans Berang) Pakefaan
Eoratiukal dann . Lorenys cemgan nifal EEling sedikit
di ates Rp&0.000.000 00 (Rma pulul juts upleh) dan
Pengadaan Langsung Jasa Mormuftane yang fskah
ilaksanakan secora non transakstonal  sebelm
Peralusan  Presiden Nomor a6  Tahun  HES

P'Oi n P O i n diundangkan
Transisi




Pasal &7 Ayat 4

Preferensi Harga Pekerjoan Konstruksi

1} Freferensl hargs diberikan pads Pekedaan Konstroks
mwlal ivetode Tender dengan kelenbuah dibedian
pada penawaran dori pesertn pomifihan t=rhadap
kormnitmen  untub memeonohl ketestusn  batasan
minimum nitai  Tingkst Komponen Datam Negsn
(THDN) sesual dengan Keputssan Menterl Pekerjaon

Diin Ferumahan Rahysi Mioinor
(3 tentang Batas Mimmam Ml
en Dalami heget Java Konstruksl,

P O |' n P O I n 2) Batas mirmmuom TKON buksn menepakan persjaratan
. = yang menggligurkan perakaan pesara
Transisi

SEKEPALALKPPNOITTAHUN 2025

TAHAPAM PERNUNFLRCARM LANGRUMNG
DEMOANMPASCAKUALIFIK AS)

1) undangan Penunjukan Langsung;

2) pemberian penjelasan;

3) penvampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
4) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
5] evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;

B) pemblktian kualifikasi kepada calon penyadia;

7) klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargs;

8) penetapan dan pengumuman;

9) reviu laporan hasil Penunjukan Langsung;

10}penetapan surat penunjukan penyedia barang/lasa); dan
11)penandatanganan kontrak.

7/30/2026
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MATERI4 &5

FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD
"Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah”

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar
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FGD (Focus Group Discussion)



FGD (Focus Group Discussion)



FGD (Focus Group Discussion)



FGD (Focus Group Discussion)



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Tanda Terima Seminar Kit



k@ i

USM

YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekrelarial - JI. Soekamo Hotlo Tiogosan 50196 Telp, (024) 6702757

Wirbislle | vwww.usm oc id emabl
P—

TANDA TERIMA SEMINAR KIT
Pimpinan & Anggota DPRD Kab, Karanganyar

KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB, KARANGANYAR

“Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™

ik 1ol wsm@Egmall com

Hotel Solin Zigna Solo - Kota Surakarta, 30 Juli s.d. 1 Agustus 2026

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I ;:!M_EUS SELO . Ketua D_l'-‘_l{D -
2 | ;NUNG MARWOKO, ST, MH, Wakil Ketua DPRD 2
3 SUPRIYANTO, AMd Wakil Ketua DPRD 3 i ‘ ﬂ q
: Drs ;‘:Rl IMHJ_ONI} Anggota DPRD
5 | LATRI LISTYOWATIL, S.E Anggota DPRD
6 | ENI CnNI}RJ;WATI Anggota DPRD
E
7 | BOBY ADITIA PUTRA P, S.S0s..M.M. Anggota DPRD
3_ SAR';DN[J. SH Anggota DPRD
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12 | PRASETYA ADI SAPUTRA Anggota DPRD
13 | EKO PUJIYANTO Anggota DPRD
14 | SUYONO Anggota DIPRD
15 | BUDI SANTOSO, S E Anggota DPRD
16 | SRI PARTINI HANDAYANI, §.Pd Anggota DPRD

—1? WAHYU BUDI SUGIHARTO, S.E Anggota DPRD
I8 | H.SUPARMI, S E Anggota DPRD
19 | H. AW MULYADI, S.H. Anggota DPRD
20 | HI SUWARNI, S.E Angpeota DPRD
21 | ARIEF TRI WAHYUDI, SA.T Angpota DPRD
22 | Hj. SITI KHOMSIYAH, AMd. Anggota DPRD
23 | MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, S.E | Anggola I’JI‘RDZ
24 | TONY NOOR PRAPTO Anggota DPRD
25 | TRI HANGGO KOESBIANTORO Anggota DPRD




NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
_,—"— —

26 | SYIARAJUDIN AKHMAD, Amd Anggota DPRD | 26

27 | MUSTAQIM. S Pt Anggota DPRD | 27 M_

. | e

28 | SARJONO, S Sos Anggota DPRD

29 | ALI AKBAR, SE Anggota DPRD

30 | MUHAMMAD MUBAROK Anggota DPRD

31 | JATI WJANARKO Anggota DPRD

32 | MURDIYANTO, S H Anggota DPRD

33 | SUWANTO Anggota DPRD

34 | TONY HATMOKO, SE MM Anggota DPRD

35 | TIARA PUSPITA, SH. Anggota DPRD

36 | MUH. IRSYAM, S.Pd Anggota DPRD | 36

37 | DEWI WULAN SARIL, SE Anggota DPRD | 37
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38 | FAUZAL MAULA L ROSYID, S.Pd Anggota DPRD | 38 z

39 | TRINUR NUGROHO Anggota DPRD €%’

40 | WAWAN PRAMONO Anggota DPRD | 40
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| -~
43 | SUNTO Anggota DPRD | 43 # ; E ;
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44 | ACHMAT ALVIANTO NASRULLOH Anggota DPRD | 44 M
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Pembacaan Teks MC oleh Saudar Rifkka Widya Emilia, S Pd.
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Meayanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Bimbingan Teknis
DPRD Kabupaten Karanganyar
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Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan
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Sambutan Pembukaan oleh Rektor Universitas Semarang (USM) vang dalam hal 1 diwakil
oleh Wakil Eektor Il Universitas Semarang Bapak Dr Abdul Kanim S E. M Si, Ak CA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSOM-USM | 8



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEENIS

sl Twies 21P
Ml

Sambutan Pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
Bapak Bagus Selo. sekalipus membuka acara Bimbingan Teknis
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Penverahan Ucapan Terima Kasth dann Universitas Semarang (USM) vang dalam hal mi
drwakili oleh Wakil Rektor IT Universitas Semarang Bapak Dir. Abdul Kanm, SE. M Sz,
Ak CA Kepada Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bapak Bagus Selo vang telah
memberikan sambutan pada pembukaan Bimbingan Teknis
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Penyampaian mater1 “ESQ (Emotional Spirttual Quotient)” dengan Narasumber Bapak
Muhammad Amin_ 5. 5Sos.. M Pai (Motivator). vang di dampingt oleh Saudara Mohammad
Khoirul Annas, 5 Al sebagai moderator
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Penyampaian materi ~Sinkronisasi Strategi Percepatan Pembangunan™ dengan Narasumber
Bapak Yusmanto, S Pi . M 51 (Kepala Bappeda Provins: Jawa Tengah) vang di dampingt oleh
Saudara Mohammad Khotrul Annas, 5 Ak sebagar moderator

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSOM-USM | 17



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEENIS

< AR

Tanya Jawab Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSOM-USM | i3



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAMN TEENIS

Kealtifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSOM-USM | 13



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAMN TEENIS

Kealtifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSOM-USM | 20



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAMN TEENIS

Kealtifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSOM-USM | 21



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEENIS

PENGERMMAAMNMMIARN
Bid HERIIANAM

L e L A L, M e

Penvampaian materi “Implementas: Perpres Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Perpres Nomeor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah™ dengan
Narasumber Ibu Jlvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JTasa Pemenintah
(LKPP)) vang di damiping: oleh Saudara Mohammad Khoirul Annas. S Ak sebagai moderator
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Kealtifan Peserta
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Foto Bersama Narasumber Bapak Yusmanto, S P1, M_S1. (Kepala Bappeda Provins: Jawa
Tengah) dan Thu Ilvia Restu Utami (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang JTasa Pemenntah
(LKPP))
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FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD

“Implementasi: Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Karanganyar
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